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[ SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Fuji dan svukur dipanjstkan kehadapan Allah SWT karena akhirnya
beberapa naskah buku yang disusun cleh beberapa orang dosen di
fngkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung dapat diterbitkan

Saya menyvambut baik hadirnya karva para dosen ito, selain dapat
dimaknai sebagai upaya peningkatan profesionalitas yang bersangkutan.
g untuk merambah baban bacaan atau pengayaan  mater
perkuliahan di kalangan para mahasiswa dan khazanah kellmuwan pada
TN Y

Sebagai sebuah karya pada wumumnya, tidak ada karya yang
sempuna. Sejalan dengan perkembangan yang ada, saya berharap
karva tersebul nantinya perls ditelaagh dan disempurnakan sehingga
akan menjadi buku rujukan yang dapat dijadikan sumber bacaan  bagi
berbagai kalangan.
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Kepada para penulis sayva ucapkan selamat atas terbitnva karva-
karya tersebut, mudah-mudahan diikuti terbitnya  naskah  lain,
setidaknya menjadi inpirasi bagi para dosen untuk mulai menvusun
karya ilmiah di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bandar Lampung, April 2008-04-04

Dekcan Fakultas Hukum
Universitas Lampung

H, Armen Yasir, 5.H., M5,
NIF 195206221 987031005
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[ KATA PENGANTAR

Busmillahvrrohmuarrrodim

Kegiatan ckonomi merupakan kegiatan yang dilskukan, baik oleh
perorangan maupun perusahaan dalam bidang industrs. dagang dan
fasa. Dalam era globalisasi, kegiatan ckonomi yang dilakukan oleh
perusahaan Lanpak semakin komplek dan tanpa batas. Dalam keadaan
vang demikian, suatu hubungan bisnis vang semula harmonis bukan
tidak mungkin pada akhirnya akan menimbulkan permasalaban karena
terfadi senpketa diantara pelaku bisnis tersebut. Manakala hal it
terjadi, maka dibutuhkan solusi atau pemecahan permasalahan untuk
mengatasi sengketa yang terjadi tersebut, Khusus untuk litigasi juga
dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian
sengketa diluar litigasi. termasuk melalui arbitrase.

Arbitrase merupakan pilihan para pihak untuk menyelesaikan
sengkets mereka, vang ditempuh berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak. lka kedua belah pshak sepakat untuk menyelesaikan sengketla
melalui jalur arbitrase dan kesepakatan tersebut telah dibuat dalam
Sentuk tertulis, baik sebelum maupun setelah terjadi sengketa, maka
bewenangan arbitrase menjadi absolut umuk menyelesaikan sengketa
tersebut. Untuk itu parng pihak dan arbiter atau majelis arbitrase yang
Epudih harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum mengenai tiata
cara berperkara melalui arbitrase.

Mengingat hahwa penyelesaian sengheta melalu arbitrase adalah
Sawl pilihan para pihak, termasuk pilihan hukum terhadap proses
Serscaranya, maka para pihak dan arbiter atau majelis arbitrase harus
memahami hukum proses beracara yang akan dipilib tersebut

Mengingat pentingnya  substansi ini, tim penulis beriisiat?
mewyusun, menulis tentang Hukum Arbitrase dan ADR. Buku teks i
Smmukan untuk masyarakat luas yang concern pada Arbitras dan ADR,
b khusus  ditujukan  kepada dosen  pengajar dan mahasiswa
matskuliah Hukum Arbitrase dan ADR pada Takultas Hukum Unila
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khususnva dan perguruan tingifi lain, serta penstudi ilmu hukum pada
LEMUmnya.

Buku ini memuat beberapa bahan mengenar hukum arbitrase,
dimulai dengan pembahasan mengenai alternatif penyelesaian sengketa
dan sejarah arbitrase. Pada bagian awal im disajikan  pemahaman
mengenai alternatif penyelesaian sengketa yvang dapat ditempuh oleh
para pihak dan sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia. Paparan
selanjutnva pembahasan arbitrase, Badan Arbitrase Masional Indonesia
dan Badan Arbitrase Svariah mengenai arbitrase asing dan para pihak
pada mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan putusan
arhitrase asing di Indonesia. Dilanjutkan dengan hukum arbitrase dan
ADR svariah,

Pada kesempatan imi tak lupa penulis sampaikan ucapan
trimakasih tak terhingga kepada:

. H. Armen Yaser, 5.H., M5 selaku Dekan Fakultas Hubkum Unila
2 Prof, ir, | Gede AR Wiranata, S H.MH, selaka WT 1 dan selaku
pribadi atas curahan ilmunya, bimbingannva dan bantuannya
dalam penulisan buku ini
3. Dr.Hamzah, 5.H.MH sclaku WD I
4, Alm, Prof, Abdulkadir Muhammad atas segala curahan ilmunya,
dan  bimbingannya semoga semuanys menjadi amal jariab untuk
beliau
Terima kasih kepads berbagai pihak vang telah memberikan saran,
kritik dan masukan datam penulisan baku ini,

Bandar Lampung, April 2018

Perulis
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ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA DAN SEJARAH
ARBITRASE DI INDONESIA

11 FPilihan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan dan Tidak
melalni Pengadilan

Terjadinya  suatu sengketa  menjadikan para pihak  harus
menyelesaikannya, mencari sulusi atan jalan keluar untuk
menyelesaikannya, baik dilakukan melalui jalur pengadilan maopun
tidak melalui jalur  pengadilan. Surat im di Indonesia Alternatif
penyelesaian sengketa vang dilakukan tidak melalol pengadilan antara
lain diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun Y tentang
Arbitrase dan Alternatif penvelesaian sengketa. Namun, schenarnya
semenjak Zaman Kolonial penyelesaian sengketa melalui perwasitan
atau arbiter telah dikenal dan dipergunakan dalam  penvelesaian
sengketa bisnis,

Calam kehidupan sehari-hart terjalin hubungan antara manusia
sebagar mahluk sosial, dimana jika hubungan tersebut diatur oleh
hukum maka skan memnmbulkan hubungan hukem tersebut. Hubungan
hukum terschut tidak selamanya berjalan baik dan harmonis sesuai
tjuan semula. Tidak jarang hubungan hukum tesebut berakhir dengan
suatu konflik atsn  sengheta. Sengketta artinya  perselisihan,  jadi
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dianggap ada sengkela jika ada perselisihan. Menurut Abdulkadir’,
perselisihan artinya ada hal sesuatu pokok persesisihan, ada vang
dipertengkarkan atau ada yang disengketakan.

Suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak
sendirt dapat  diselesikan melalui pengmlan ataw  tidak  melalw
pengadilan. Dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai penyelesian
sengketa yang dilakukan tidak melahn pengadilan yang dikenal dengan
sebutan Alternatif dispute Resolution (ADR) atau alternatif. penvelesatan
sengkela  Penvelesaian  sengketa Alternatil ol merupakan  cara
pepvelesaian vang perlu dikembangkan dalam dunia bisnis  yanga
memerlukan penpeyelesaian cepat dalam suatu sengketa. sementara
penyelesaion memalui pengadilan dianggap terlalu lambat dan bertele-
tele. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (10} Undang-undang No. 30
Tahun 1999 teptang Arbitrase dan alternatal penyelesaian sengketa
(Selamjutnya disingkat UL alternatif penyelesaian sengketa  adalah
lembaga penyelesalan sengketa atau beda pendapat melalui prosedur
yang disepakati para pihak, yakni penyelessian diluar  pengadilan
dengan cara konsultasi, negosias:, mediasi, konsihas: atau penilaian ahli
Selanjutnya dalam pasal 6 Ayat (1) UU Arbitrase dijelaskan, sengketa
atau penyelesaan sengketa yang diselesaikan oleh para pihak mematu
alternatil penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik
dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
megeri

Bertitik tolak dari ketentuan UU Arbitrase tersebut, maka unsur
vang terkandung dalam alternatif penyelesaian sengketa adalab

. Beberapa cara penyelesalan sengketa perdata
b, [0 luar lembaga pengadilan
Melalui prosedur yang disepakati pihak-pihak
Beberapa cara untuk dapat ditempuh  adalah kensultas,
negosiasi, mediasi, konsilias: dan penilaian ahli
Akan tertapi, dalam UL Arbitrase tidak ditemukan  defins
maupun pengertian dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan
penilaian  ahli tersebut. Sudiarto ° menyebutkan beherapa  cara

L]

=

! Abdulkair Myuhanitenl,  Mudum deara Pendata fadewesio. Bandurg Alovni, B9E2, hifm. 30

Sudwartv din Zadi Asyliadse, Mempemt Aebipave Selok Sus Pemvvlesanee Sevighient S Jakaria
U sidmanio dan facdi Asvhadse. MWewgemn Arfbiiase Sefuk Suse Penselisaime Senghew Siws Inkara
I*T . Kadja Cirafimde Peafa, 2064, e 11
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penvelesalan sengketa alternatif yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, mediasi dan Arbitrase, serta bentuk lain yang mirip dengan
Arhitrase adalah mini-trial dan med-arh,

1 Komsultasi
UL Arbitrase tidak memuat definisi atau arti dari konsultasi
Mengutip Black Law Dictionary (1990) Widjaja ' menyatakan,

konsulttasi merupakan  suatu tindakan yang bersifat “personal” antara
suatu pihak tertentu vang disebut “Klien" dengan pihak lain yang
merupakan “konsultan” yang memberikan pendapatnya kepada klien
tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan Kien tersebut.
Berdasarkan konsep tersbut dapat diperoleh pengertian bahwa konsep
tersebul dapat diperoleh pengertian bahwa konsultasi, diminta oleh
pihak klien adalah “pendapat” dari pihak konsultan, dan pendapat
konsulan  tersebut  tidak bersifat mengikuti pihak  klien. Aruinya,
konsultasi hanya sebatas memberikan pendapat dan beberapa hentuk
rumusan penyvelesaian sengketa sesuar yang diminta klien, sedangkan
selanputnya keputusan mengenat penyelesaian sengketa akan diambil
sendiri oleh pihak bersangkutan.

2 Konsiliasi {conciliation )

Konsifiasi adalah suatu penvelesaian, dimana para pihak berupaya
mencari penyelesaian dengan  bantuan pibak ketiga. Konsiliasi ini
digunakan jika para pibak tidak dapat  menyelesaikan  sendin
perselisihannva, Dalam konsiliasi lebih mengacu pada consensus para
pihak, sedangkan pihak ketiga dapat tidak akuf dan dapat skt
Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian senghketa diantara para
pihak dengan melibatkan pihak ketiga vang netral dan tidak memihak.
hanva saja peran yang dimainkan antara mediator dengan konsiliator
berbeda’

Undang-Undang Arbitrase udak memuat definisi alau pengertian
tentang konsiliasi. Konsifiasi dalam Bahasa Inggris berasal dari kata
comciliarion, dalam Bahasa Indonesia artinya  perdamaian. Menurut
Widjaja’ konsiliasi dalam UU Arbitrase sebagar suatu bentuk Alternatil

" Gunawen Widjnye, & Ahmad Yanio fekesn debiane Jokarme. BT, Radp Graliade P saida , DHHE
Blm 2K

* Munir Foadv _frtarree N, H-.Jrl.dung. il Addytia Hakiti, 2 CEHI hEm 52

il it him, 37
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penvelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau
proses untuk pmencapai perdamalan di luar pengadilan,

3, Negosiasi

Kats negosiasi berasal dari kata negoitiation yang  berarti
perundingan sedangkan orang vang mengadakan perundingan adalah
disebut negosiator {negotiator).Dikutip dral Frans Hendra Winarta
bahwa negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa vang paling
umum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bhahwa negosiasi adalah
proses tank ulur dan adu argumentasi diantara keduabelah pihak yang
berbeda kepentingan atas persoalan vang sama'”

Menurut Gary Goodsfaster sebagaimana dikutip Agnes’ negosiasi
merupakan  proses consensus vang digunakan para  pihak  untuk
memperoleh kesepakatan diantara merke, Menurut Fuady® negosias:
dilakukan olch seorang negosiator, dimulai negosiasi yang paling
sederhans dimana negosiator adalah pihak vang berkepentingan sendiri
sampai kepada menyediakan negosiator khusus, atan memakai lawyer
sehagai negosatornya
Menurut Poele Samfirits dikutip dari Munir Fuady ciri-Cir negosiator
vany baik adalah”

L Mampu berfikir secara cepat, tetapi mempunyvai kesabaran tidak
Lerbatas
2. Dapat bersifat manis tetapi meyakinkan
3. Dapat mempengaruhi orang lain tanpa harus menipu
Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercavai orang
lain
[apat mempesona lanpa hars terpesona
6. Mempunyal banyak wang dan istri cantik sehingga tdak akan
terpeson:d dengan uany dan wanita

il

* Froik Hemdrn Wigasa, Hakum Penyelession Senghetn, Jaksrs, Sivae Cralika 2012, Blm 24

" Apnes Toar, dik, Tigiesan Peaeederian Seoptetn dokew ser dasoe ki ckosami debarose
Sufweeria, Jakadn, Ghal@ Indesesia, 1995 lilm. |

® Whuner Fumly, op €30 Blm 42

* Wiumar Fuady. ahid. bl 432
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4. Mediasi

John W. Head dikutip dari Fran Hendra Winara "“Mediasi adalah
prosedur penengahan dimana seseorang berindak sebagal "kendaraan”
untuk berkomunikasi antar para pihak schingga pandangan mereka
vang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahamn dan mungkin
dapat didamaikan, tetapi tanggungjawab ulama Cercapainva suatu
perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. Definisi ini
hampir sama denpan definisi vang dinyatakan dalam Blacks law
Dictionay vang mendefinisikan sebagai berikut:"

A method of nom hinding dispute resolution invo;ving a new netral
third party who tries to help the didputing parties reach o mutually
agreeble solutiom

Sedanghkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008
tentang prosedur mediasi di pengadilan (PERMA N0 Tahun 2008)
mendefinisikan bahwa mediasi adalah cara penyelessian senghketa
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak
dengan dibantu oleh mediator.

Perma Mo Tahun 2008 diperbarmi dengan Perma Nodl Tahun
2006, Akan tetapi pengertian mediasi masih tetap sama scperti
definiditysng sds psds Pasal | angka | yaitu mediasi adalah mediasi
adalah cara penyelesman senghketa melalul proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam proses mediasi seorang mediator memiliki peran sebagai
pihak vang mengawai jalannya mediast seperti mengatur perundingan,
menvelenggrakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah,
merumuskan kesepakatan para pihak serta membantu parapihak untuk
menvadari bahwa  sengheta  bukanlah  suatu  pertarungan untuk
dimenangkan tapi untuk diselesaikan'’

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana
pihak luar yvang tidak memihak (impartial) dan netral bekera dengan
pifiak yanga bersengketa untuk membantu mereka  memperoleh

= Frwma Homclra, Wimaria, op o L6
Basf 16
* Forema Mo | Tahun 3016 tencamg prodedur medizsi & pengaditan
* S Adi Mugrodi, Meafivesl Setgen Abemmtl Peonvefesodioe Seaptesa, Jakarta: Telaga Nios
Bndernin 20049, him, £5
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kesepakatan dengan memutuskan . Menurut Mas Ahmad" kehadiran
pithak ketiga sebagai mediator dapat disebabakan
a4, Kehendak sendiri (Mencalokan diei}
b Ditunjuk oleh penguasa (misalnya wakil dari para pihak)
¢, DNiminta oleh kedua belah pihak
Menurut Munir Fuoady adalah swalu proses negoisai untuk
memecahkan suatu masalah melalui phak lwar yang tidak
memihak dan netralyang akan bekerje dengan pihak vang
bersengketa  untuk  membnatu menemukan  solusi vang
memuaskan bagi keduabelah pihak."

1.2 Arbitrase

Menurut 1-'uad3;“. Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta
vang sermg juga disebut dengan “pengadilan “wasit” sebingga para
Arbitrase berfungsi sebagaimana layaknya seroang “wasit”. Menurut
Gifis* sehagaimana dikutip Fuady" vang  dimaksud Arbitrase adalah
Submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to
persims  chosen by themselves for determination (suatu  pengajuan
sengketa berdasrakan perjanjian antara para  pihak. kepada orang-
orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu
keputusan,

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan alternatf penyelesaian sengketa, Arbitrase adalah
cara penvelesaian sengketa perdata diluat peradilan umuam, yang
didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis aleh
para pthak vang bersengkets, bertitik tolak dan ketentwan tersebut
dapal diketaboi unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian Arbitrase
arlalah -

4. Arbitrase adakah bentuk penvelesaian sengketa di luar peradidan umom
b. Berdasarkan penyelesalan adalah adanya perpngian vang dibuat secara
tertulis oleh para pihak vang disebut dalam perjanpian Arbitrase

S opar, hilm 11
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Berdasarkan konsep-konsep i atas, diperoleh suate gambaran
bahwa dalam konsiliasi, negosiasi dan mediasi sama-sama melibatkan
pihak ketga netral dalam proses penyelesaian sengketa Perbedaan
yang dapat kita cermali adalah bahwa dalam  konsiliasi  scorang
konsultan maupun konsiliator hanya bertugas sehagai pihak Tasilicator
untuk  melakukan  komunikasi  diantara  para  pibak, sehingga
dikerernukan solusi oleh para pihak sendin. Seorang Konsiliator hanva
melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur jadwal, mengarahkan
seorang fasilitator dapat membawa pesan salah satu pihak kepada pihak
latnnya. Demikian juga untuk seorang negosiator yang hanya berfungsi
untuk mencapal kesepakatan para pihak yvang bersengketa. Berbeda
dengan keduaitva untuk seorang mediator meskipun melakukan hal-hal
vang sama dengan vang dilakukan konsiliator dan negosiator, akan
tetapi dapat lebib dar itu, vaite berupa saran atao memberikan jalan
keluar dalam proses penvelesaian sengketa. Akan tetapi baik konsilator.
negosiator maupun mediator tidak dapat melskukan tugas memutos
perkara schagaimana kewenangan yang dimiliki oleh seorang arbiter.
Dalam hal konsultasi, konsitliss, negosiast den medias) keputusan dan
persetujuan terhadap putusan perkara tetap herada di tangan para
pihak vang bersengketa sendiri.

Bentuk lain penyelesaian senghketa Alternatif yang mirif dengan
Arbitrase adalah Mini trial dan Med-arh, Sudiarto™  menjelaskan
mengenai dua bentuk penyelesaian sengketa alternatil,

& Peradilan Mini-Trial

Peradilan mini adalah peradilan swasta untuk menangam kasus-
kasus korporat “Bentuk ini dalam Bahasa Indonesia dapat disebut
“FPeradilan mini® vang herguna bagi  perusahaan-perusabaan vang
bsangkutan dalam sengketa-sengketa besar, Pihak yang bersengketa
mengadakan dan membetuk cara-cara dilakukan hearing, sedangkan
ahli-ahli hukum mengajukan argument-argument  hokemnya  pada
suaty paned vang khusus dalam rangka muni=trial im,. Keanggotaannya
sendiri daria eksekutif-eksekutif bonafide dari pihak yang bersengketa
dan diketabui oleh seorang vang netral. Hampir sama dengan peradilan
mini dikenal juga dengan nama “hakim sewaan” {rent a judge)”™. Dalam

= Sadigrto, wpecr hlm 22
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Rent a judpe penyelesaian sengketa dengan hakim sewaan ini dengan
persetujuan aara pihak vang bersengkets, pengadilan mengangkat
seorang vang netral dan tidak memihak untuk memutus perkara
terscbut  seolahOlah  perkara  tersebut  diputuskan pengadilan.
Keputusannya sama kekuatannya dengan keputusan pengadilan blasa
dan dapat dilakukan Banding, Sistem inibanyak digunakan di USA dan
diatur dalam undang-undang mereka

b. Med-Arb

Bentuk ini merupakan kombinas: antara mediasi dan Arbitrase. Disini
seorang vang netral dibenn wewenang untuk mengadakan mediasi
Mamun demikian, diapun tdak mempunvai wewenang antuk memutus
setiap su vany Uik dapat diselesaikan para Plhﬂk?l.

12 Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan menurut UU
Arbitrase
Menurul  ketentuan Pasal 1 angka (10} Undang-undang  LIL
Arbitrase Alternatf penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengheta atau beda pendapat melahs prosedur vang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi
negosias), mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, Selanjutnva dalam
Pasal 6 avat (1) UU Arbitrase dijelaskan, sengketa atan beada pendapat
perdata  dapat  diselesailkan  oleh  para  pihak  melaoi  alternatif
penyelesaian  sengketa  vang  didasarkan  pada  itikat  dengan
mengesampinghkan penyvelesaian secara litigasi di Pengadilan Megeri,
Rertitik tolak dari ketentuan UL Arbitrase tersebut maka unsur
vang terkandung dalam Alternatif penyelesaian sengheta adalab
a. Beberapa cara penvelesaian sengketa perdata
b, Diluar lemnbaga pengadilan
¢ Melalu prosedur yang disepakati pihak-pihak
d. Beberapa cara  vang  dapat  ditempuh  adalah  konsultasi,
negosus, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli

gy diartn op.cit bim 2
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Akan tetapi, dalam UL Arbatrase  tidak  ditemukan “ definisi

maupun pengertian dart konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan
penilaian ahli tersebut. Ketentuan mengenai alternatif penyelesaian
sengketa ini hanya diatur dalam ketentuan Pasal G UL Arbitrase, yaita

:'-I1

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh
para pihak melalui Alterpatif  penyelesaian senpketd  yang
didasarkan  pada  itikad  baik  dengan  mengesampingkan
penvelesaian secara litigasi di Pengadilan Negen

Penvelesaian sengketa atau  beda pendapat melalui alternaul
penyvelesaian senghketa sebagaimana dimaksud dalam Ayat {1)
tersebut diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para
pihak dalam wakw paling lama 14 (Empat Belas) hari dan
tmsilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis

Dalam hal sengketa atau beds pendapat sebagaimana dimaksud
datam Ayar (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan
tertulis para pihak senghketa atau beda pendapat diselesaikan
melalu: bantuan seorang ataw lebih penasehat ahli maupun
segrang mediator

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (Empat
Belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli
tidak bherhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tdak
Berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil
mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat
menghubungi  sebuab  lembaga  arthirase  atau lembaaga
alternauf penvelesaian  sengketa untuk menunjuk  seorang
mediator

Setelah  penunjukan mediator oleh lembaga Arbatrase atau
lembaga Alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling
lama 7 (Tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dimulai

Usaha penyelessian sengketa atsu beda pendapat  melalui
mediator  sebagaimana  dimaksud  dalam Ayat  {5)  dalam
memegang teguh kerahasian dalam waktu paling fama 30 (Tiga
Pulub) hari harus mencapai kesepakat dalam bentuk tertulis
vang ditandatangani oleh esemua pihak yang terkait
Kesepakatan penyelesaian sengketa atan beda pendapat secara
tertulis adalab final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan

™ g
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dengan itikat baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri
dalam  waktu  paling lama 30 (Tiga Puluh) hari  sejak
penandatanganar

Kesepakatan  penyelesaian sengketa atau  beda  pendapat
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) wajib dilaksanakan walam
waklu yang paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak pendaftaran
Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak dapat dicapai, maka perlu pihak berdasarkan kesepakatan
secara tertulis  dalam mengajukan  usaha  penyelesaiannya
melatui lembaga atbitrase atau Arbitrase ad-hoe

Jika diperhatikan dalam ketentuan Pasal 6 UL Arbitrase tersebut

di atas ntdak -secara  eksplisit ditemmukan istilah  konsultasi  dan
negosiasi” vang ada hanya kata mediasi dan Arbitrase, berdasarkan
rumusan pasal tersebul dapat dipahami bahwa suatu proses alternatif
penyelesaian sengketa menurt UL Arbitrase sebagai berikut -

k.

Langkah awal adalah dilakukan dengan pertemuan langsung
oleh para pihak yang jangka waktunya paling lama 14 (Emapt
Belas) hari sudah menghasilkan kesepakat tertulis ;

Jika langkah awal tersebut tidak berhasil, maka atas kesepakatan
tertulis kedua belah pihak mercka meminta bantuan kepada
sseorang atau lebih yang akan bertindak sebagai konsultan atau
mediator ;

Jika dalam waktu 14 (Empat Belas) hari langkah kedua tersebut
juga  tidak  membuahkan  hasil maka  para  pihak  dapat
menghubungt sebuah lembaga Arbitrase atau lembaga aliernatif
penyelesaan sengketa untuk menunjuk seorang mediator, Jadi,
disitn penunjukan mediator dilakukan olch suatu lembaga
penyelesaian senghketa atau Arbitrase.

Froses  setelah  adanya  mesdiator  hasil penunjukan  lembaga
penvelesaian sengketa atau lembaga Arbitrase adalah

i

Dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) harl penunjukan mediator
paada mediasi harus sudah dapat dimulai |

Lo 11
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b, Upava mediasi tersebut harus sudah mencapai kesepakatan
tertulis yang ditandatangam kedua belah pihak dalam wakeu
paling lama 30 (Tiga Puluh} hari ;

¢, Hasil kesepakatan rertulis tersebut wapb dilaksanakan dengan
itikat baik dan wajib didaftarkan di Pengadilan Megeri dalam
wakiu 30 (Tiga Puluh) hari sejak penandatanganan |

d. Pelaksanaan hasil kesepakatan tersebul wajib dilaksanakan
dlalam wakiu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejuk pendafaran

Tika segala upaya vang telah ditentukan dalam butir {a) sampai
butir {c} di atas tidak dapat dicapai perdamaian, maka para pihak
berdasarkan  kesepakatan  antara mereka  dapat  mengajukan
penvelesaiannya kepada lembaga Arbitrase atau Arbitrase ad-hoc

1.3 Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Abitrase

Mengenar sengketa vang dapat diselesaikan Arbitrase dapat
dibaca pada ketentwan Pasal 5 UL Arbitrase. Bertitik tolak dan
ketentuan pasal tersebut dapat diketahui lingkup Arbitrase menurut LU
Arbitrase adalak :

a, Sengketa dibidang perdagangan, antara lan | peniagaan,
perbankan, keuangan, penanaman modal,  industry,  hak
kekavaan intelekival |

b, Sepanjang sengketa terschut menyangkot hak pribadi vang
sepenuhnyva  dikuasai oleh para pihak. Adapun hal vang
dimaksud denpan hak pribadi menurut Sudiato *°, adalah hak-
hak yang untuk menegaknva tidak bersangkut paut dengan
ketertiban atau kepentingan umam |

¢, Untuk sengketa yang menurut undang-undangan vidak dapat
dilakukan perdamaian tdak termasuk senghketa yang dapat
diselesaikan melalui abitrase

L4 Perkembangan Abitrase di Indonesia
1.4.1 Arbitrase pada Zaman Penjajah Hindia Belanda
Pada zaman penjajahan Hindia Belanda, nerdasarkan ketentuan
Fazal 131 dan 163 Indische Staatrgeling {[5) penduduk Indonesia dibagi
menjadi beberapa golongan, dimana pembagian tersebut membawa

* Budinio, ap.cir,. Hlm.50
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dampak hukum yang belaku terhadap masing-masing golongan. Bagi
golongan Eropa dan mereka disamakan berlaku Hukum NEgen Belanda
atau disebut dengan hukum Barat, sedangkan bagi golongan Bum
Putera atau  disebut dengan hukum Barat, scdanghkan bagi golongan
Bumi Putera dan disamakan hukum adanya masing-masing. Untuk
golongan Bumi Putera dapat juga berlaku bhukom Barat jika ada
kepentingan umum dan kepentingan social yang dibutuhkan, Bagi
golongan Cina dan Thmur Asing sejek tahun 1925 telah ditetapkan
bahwa bagi  mereka  berlaku  hukum  barat  dengan  beberapa
pengecualian. Bagi golongan Bumi Petera dibedakan lag, vamtu
a. Untuk vang berada di Pulau Jawa dan Madura belaku HIE
{Hevziene Inlands Begletment)
b, Untuk mereka vang berada di pulau Jawa dan Madura berlaku
Blig (Reglement Buitengesten)

Dasar hukum berlaka Arbitrase di Indonesia pada zaman
Hindia Belanda adalah ketentuan Pasal 377 HIR dan pasal 705 RGh™
yang berbunyi “lika orang Indonesia dan Timur Asing menghendaki
perselisihan mereka diselesakan melalu wasit maka mereka wajib
menuruti peraturan yang berlaka bagi bangsa Fropa™ Berdasarkan
ketentuan  tersebul jelas dapat dipahami bahwa untuk orang
Indonesia pada masa itu terbuka peluang menyelesaikan sengketa
mereka melalm abitrase. Akan tetapi HIE dan RBg sendiri tidak
mengatur lebih lanput mengenai Arbitrase, Oleh karcna  dasai
hukum selanjuinya bagi pelaksanaan abitrase adalah mengaveu
pada hukum yang berlaku bagi golongan Eropa. vaitu  BRy
(1bergelijke Rechvordering) atau sering juga digunakan singkatan Ry,
5. 1847-52 jo 1H49-63. Dalam Brv ketentusn mengenai Arbitrase
diatur dalam buku ketigs mengenai peradilan bentuk lain, Pasal 615
sampal dengan Psal 651 Pasal-psaal ini meliputi lima bagian pokok,
vaitu :

a. Bagian pertama | Pasal 615-Fasal 623 © mengator mengenai
Arbitrase dan pengangkatan arbiter

k. Bagian Kedua = Pasal G24-PAsal G30 @ mengaturr mengendi
pemeriksaan dimuka badan abitrase

«.  Bagian Ketiga : Pasal 631- Pasal 640 : mengatur putusan abitrase

"M Vakva Harshap, Arfrare, Jabarn Sisar Graliks, 23 Rhin 1
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d, Bagian Keempat ; Pasal G641- Psal 647 @ mengatur mengenai
upaya-upaya terhadap putusan abitrase
e Bagian Kelima @ Pasal 647-Pasal 651

1.4.2 Arbitrase pada maga penjajahan Jepang

Pada masa  pejajaban  Jepang  Perimtahan  Jepang
mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan abirtarase yang
menentukan, semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan
hukum dan  undang-undang  darai pemerintah  dahuo,  yaito
Pemerintahan Hindia Belanda tetap sah bual sementara asal tidak
bertentangan dengan aturan Pemerintahan Militer Jepang (Widjaja.
2000 : 13). Melihat ketentuan dalam peraturan tersebut berarti pada
masa penjajhan fepang, ketentuan hukom yvang berlako techadap
proses Arbitrase di Indoensia masih menggunakan ketentuan BEv
Buku Ketiga Pasal 615 sampai dengan Pasal 631,

14.3 Arbitrase setelah Indonesia Merdeka

Pasal [1 Aturan Peraliban UUD 1945 menetapkan, segala Badan
egara dan peraturan yang ada langsung berlaku selama belum
Siadakan vang baru menurut ketentuan undang-undang dasar im.
Artinya, segala ketentuan yang berlaku pada Zaman Hindia Belanda
pada waktu itu, yaitu HIR dan RBg tetap berlaku sebagai hukum setelah
Indonesia merdeka, Merujuk pada ketentuan Pasal 377 HIR dan 705 RBg
maka terhadap Arbitrase berlaku ketentuan RBv Buku Ketiga Pasal 615
sxmpal Pasal 631.

Pada ‘Zaman Hepublik Indonesia Serikat  berlaku  Konstitusi
Eepublik Indonesia Serikat, berdasarkan ketentuan Pasal 192 Konstitusi
SIS mengenai Arbitrase di Indonesia masih memberlakukan ketentuan
88 tersebut. Mdemikian juga halnya pada masa berlakunya Undang-
wndtang Dasar Sementra 19540, ketentuan mengenai Arbitrase dalam BRv
#etap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUDS.

Dengan  demikian, peraturan  mengenai  Arbitrase  setelah
E=fonesia merdeka sampai belum dikeluarkannya UL No. 30 Tahun
98 masih tetap merujuk pada Pasal 377 HIR dan 705 REg™ yang
memberiakukan ketentuan BRv Buku Eetiga Pasal 615 sampai Pasal 651
S orang Indonesioa. Setelah divndangkannya Undang-undang No. 30

."'l.-'_'rl |LI.H||.||,1_ fow o, hilen |
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Tahun 1999 tentang abirtase Penvelesaian sengketa pada tanggal 12
Agustus 1999 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 19949
No, 128, ketentuan HIR, RBg dan BRv menyangkul Arbitrase ini tidak
berlaku lagi, Hal ini dituangkan dalam ketentuan Pasal 81 UL Arbitrase
vang selengkapnya berbunyl, pada saat undang-undang ini mulai
berlaku, ketentuan menghena Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 615 sampai 651 Reglemen Acara Perdata (Reglemen op de
Rechtvordering, Staatshlad 1847-52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia
vang diperbaharui {Her Herziene Indonesia Reglement, Staatsblad 1941-
44} dan Pasal 705 Reglement Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan
Madura (Rechireglement Buitmgewisten, Staatblad 1927-227) dinyatakan
thdak berlaku,

1.4.4 Arbitraze dalam lingkup Hukum Positif

Sebelum  dikeluarkannya UL Arbitrase, ketentuan  mengenai
Arbitrase di Indonesia berdasarkan Pasal [1 Aturan Peralihan UUD 1945
mengacu pada ketentuan HIR-Rbg dan Brv. Berdasrkan kelentuan
dalam Pasal 377 HIR-Psal 705 BRg membuka peluang bagi penyelesalan
senpkets melalu Arbatrase.  Keberadaan  Arbitrase juga mendapat
pengaturan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-
pokok kekuasaan kehakiman, Penyelesman perkara di uar pengadilan
atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan
tetapd putusan arhiter hanva mempunyai kekuatan eksekutorial setelah
memperoleh fjin atau pemerintah eksekusi dari pengadilan, Jadi,
berdasarkan undang-undang  ini terbuka  kemungkinan  untuk
menyelesaikan persehsihan atau sengketa melalui Arbitrase,

Ketentuan BRv mengenal Arbitrase sendiri dalam perjalanan
sudah fidak lagi sesuai perkembangan konvensi-konvensi Internasiconal
tentang Arbitrase, oleh karena itu pada Tahun 1968 melalui Undang-
Undang Mo, 5 Tahun 1968 Indonesian telah meratifikasi International
Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States anid
Nattionals of other States, yang dikenal dengan Work Bank Convention
atau konvensi Bank Dunia. Konvensi ini adalah Konvensi tentang
Penyelesaian Perselisihan antar Megara dan Warga Negara  Asing
mengenal Pepanaman Moda, Menurut Yahya  Harahap ' tujuan
menetapkan persetujuan ratifikasi atas konvensi ini adalah mendorong

" g ¥ hya Harohap, 2008, him 3
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dan membing perkembangan  penanaman modal asing atau Joins
venture di Indonesia. Schab dengan diakul konvensi tersebut oleh
pemerintah Indonesia, sedikit banyak akan member keyakinan pada
pihak penapam modal asing babwa senghketa penanaman modal yang
timbul kelak dapat dibawa ke forum Arbitrise.

Setelab pada tahun 1981 yang mengatur tentang pengesahan
Convention on the Recognation and Encovcement of foreign uriital
mpard vang lazim disebut konvensi New York 1958 yang ditandatangani
dalam suatu konvensi di New York tanggal 10 Juni 1958 dan mulai mulai
berlaku tanggal 7 Juni 1958 Menurut Yahya Harahap™ tujuean konvenst
mi adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama diantara Negara-
negara atau masvarakat internasional terhadap masalah Arbitrase.
Dengan konvensl ini masyarakat internasional diajak untuuk mengakui
dan bersedia melaksanakan setap putusan yang diambil oleh tribunal
Arbitraze diluar wilavah satu Negara. Dengan kata [ain setiap Negara
diharapkan supaya mengakui {recognition) dan melaksaakan (enforment)
setiap putusan Arbitrase yang dijatubkan di luar negeri.

Norma hukum positif lainnya vang ada setelah Kepres Noo 34
Tahun 1981 adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)} No. 1 tahun
90, PERMA No. 1 Tahun 1990 merupakan pelaksanaan dari Kepress
No. 34 Tabhun 1981, karena dengan dikeluarkannya Kepres tersebut
Berarti Indocnsia harus mengakul keputusan Arbitrase asing i
"mdonesia dengan segala persyaratannya, namun tata cara untuk
melaksanakan ekysckusi tersebut tidak mendapat pepgaturan dalam
Sepres tesebut, Dalam beberapa kasus eksekus putusan Arbitrase asing
& Indonesia mengalami kendala karena alas an tersebut. Meskipun
demikian beberapa sarjana merasa keberatan jika PERMA dikatakan
sebagai peraturan pelaksanaan dart sebuat Keputusan Presiden. Sudago
Gautama® merupakan salah satu pakar yang merasa keberatan akan hal
= sebagaimana dijelaskan, setelah adanya Kepres Mo, 34 Tahun 1981
tanpa diperlukan  suatu keputusan pelaksana lebih lanjut Negara kita
sudah terikat untuk melaksanakan keputusan Arbitrase dagang luar
segerl. Menurut beliau setiap Keputusan Presiden tidak memerlukan
peraturan  pelaksana,  lain halnva  undang-undang  yang  masih
memeriukan peraturan pelaksana.

i him 19
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Berdasarkan pembahasan pada bab im dapat diperoleh beberapa
point penting vaitu babwa untuk menvelesaikan suatu sengketa perdata
dapat dilakukan melalui pengadilan dan tidak melalui pengadilan
Penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan sering disebut dengan
alternatif  (pilihan) penvelesaian sengketa  atau Alternatif  Dispute
Resolution (ADR). Dalam  alternatif  penyelesaian sengketa  dikenal
beberapa cara yang dapat dilakukan dan dipilih olch para pihak vang
bersanghkutan. Arbitrase merupakan salah sstu bentuk penyelesaian
senghketa  alternatil yvang pengaturannva terdapat dalam  LUndang-
Undang No. 30 Tahun 1599 temtang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesatan Bengketa. Dalam undang-undang tersebut antara lain
ditetapkan mengenal lingkup sengketa yang dapat diselesaikan metalui
Arbitrase, -

Dalam  sejarah perkembangan Arbitrase  di Indonesia,
penyelesaian sengketa pada zaman Hindia Belanda didasarkan pada
ketentuan Pasal 5615-651 BRv yang berlaku bagi polongan Eropa.
MWamun demikian, merujuk pada ketentouan Pasal 377 HIR dan 705 REg
maka  golongan Bumi Putera  diperkenankan  untuk  memilih
penyelesaian sengheta melalul Arbitrase, Apabila dipilih penyelesaian
senghketa melalui Arbitrase maka ketentuan vang belaku adalah hukum
yang berlaku bagi golongan Eropa tersebut.

Eemudian setelah Indonesia merdeka, keadaan tersebul terus
berfanjut sampai dinndangkannyva Undang-undany No. 390 Tahun 195949,
Setelah dikelvarrkannya undang-undang ini maka ketentuan Pasal 377
HIR dan 705 REg dicabul. Schelum UL Arbitrase tersebut diundanghan,
keberadaan  Arbitrase di  Indonesia juga  dibenarkan  berdasarkan
Undang-undang Mo, 14 Tahun 1968 Kepres Moo 34 Tahum 1981 dan
PERMA No. 1 Tahun 1990
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PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI ARBITRASE

21 Arbitrase, Kelebihan dan Kekurangannya

Suatu sengketa vang terjadi antara para pihak dapat diselesaikan
melalui Arbitrase. Pemilihan Arbitrase sebagai alternaufl penyelesaian
sengketa  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  adanya  beberapa
kelehihan Arbitrase dibanding dengan peradilan umum, meskipun
Arbitrase tetap mempunyal beberapa kelemahan, Ketika para pihak
memilih Arbitrase sebagai Alternatif penyelesaian sengketa, maka harus
ada kesepakatan di antara mereka vang dituangkan dalam perjanjian
Arbitrase. Untuk  menyelesaikan  sengketa  terrsebut  dilakukan
penunjukan atas pengangkatan arbiter vang akan menyelesaikannya,
sehingga harus  mengikuli  ketentuan UL Arbitrase  mengenai
persnvatan dan tata cara penunjukan arbiter. Dalam hal melakukan
penunjukan  atau  pengangkatan arbiter  tersebut,  terdapat jugia
pemberian hak ingkar bagi arbiter dan tuntutan ingkar bagi para pihak
yang bersangkutan.

Menurut  Low  Dictionary, Arbitrase adalah  submission  of
controversies, by agreement of the parties therete, (o persons chose by
themselves  for  determination * Artinya,  Arbitrase  merupakan
penvelesaian sengketa vang didasarkan pada perjanjian antara para
pitiak yang bersengketa dan diselesaikan oleh orang-orang yang dipilih
sendiri oleh mereka untuk mendapatkan keputusarn.

® e Citlie, Law Mty Mow Yark, USA  Bamen's Fducanioeal Serics bne, 194, hlm. 27
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Menurut BRv, Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang
diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serts itikad baik dar:
pihak-pihak  yang  berselisih agar  perschisihan mereka  tersebul
diselesaikan oleh hakim vang mereka tunjuk dan angkat  sendi,
putusan yang bersifat final (Putusan pada tingkat terakhir) dan vang
mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan

Hakim-hakim tersebut dikenal dengan namas wasit dalam BRv
atau arbiter dalam istilah vang digunakan secara umum. Dalam UL
Arbitrase Pasal 1 angka (1), Arbitrase adalah cara penvelesalan syuatu
sengheta perdata diluar peradilan umum vang didasarkan  pada
perjanjian Arbitrase vang dibust secara tertulis aleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

Berdasarkan uga konsep di atas capat kita ketahui unsur-unsur
vang ada pada rumusan atau pengertian Arbitrase yaity ;

d.  Uara penyelesaian sengketa diluar peradilan umuom

b, Yang dilakukan oleh wasi L/ arbiter;

¢, Didasarkan pada perfaniian tertulis vang dibual oleh pihak
bersenghets;

d. Merupakan putusan final

. Mengikat kedua belah pihak umuk dilaksanakan

Agar dapat menjadi badan penyelesat yang ampuh, Arbitrase seharusnya
menganut beberapa prinsip™ sebagaimana uraian berikut -
@ Ehsien
Dibandingkan dengan penvelesaian sengketa melalui badan-
badan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewa Arbitrase
lehih efisien, vakni dalam hubungannya dengan waktu dan hiaya
b, Accessibilitas
Arbitrase harus terjangkau, datam art biava, waktu dan tempat
¢ Proteksi Hak Para Pihak
Terutama untuk pihak vang tidak mampu, misalnva untuk
mendatangkan  saksi ahli atau antuk MeNyewsa  pengacara
terkenal, harus mendapat perlindun Ean yang wajar ;
i Final and Rinding

" Munir Fuady, ap cit 209, him:3
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Keputusan Arbitrase haruslah final and binding, kecuali para
pihak tidak menghendakl demikian atau jika ada alasan-alasan
vang berhubungan dengan dug provess

Fair ord Tust

Tepat dan adil untuk phak bersangkutan, sifat sengheta dan
sebagainya

Sesuai dengan Since of justiver dari masyarakat

Dengan demikian, akan lebih terjamin unsur “detterant” dar si
pelanggar dan senghketa akan dapat dicegah ;

Kredihilitas

Para arbiter dan badan Arbitrase yang bersangkutan haruslah
orang-orang  vang  diakui kredibilitasmya, sehimgg
keputusannva akan lebih dihormati.

Sebapai lembaga di luar peradilan umum, Arbitrase memiliki beberapa
kelebihan, antara lain

P =R F

=

Pemeriksaan dilakukan dalam waktu vanga relatf singkat, dalam
ULl Arhitrase pemeriksaan paling lama dilakukan dalam waktu
180 (Seratus Delapan Puluh) har sejak arbiter atau majelis
Arbitrase terbentuk ;

Pemeriksaan dilakukan secara tertutup ;

Hukum prosedur dan pembuktian lebih fleksibel |

Biaya lchih murah karena waktu yvang relative singhat |

Arbiter dapat dipilih sendini oleh pihak vang bersenghketa dan
dapat dipilih arhiter vang ahli dalam bidang vang disengketakan

Keputusan bersifat final
Keputusan bersifat rabasia bagi pihak luar, sehingga melindungi
pihak vanyg bersengketa dari ekspose kepada umum

i samping heberapa kelemahan i atas, Arbitrase juga memiliki
Beberapa kelemahan, antara lain

.

Arbitrase  hanva menyelesaikan  sengheta dalam  bidang
bisnis /perdagangan  meskipun  dikatakan  bahwa  Arbitrase
merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  perdata di luar
peradilan umuam ;

Karena hukum dalam prosedur dan proses lebih fleksibel, maks
Arhitrase kurang memiliki kemampuoan dalam menghadirkan
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barang bukti, saksi dan lain-lain yang dibutuhien dalam
pemeriksaan ;

c. Karena pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan putusan
tidak dipublikasikan maka terkesan dapat menyembunyikan
sengkets dart pandangan umum ;

d. Karena arbiter dipilih oleh parra pihak, sementara hukum lebib
fleksibel maka kualitas putusan akan sangal tergantung pada
kualitas arbiternya

¢, Menimbulkan rasa permusuhan vang semakin tinggi pada
pengadilan

2.2 Perjanjian Arbitrase

Arbitrase merupakan upaya penvelesaian sengketa atas dasar
pilihan dan kesepakatan para pihak, Artinya untuk menyelesiikan
sengketa melalui aerbitrase  harus  didasarkan kescpakatan  atau
perjanjian kedua belaj pihak vang bersangkuta, Perganjian Arbitrase
adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum
dalam suaty perjanjian tertuls yang dibuat oleh para pihak sebelum
timbul sengketa atau suatu perjanjian Arbitrase sendiri yang dibuat para
pihak setelsh terjadi sengketa  (Pasal | angka (2) UU Arbitrase)
Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang melibatkan para phak
yang bersengkets datam perjanjian pokoknya, Menurut ketentuan Pasal
I ayat (1) UL Arbitrase, adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis
mentadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelessaian sengketa
atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan
Negeri. Selanjutnyg menurut Ayat (2) Pasal 11 UL Arbitrase, Pengadilan
Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam suaty
penyelesaian sengketa vang telah ditetapkan melalu Arbitrase, kecuali
dalam hal-hal yang ditetapkan dalam UU Arbitase.

Perjanjian  Arbitrase merupakan  perjanjian  tambahan dan
perjanjian  pokoknya.  Mamun - denmkian. pelaksanannya  tidak
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan
perjanjian pokok,

Selain memiliki sifat sebagai perjanjian tambahan atau assesoir,
dalam teori dikenal juga bentuk-bentuk perjanjian Arbitrase. Sesuai
ketentuan Pasal 1 angka (3) perjanjian arbitase, perjanjian Arbitrase
harus dibuat dalam bentuk tertulis baik dibuat sebelum atau setelah
terjadi sengketa, Dalam teori bentuk perjanjian Arbatrase adalah :
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a.  Pactum de Compromitendo (Akta Kompromitendo)

Perjanjian  Arbitrase  vang  dibuat  dalam  bentuk  akta
kompromitendo  dibual  sebelum  sengketa  terjadi. Pada
umumnya perjanjian arbitase dalam bentuk ini dibual menyati
dengan perjanjian pokok dan biasanya hanya sehagian saja dari
klausula-Klausula yang terdapat dalam perfanjian pokok, Oleh
karena itu, akta kompromitendo biasanya disebut dengan
klausula Arbitrase”, Keuntungan dari perjanjian Arbitrase yang
dibuat sebelum rerjan)i sengketa ini adalaha kedua belah pihak
lebitn mudah untuk melakukan =sepakal masalah pemilihan

- Arbitrase sebagan penyelesai sengheta vang terjadi diantara
mereka,  Kelemahannya  adalah belum  diketahul - pokok
sengketanya, sehingga sulit untuk memilih arbiter yang sesual
dengan keahliannva dengan masalah yang disengketakan.

b, Akta Kompromis
Perjanjian Arbitrase yang dibuat dalam bentuk akta kompromis
dibuat setelah sengketa terjadi, Jadi, perjanjian Arbitrase yang
dibuat dalam akta kompromis artinya dibuat dalam akta khusu
dan terpissha dan perjanjian pokoknya serts harus dibuat
secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak vang
bersengketa atau dibuat di depan notaries.

Menurut ketentuan Pasal 9 avat (1) UL Arbitrase, dalam hal para
pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa
terjadi, persetujuan mengenal hal tersebut harus dibuat dalam suatu
perjanjian tertulis dan ditandatangani para pihak, Dalam hal para pihak
tidak dapat menandatangani  perjanjian  tertulis  tersebul maka
perfanjian tertulis tersebul harus dibuat dalam bentuk akta notaries
(Pasal 9 ayvat (2) LI Arbitrase).

Menurut ketentuan Pasal % ayal (4) Arbitrase, perjanjian tertulis
vang dibuat dan tidak memuat salab satu hal yanga ditetapkan datam
Pasal 9 ayat {3) Arbitrase adalah batal demi hukum. Hal-hal yang harus
dimuat dalam perjanjian Arbitrase yang dibual secara tertulis tersebut
menurut Pasal 9 ayat (3) UL Arbitrase adalah ©
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a. Masalah yang dipersengketakan ;
b Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak

¢.  MNama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis Arbitrase |

d, Tempat arbiter atau majelis  Arbitrase  akan  mengambil
keputusan ;

e, Mama lengkap sekretaris @

f. Janpgka walktu penvelosaian senghketa ;

g Pernvataan kesediaan dari aryiter, dan

h, Pernvataan kescdiaan dari pihak yang bersengketa untuk

menanggung segala biaya yvang diperlukan untuk menyelessiban
sengketa melalui Arbitrase

Menurut ketentuan Pasal 10 UL Arbitrase, suatu perjanjian Arbitrase
tidak menjadi batal disebabkan keadaan di bawah ini :
. Meninggalnya salah satu pihak

Rerlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok

Bilamana pelaksanaan perjanjian terschut dialibtugaskan pada
pihak ketiga dengan persetujuan  pihak  vang  melakukan
perjanjian Arbitrase terrsebut atau

h, Berakhirnva atau batalnva perjanjian pokok

. Bangkrutnva salah satu pihak
¢, Movasi

d. Insolvensi salah satu pihak

. Pewarizan

f.

g

Keuntungan perjanjian  Arbitrase vang dibuat setelah terjadi
sengketa melalur akta kompromis adalabh  ppokok sengketa telah
diketahus, sehingga pemilihan arbiter yang memiliki keahlian yang
sesudi dengan pokok perkara vang disengketakan akan lebih mudah
dilakukan. Kelemahannya adalah para pihak sulit untuk membuat
kesepakatan  mengenal  pemilihan  arbitrase  sebagai  penvelesaiin
sengketa mereka masing-masing pihak telah mengetahui posisi masing-
masing dalam sengkela tersehut.

Mengingat hahwa perjanjian Arbitrase  sifatnya mengikuti
terhadap perjanjian pokok, maka para pihak dalam perjanjian pokok
akan menjadi pihak dalam perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh mereka,
Atau dengan kata lain, subyek hukum Arbitrase adalah para pibak dalam
perjanjian pokok, Menurut ketentuan Pasal | anghka (2) UL Arbitrase,
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para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata

maupun menurut hukum publik. Sebagai pendukung hak dan kewajiban,
subyek hukum termasuk juga subyek hukum Arbitrase dapat berupa
manusia atau badan hukum, Menurut Sudiarto™, para pihak yang dapat
membual perjanjian Arbitrase adalah

a.  Orang perorangan (naruralal person)

b. Badan-badan hukum

¢. Lembaga/organisasi pemerintah |

d Megara (shates)

23 Penunjukan arbiter dan berakhirnya tugas arbiter dala
penyelesaian sengheta bisnis
Arbiter adalah seorang atau lebih vang dipilih para pihak yang
bersengkets atay yang ditunuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh
lemhaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa
tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase (Pasal |
angka (7} Arbitrase. Arbiter yang akan ditunjuk oleh para pihak untuk
menvelesaikan sengketa mercka harus memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam ULl Arbitrase, Adapun syarat-syarat urmtuk menjadi
arbiter menurnt ketentuan Pasal 12 avat (1) UL Arbitrase adalah :
a.  Cakap melakukan tindakan hukum |
b Berumur paling rendah 35 tahun
¢, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda
dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersenghketa
d. Tidak mempunyai kepentingan hnancial atau kepentingan lain
atas putusan Arbitrase
e, Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya
paling sedikit 15 tahun

Hakim. jaksa, panitera dan pejabat pengadilan lainnya tidak dapat
diturjuk atau diangkat scbagai arbiter. Tidak dibolehkannya pejabat
tersebul menjadi arbiter dimaksud agar terjamin adanya obyektvitas
dslam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majels
Arhitrase.

Mengenai tata cara penunjukkan atau pengangkatan arbiter atau
majelis Arbitrase diatur dalam pasal 13 sampai dengan Pasal 23 L)

= Sahiane, apeey , 200, hilen 70
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Arbitrase, Pasal 13 UU Arbatrase menentukan, dalam hal para pihak tidak
dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tdak ada
ketentuan  yang  dibuat  mengenai  pengangkatan  arbiter,  Ketua
Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis  Arbitrase,
Ketentuan ing bermaksud menghindarkan suatu keadaan dalam prraktik
akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam svarat Arbitrase
tidak mengatur secara nbaik dan seksama tentang cara yang harus
ditempuh dalam pengangkatan arbitrer. Dalam suatu Arbitrase ad-hoc
bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang arbiter, para
pihak dapat mengajukan permoehonan kepada Ketua Pengadilan Negeri
untuk menuijuk seorang arbiter ataw lebih dalam rangka penyelesaian
sengketa para pihak,

Dalam hal para pihak telah bersepakat babwa sengketa vang
timbul akan diperiksa dan  diputus soleh arbiter wnggal, para pihak
wajib untuk mencapai kesepakatan tentang  pengangkatan arbiter
tunggal. Hal tersebut  dilakukan  dengan  cara-cara  sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal | UL Arbitrase, vaitu :

A, Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-
mail atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada
plhak termohon nama orang yang dapat diangkat sebaga
arbiter tunggal ;

b. Apabila dalam waktu paling lama 14 {(Empat Belas) hari setelah
termohon menerima usul vang telah disampaikan pemohon
kepadanva para pihak tidak berhasil menentukan arbiter
tunggal. permohonan dan setelah satu pihak Ketua Pengadilan
Megen dapat mengangkatl arbiter tun gggal ;

c. Retua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal
berdasarkan daltar nama vang disampaikan oleh para pihak,
atau yang dipercleh dari organisasi atau lembaga Arbitrase,
dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan
yang diajukan para pihak terhadap orang vang bersangkutan

lika para pihak sepakat bahwa penyelesaian akan dilakukan oleh
suaty majelis Arbitrase yang terdiri dan tiga orang, maka ketentuan
Pasal 15 ULl Arbitrase menentukan babwa penunjukan dua orang arbiter
oleh para pihak member wewenang kepada dua arbiter tersebut unuk
memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga vang akan berfungsi schagai
ketua majels Arbatrase. Jika kedua arbiter ketiga dalam waktu paling
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lama 14 (Empat Belas) hari setelah arbiter vyang terakhir, atas
permohonan salah satu pihak, Eetua  Pengadilam Megeri dapat
mengangkat arbater ketiga. Pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh
Ketua Pengadilan Neger tidak dapat diajukan pembatatan.

lika dalam waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah
pemberitahuan mengenal akan dimulainya penanganan penvelesaian
perselisihan melzlun Arbitrase diterima oleh termohon, dan salah satu
pihak ternvata udak menunjuk seorang yang akan menjadi anggota
majelis Arbitrase  arbiter yang ditunjuk oleh pihak  lainnva  akan
bertindak sehagai arbiter tunggal dan putusannya akan mengikat kedua
belah pihak.

Seorang calon arbiter vang diminta oleh salah satu pihak untuk
dudik dalam majelis Arbitrase, wajib memberitabukan kepada para
pihak tentang hal yang mungkin akan mempengarhi kebebasan atan
menimbulkan keterpihakan putusan vang akan diberikan. Disisi lain
segrang arhiter yvang menerima penunjukan sehagai arbiter, harus
memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya. Menurue
ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU Arbitrase, arbiter yang ditunjuk atau
diangkat  dengan  menerima  atau menolak  penunjukan  atau
pengangkatan tersebut, Ketentuan ini mengisvaratkan bahwa seseorang
yang diangkat atau ditunjuk oleh pihak bersenpgketa dapat menolak atau
menerima pengangkatan atan penunjukan tersebut. Penerimaan atan
penolakan tersebut wajib diberitabukan secara tertulis kepada pihak
dalam waktu paling lama 14 (Empat Belas) han terhitung sejak tanggal
penunjukkan dan pengangkatan (Fasal 16 Avat (2) Arbitrase), Pernvataan
secara tertulis dari arbiter vang berist penerimaan penunjukkan atau
pengngkatan dirinya sebagai arbiter membawa konsekuensi bahwa
antara pihhak yang menunjuk dan arbiter menenma penunjukan atau
pengangkatan tersebutl telab terjadi suatu perjanjian perdata. Akibat
Bukumnya  babwa  arbiter  atau  para  arbiter akan  memberikan
putusannya secara jujur, adil den sesuai dengan ketentuan yvang
Serlakn, dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan
mengikat seperti vang telah diperjanjikan bersama. Dalam hal arbiter
wan majelis Arbitrase tanpa alasan vang sah tidak memberikan putusan
Salam jangka waktu yvang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk
mengganti biave dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan
S=rsebut kepada para pihak, Akan tetapi arbiter atan majelis Arbitrase
Silak dapat dikenakan tanggungjawab hukum apapun segala tindakan
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yvang diambil arbiter atau mapelis abitrase kecoali dapat dibuktikan
adanya itikat tidak baik dar tindakan tersebut.

Arhiter vang telah menerima penunjukan atau pengangkatan
arhagai arhiter, tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para
pihak. Untuk mendapatkan persetujuan harus mengajukan  dirinya
sebagai arbiter, maka arbiter vang bersangkutan harus mengajujkan
permohonan secara tertulis kepada para pihak. Dalam hal para pihak
dapat menyvetujui permohonan penarikan dini tersebut, maka arbiter
vang bersangkutan dapat dibebaskan dar tugas sebagai arbiter, Jika
permahonan penarikan diri tersebut tidak dapat persetujuan darl para
pihak. maka pembebasan tugas  arbiter  ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Neger.

Pasal 26 Ayat (3) UU Arbiterase menentukan, dalam hal selama
pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak
mampu. atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan
kewajibannya, maka seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan
cara  sebagaimana yvang berlaku bagi pengangkatan arbiter vang
digantikan. Selain berdasarkan alasan vang ditentukan dalam Avat (3)
tersebul, maka dalam ayat {2) telah ditetapkan, seorang arbiter dapat
dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukan sikap
tercela yany harus dibuktikan dengan jalur hukum.

Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalkan
arbiter  dan wewenang  tersebut  selanjutnva  dilamutkan  oleh
penggantnya vang kemudian diangkat sesua dengan undang-undang
i (Pasal 26 avat (1) UL Arbitrase) Dalam hal seorang arbiter tunggal
atau Ketua Majelis Arbitrase diganth, semua pemeriksaan senghketa vang
telah dilakekan harus dinlang kembali Dalam hal anggots majelis yang
diganti, pemeriksaan sengketa hanva diulang kembali secara tertib
antar arbiter, fadi, |ika hanva seorang anggota arbiter saja vang diganti
maka pemeriksaan dapat diteruskan berdasarkan berita acara dan surat
vang ada, cukup oleh para arbiter vang ada.

Selain mengenal svaral dan lata cara pengangkatan arbiter, dalam
UL Arbitrase juga diatur mengenai berakhirmya tugas arbiter, yvaitu
babwa tugas arbiter berakhir bahwa -

a.  Putusan mengenan sengketa telah diambil ;
b, Jangka waktu vang telah ditentukan dalam perjanjian Arbitrase
atau seswdah diperpanjang oleh para pihak telah lampau |
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. Para pihak  sepakat untuk menarik kembali  penunjukan
Arbitrase

Meninggainva salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas vanga
diberikan kepada Arbitrase berakhir, akan tetapi jangka wkatu tugas
arbiter sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 48 UL Arbitrase akan
ditunda paling lama 60 (Enam Puluh) hari sejak meninggalnya salah satu
pihak.

24 Hak ingkar dan tuntutan ingkar dalam proses penganghkatan arbiter
Pengatan hak ingkar diatur dalam UU Arbittrase Pasal 22 sampai
gengan Pasal 26, Akan tetapi, dalam ketentuan pasal-pasal tersebut
maupun ketentuan pasal lainnya tdak ditemuokan rumusan mengenai
fak ingkar. Hak ingkar dalam banyak hal seringkali dikaitkan dengan
Verchoningrecht yang diatur dalam pasal 1909 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR. Ketigs ketentuan hukum
tersebut tersebul mengatur mengenai “Hak mgkar” yang diberikan
undang-undang  kepada  orang-orang tertentu,  vang  dapal
dipergunakan olehnya untuk mengundurkan dirt sebgaia saksi dalam
perkara perdata tertentu, Disebut hak ingkar karena pada dasarnya hak
terschut merupakan pengecualian (Atau pengingkaran) dari semua
kewajiban  yang dibebaskan oleh undang-undang . Berdasarkan
ketentuan pasal mengenai hak ingkar dihubungkan dengan ketentuan
pasal mengenai pengangkatan arbiter, Widjaja " membuat kesimpulan
umum bahwa vang dimaksujd dengan hak ingkar adalabh hak vang
diberikan kepada arbiter untuk mengajukan suatu keberatan atas
penunjukan dirinya sebagan arbiter berdasarkan pada alasan bahwa
{arbiter  rersebut)  karena suatu hwbungan  (hukum)  tertentu
berkemungkinan untuk tidak dapat bertindak secara bebas dan obyektif
dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa yang diberikan
wepadanya, sedangkan tuntutan ingkar adalah hak yvang diberikan pada
plhak  ketiga  untuk menunut . mundormya seorang arbiter  dari
pengangkatan yang (telah) diterima olehnya atas dasar adanva alasan
bahwa arbiter vang hersangkutan berkemungkinan untuk melakukan

- Wijaa Gunawan, v, him, o
B hime hd
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pemeriksaan siding arbiter dan selanjutnya untuk menjatubkan putusa
Arbitrase secara tidak bebas atau obvektif,

Jika diperhatikan kesimpulan iumum mengenai hak  ingkar
tersebut diperoleh dari salab satu keteniuan vang mengatur mengenai
pengangkatan arbiter, yaitu ketentuan Pasal 18 UL Arbitrase, vang
menentukan bahwa seorang arbiter vang diminta oleh salah satu pihak
untuk duduk di dalam majpelis arbitras. wajib memberitahukan kepada
pihak tentang hal-hal yvang mungkin akan mempengarubhi kebebasannya
aatau  menimbulkan  keterpihakan  putusan  yang  akan  diberkan,
sedangkan kesimpulan mengenan tuntutan ingkar dsimpulan babwa
salah satu ketentuan vang mengatur mengenal hak ingkar, vaitu Pasal
22 UL Arbitrase yang menentukan bahwa terhadap arbiter dapat
diajukan runtuan ingkar apabila terdapat alasan dan buku otentik vang
menimbulkian keraguan bahwa arbiter akan melakukan atugasnya tidak
secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Tuntuan
ingkar tersebut dapat pula digukan kepada scorang arbiter apabila
terbukti adanya hubungan kekeluargaan, kevangan dan pekerjaan
dengan salah satu pihak attau kuasanya, Merujuk pada ketentuan Pasal
22 UL Arbitrase dapat diketahui bahwa pasal tersebut tidak memuat
definisi hak  ingkar tetapi sebenarmya  memuat mengenai alasan
dilakukannya tuntuan ingkar terhadap arbiter. Demikian pula kata-kata
"hak ingkar” vang terdapat dalam Pasal 23 UL Arbitrase. Menurut hemat
penulis kebih tepat menggunakan kata-kata “tuntutan imgkar”.

Melihat kedua ketentuan tersebut dapat diketahui terdapat
pengaturan yang tidak konsisten di dalam UU Arbitrase, karcna di
bawah sub-sub pengaturan mengenai hak ingkar ternyata yang diatur
adalah mengenai tuntutan mgkar, sedangkan hak ingkar sendiri digtur
dalam sub bab pengaturan mengenai svarat penganghkatan arhiter,
Demikian pula dalam ketentuan Pasal 18 UU Arbitrase schagaimana
diuraikan di atas. tidak secara tegas menyvebutkan kata-kata hak inghar,
Mengenal tata cara mengajukan hak ingkar olch scorang arbiter tidakj
mendapat pengaturan lebih lanjut dalam UL Arbitrase. Dalam undang-
undang terschut hanva diatur mengenai tata cara pengajuan tuntutan
ingkar yang dilskukan para pihak tersebut arbiter, sebagaimana uraian
berikut -

Tuntuan ingkar harus secara tertulis, baik kepada pihak lain
manpun kepada arbiter yang bersangkutan dengan menvebutkan alasan
tuntutannyva sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UL Arbitrase. Tuntutan
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ingkar terhadap arbiter vang dingkat oleh Ketua Pengadilan MNegers
diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersanghutan. Tuntutan ingkar
terhadapa  anggota majelis  arbiter ditujukan  kepada majelis vang
bersangkutan.

Arhiter vang diangkat dalam penetapan pengadilan, hanya dapat
diingkari  berdasarkan  alasan  yang diketahuinva  setelah  adanya
penermaan penetapan pengadilan tersebut, Arbiter yang diangkat tidak
dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan
dlasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya
setelah  pengangkatan  arbiter  yang bersangkutan.  Ketentuan  ini
member peluang kepada para pihak untuk tetap dapat menggunakan
tuntutap ingkar setelah terjadinys pengangkatan arbiter, karena tidak
menutup kemungkinan muncul fakta-fakta baru vang tidak diketahui
sebelumnya dan fakta-fakta baru terschut dapat diajukan sebagai alasan
pengajuan tuntutan ingkarnya. Para pihak yang berkeberatan terhadap
penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus
mengajukan tumiutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (Empat Belas)
hari sejak pengangkatan, Akan letapi jika alasan untuk mengajukan
tuntutan ingkar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 LU Arbitrase
baru diketahui kemudian maka tuntutan ingkar harus diajukan dalam
Jangka waktu paling lama 14 {empat Blas) harai sejak diketahuinya lasan
tersebut. Dalam hal tuntutan ingkar vang diajukan oleh salah saty pihak
tidak disetujui oleh pihak lain, arbiter vang bersanghutan harus
mengudurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai
ketenaun yvang  diatur  dalam UL Arbitrase, Apabila  arbiter yang
bersangkutan tidak bersedia mengundurkan din, maka pihak vang
berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan
Megeri. Dalam hal Ketua Pengadilan Megeri memutuskan  bahwa
tuntutan hak ingkar terscbut beralasan maka Pengadilan Negeri harus
mengangkat arbiter  pengganti dengan cara sebagaimana  berlakuy
mengangkat arbiter dengan cara sebagaimana vang berlaku untuk
pengangkatan arbiter vang digantikan. Dalam hal Ketua Pengadilan
Negeri menolak tun tutan ingkar, maka arbiter melanjutkan tagasnya.
Keputusan Ketua Pengadilan MNegeri mengenai hal tersebut reri pakian
putusan yang mengikat kedua belah pihak dan tidak dapata diajukan
perlawanan

Dengan uraian terdahuly maka diketahui Arbitrase adalah cara
menyelesaikan suatu senpketa perdata di fuar penpadilan vang
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didasarkan pada perjanjian Arbitrase vang dibuat secara tertulis oleh
prthak-pihak yang bersengketa. Sebagai penyelesalan sengketa di luar
peradilan umum,  Arbitrase  memiliki - beberapa  kelebihan  dan
kekurangan disbanding peradilan umum.

Penyelesaian sengketa melalun arbitrase harus didasarkan pada
penanjian Arbitrase, vaitu suatu kesepakatan berupa kiausula yang
tercantum dalam perjanjian tertulis vang dibuat para pihak sebelum
tmbul sengketa atas perjanjian Arbitrase vang dibuat para pihak
setelah terjads sengheta. Jadi, perjanpan Arbitrase dibuat oleh para
pihak secara tertulis, baik dalam bentuk akta  kompromitendo vang
dibuat setelah sengketa terpadi maopun dalam bentuk akta kompromis
vang dibuat setelah sengketa tenjadi. Perjanpian Arbitrase ini merupakan
peranjian tambahan dari perjanjian pokok yang disengketakan. Oleh
karena itu. subyek dalam perjanjian pokok adalah para pihak yang
terdapat dapat perjanpan pokok, baik subyek hokum menorut hukum
perdata maupun hukum public.

Untuk menvelesaikan sengheta melahn Arbitrase. perlo dilakukan
penunjukan atau pengangkatan arbiter sesuai ketentuan  mengenal
persvaran dan tata cara penunjukan atau  pengangkatan  arbiter
schagaiamana diatur UU Arbitrase. Kemudian terhadap arbiter yang
ditunjuk tersebut oleh UL Arbitrase diberikan hak ingkar untuk tidak
menerima penunjukan tersebut dengan alasan yang dibeparkan oleh UL
Arbitrase. Demikian juga para pihak yang bersengketa, diberikan hak
untuk melakukan tuntutan ingkar terhadap arhiter apabila dipenuhi
alasan dan bukti vang ditetapkan dalam UU Arbitrase.
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[ BAB III

HUKUM ACARA DALAM ARBITRASE

3.1 Proses Beracara dalam Arbitrase

Apabila para pihak telab sepakat untuk menvelesaikan sengketa
melalui Arbitrase tuntutan telah diajukan melalui arbiter atau majelis
Arhitrase, maka selanjutnya proses pemeriksaan akan dilaksanakan,
Pemeriksaan  dalam  arbitase  menggunakan  hukom  acara sesuai
kessepakatan  para  pihak  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan
ketentuan dalam UU Arbitrase atau ketentuan hukum pada lembaga
Arbitrase yang menjadi pilihan mereka, Dalam UU Arbitrase diatur
mengenai beberapa hal yanga berkaitan dengan proses pemeriksaan
sampai diambilnya putusan Arbitrase,

Pada penyelesaian sengketa vang dilakukan melalui Arbitrase,
menurtt UL Arbitrase Pasal 31, para pihak diberi kebebasan untuk
menentukan  sendidi acara dan  proses  pemeriksaan yang  akan
digunakan oleh arbiter atauw majelis arbiter bagh pemeriksaan sengketa
mereka. Akan tetapi, apa vang telah disepakati sebagai pedoman untuk
beracara dalam proses pemeriksaan tersebut harus dibuat secara
tertulis, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk jelas bagi para arbiter,
Pemilihan umum  dan  proses pemeriksaan  tersebut tidak boleh
bertentangan dengan UL Arbitrase, Dalam hal para pihak telah memilih
acara Arbitrase, harus ada kesepakatan mengenat ketentuan jangka
waktu dan tempat diselenggarkannya Arbitrase, dan apahbila jangka
waktu dan tempat arbistase tidak ditentukan, maka arbiter atau majelis
arthitrase vang akan menentukan

Bagi arbitrase ad-hoe, UL Arbitrase mengatur bahwa jika para
pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara Arbitrase
vang akan digunakan dalam pemeriksaan, arbiter atau majelis Arbitrase
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telah terbentuk. maka semua sengketa penyelesaiannya diserabkan
kepada arbiter atau majelis Arbitrase ad-hoc tersebut akan diperiksa
dan akan diputus menurut ketentuan UL Arbitrase,

UL Arhitarse mengatur mengenai acara dan proses pemeriksaan
yang berlaku jika dipilih penyelesajan senghketa melalui Lembaga
Arbitrase schagaimana diatur dalam Pasal 34, vaitu penyelesaan
sengheta dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga Arbitrase
nasional atay internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika itu
terjadi, maka pemeriksaan sengketa dilakukan menurut peraturan dan
acara dari lembaga vang dipilih, kecuoali ditetapkan lain oleh para pihak.

Sehubungan bahwa acara dan proses pemeriksaan yang akan
dipilih para pihak o pada dasarnya udak boleh bertentangan dengan
UL Arbatrase; maka perlu dipabami beberapa hal vang berakitan dengan
acard dan proses pemeriksaan perkara menurat undang-undang ini
sebagaimana uraian berikut :

a.  Sidany harus dilakukan secara tertutup
Beracara melalu Arbitrase dilakukan secara tertutup, Fetentuan
i merupakan penyimpangan dari ketentuan acara perdata
vang berlaku di Pengadilan Negen vang pada prinsipnva terbuka
umum.  Hal  im untuk  lebih menegaskan  kerahasiaan
penyelesaian Arbitrase |

h. Bahasa yang digunakan dalam persidangan
Bahasa yang digunakan dalam suatu proses Arbitrase adalah
bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau magelis
Arbitrase pada pihak dapat memilih bahasa lain yang akan
digunakamn :

¢, Para pihak sama-sama mempunyai hak untuk  didengar
pendapatnya
Para pihak vang bersangkutan mempunyai hak dan kesempatan
vang sama dalam mengemukakan pendapal masing-masing.
Untuk ity para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh
kuasanva dengan suara kuasa khusus. Ketentuan inl sescsoal
dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan
kesempatan kepada para pihak umum menunjuk kuasa dengan
sural kuasa vang bersifat khusus

d. Pihak ketiga dapat bergabung dalam proses penyelesaian
sengketa
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Pihak ketign  di  luwar  Arbitrase  dapa  turut serta  dan
menggabungkan  diri dalam  proses  penyelesaan  sengketa
melalui Arbitrase, apahila terdapat unsur kepentingan yang
terkait dan dan keikutsertasnnya disepakati ofch para pihak
yang bersengketa serta disetupui oleh arbiter atau majpelis
arbitrase yang memeriksa senghketa yang bersanghutan |
Arbiter /Majelis  Arbitrase  dapat  menjatubkan - putusan
provisional
Atas permobionan salah satu pihak, arbiter atau majelis Arbitrase
dapat mengambil putusan provisional attau putusan lainnys
yang  mengatur  ketertiban  jalnnya  pemeriksaan  sengketa
termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan
barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah
rusak. Jangka waktu putusan provisional atau putusan sela
lainnya  tersebut  tidak  dibitung  dalam  jangka  waktu
pemeriksaan
langka waktu pemeriksan
Menurut  ketentuan Pasal 48 UL Arbitrase, pemeriksasn
sengketa dilakukan dalam waktu paling lama 180 {Seratus
Delapan Pulub) hari terhitung sejak arbiter atau  majelis
Arbitrase Lerbentuk, Penentuan jangka waktu ini adalah untuk
menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan Arbitrase.
Akan tetapi, dengan persetujuan para pihak dan jika memang
diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33 UU Arbitrase, jangka
wakiu tersebut dapat diperpanjang. Eetentuan Pasal 33 UU
Arbitrase mengatur, arbiter atau majelis Arbitrase berwenang
untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila
a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal
khusus tertentu |
b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional |
¢, Dianggap perlu Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan
Yang dimaksud dengan hal khusus tertentu dalam butir ke-1
tersebut, musalnya adanva pugatan insidentil di luar pokok
sengketa, seperti permohonan jaminan sebagaimana dimasud
dalam Hukum Acara Perdata.
Filihan Hukum
UL Arhitrase secara tegas memberikan hak kepada para pihak
sendiri untuk menentukan pilihan hukum yang dipilih untuk
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menyelesaikan pendapat, perselisihan atau sengkerta vang ada
diantara para pihak, Ketentuan Masal 56 Ayat 1 UU Arbitrase
secara tegas menentukan, para pihak berhak menentukan
pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian
sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.
Malam hal para pihak tidak menentukan hukum mana yany akan
digunakan maka penjelasan Pasal B0 Avat (2) UL Arbitrase,
menyatakan bahwa vang harus diberlakukan adalah ketentuan
hukum dari tempat dimana Arbitrase tersebut diselenggarakan
Tempat Pemeriksaan Sengketa

Menurut ketentuan Pasal 37 UL Arbitrase, tempat Arbitrase
ditentukan olch Arbitrase ditentukan olch arbiter  atau majelis
Mrbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak, Akan
tetapi, arbiter  atau majelis Arbitrase  dapat mendengar
keterangan saksi atau mengadakan pertemuan vang dianggap
perlu pada tempat tertentu di luar tempat Arbitrase diadakan,
Diberikannya kemungkinan untuk mendengar saksi di tempart
lain dari diadakannya Arhitrase antara lain adalah berhubungan
dengan tempat tinggal saksi vang bersangkutan,

Ketentuan mengenal tempat  Arbitrase ini adalah  penting
terutama apabila terdapat upsur hokum asing dan sengkets
menjadi suatu sengketa hokum perdata imternasional. Seperti
lnzimnya tempat Arbitrase dilakukan dapat menentukan pula
hokum vang dipergunakan untuk memeriksa senghketa tersebut
jika para pihak tidak menentukan sendinn maka arbiter dapat
menentukan tempat Arbitrase (Penjelasan Fasal 1 Ayat (1) LU
Arbitrase) ;

Pemeriksaan Sctempat

Arbiter  atau majelis Arbitrase  juga diperkenankan untuk
mengadakan  pemerbsaan setempat atas barang vang
dipersengketakan atau hal laina yang berhubungan  dengan
senpketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu
para pihak akan dipanggil secara sah agar daoat juga hadir
dalam pemeriksaan tersebut. Hal tersebut ditentukan dalam
Pasal 37 avat (4) UL Arhitrase
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Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Pemeriksaan sakst dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis
Arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam  hukum
acara perdata (Pasal 37 Ayat (3) UL Arbitrase)

Pemeriksasn harus dilakukan secara tertulis

Menurut ketentuan Masal 36 UU  Arbitrase, pemeriksaan
senghketa dalam  Arbitrase harus  dilakukan  secara  tetulis,
Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para
pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis Arbitrase |
Putusan  Arbitrase bersifat final dan mempunvai  kekuasan
hukum tetap putusan Arbitrase bersitat final dan mempunyai
hukum tetap ataw bersifat mengingat (Final and binding),
artinya terhadap putusan  Arbitrase tidak dapat  diajukan
banding atau kasasi.

3.2 Proses pemeriksaan Arbitrase Menurut UU Arbitrase
UL Arbitrase  mengatur mengenal  proses  pemeriksaan  Arbitrase
sebagaimana uraian berikut ini

b.

Penyampaian Surat Tuntetan olebh Pemaohon

Menurut ketentuan Pasal 38 UL Arbitrase, dalam jangka waktu

vang ditentukan arbiter atau majelis Arbitrase, pemohon harus

menvampaikan surat tuntutannya kepada arhiter atau majelis

Arbitrase. Sural tuntutan tersebut harus memuat sekurang-

kurangnya :

a) MNama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan
pihak

by Uraian singkat tentang sengkelas disertai bukti-bukti dan ;

ch  1si tuntutan vang jelas

Penvampaian Salinan Tuntutan Kepada Termohon

Setelah menerima surat tuntutan dari pemaehon, arbiter atau
ketua majelis Arbitrase menvampaikan satu salinan tuntutan
tersebut kepada termohon dengan disertar perintab bahwa
termohon harus menanggapd dan memberikan jawaban secara
tertulis dalam waktu paling lama 14 (Empat Belas) han sejak
diterimanya tuntulan tersebul oleh termobon (Pasal 39 U0
Arbitrase)
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Penvampaian Jawaban Termohon kepada Arbiter atau Majelis
Arbitrase Disertai atau tidak disertai Tuntuan Balasan

Sesuai perintah arbiter atau Ketua Majelis Arbitrase, termohon
harus menyampaikan jawabannya kepada arbiter atau ketua
majelis Arbitrase dalam waktu paling lama 14 {cmpat Belas)
hari sejak termohon menerima  salinan  surat  tuntutan
pemohon vang disampaikan kepadanya. Dalam jawabannya
atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon
dapat  mengajukan  tuntutan - balasan Srekonvensi)  dan
terhadap tuntutan balasan itu pemohon diber: kesempatan
untuk menamggapi Dalam hal termohon setelah lewat satu
tersebut tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan
dipanggil sesuai ketentuan Pasal 42 Ayat () UL Arbitrase.
Apabila pada sidang pertama termaohon memasukan jawaban
serta memasukan rekonvensi, maka arbiter atau Ketua Majelis
Arbitrase menentukan jadwal sidang berikutnya, dimana pada
gaat itu pemohon diminta untuk memasukan jawaban alas
permohonan atas jawaban rekonvensi, yang dikenal dengan
istilah replik Yasin™

Penyampaian salinan jawaban termahon kepada pemohon
segera setelah diterimanya jawaban  darl termohon  atas
perintah aarbiter atau ketua majelis Arbitrase, salinan Jawaban
tersebut diserabkan kepada pemohon (Pasal 40 Avat (1) UL
Arhilrase)

Perintah menghadap ke persidangan

Bersamaan dengan penvampaian salinan jawaban tormohon
kepada  pemohon,  arbiter  alau majelis  Arbitrase
memerintahkan  agar  para  pihak  atau  kuasa mereka
menghadap di muka sidang Arbitrase yang iterapkan paling
lama 14 {Empat Belas) hari terhitung mulai han dikeluarkannya
perintah itu |

Ketidakhadiran pemohon dan termohon dipersidangan

Setelah adanya perintah menghadap ke persidangan ik
seharusnya pada pihak atau kuassanya datang menghadap di
muka persidangan sesuai batas wakiu vang telah ditetapkan,

Y Hagnrkhan, Yosie  Aesgeser K Kossrreke dus Powyelosmion Nenpkers Kanvrudan Jukarta
Ciramcdha, 2k, hlm. |45
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Apabila dalam waktu vang telah ditetapkan tersebut pemohon
tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap, sedanghkan
telah dipanggil secara patut, maka surat tuntutan dinyatakan
pugur dan tugas arbiter atau tugas majelis Arbitrase dianggap
selesal, Sesuai dengan hokum acara perdata, senghketa menjadi
gugur apabila pemohon tidak datang menghadap pada hari
pemeriksaan pertama.
Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan itu, tanpa alasan
yang sah termohon tidak hadir pada hal telah dipanggil secira
patut maka arbiter atau majelis Arbitrase memanggil sekali
lagi. Jika paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permanggilan
kedua diterima tanpa alasan yang sah termohon juga tidak
datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan akan
dilanjutkan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon
dikabukan selurubinya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan
atau tdak berdasarkan hukum |

g Pemechon dan termohon hadic dalam sidang
Dalam hal pra pihak datang menghadap pada hari vang telsh
ditetapkan, arbiter atau magelis Arbitrase terlenbih dabulu
mengusahakan  perdamaian  antara  para pihak  yang
bersengketa. Jika usaha perdamatan tersebut tercapai, maka
arbiter atau majelis Arbitrase membuat suaty akia perdamaian
yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan pada
pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.
akan tetapi, jika upaya perdamaian tidak tercapai, maka
pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan, Para pihak
diberi kesempatak terakhic kali untuk menpelaskana secara
tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti vang
dianggap perlu untuk menguatkan pendinannya dalam jangka
waktu yang ditetapkan arbiter atau majelis Arbitrase, Arhiter
atau majelis Arbitrase berhak meminta kepada para pihak
untuk mengajukan penjelasan  tambahan secara  tertulis,
dokumen atau bukti lainnya vang dianggap perlu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis Arbitrase.
Munir Fuady ' mengemukakan, dalam  pemeriksaan i
prosedur pembuktian pengadilan negert dapat diberlakukan

.Ml|r|.|| Fuanly, agoir, MW, Wl 157
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dalam proses arbitrasse sepanjang tidak bertentangan denguan

a)  Undang-Undang Arbitrase No, 30 Tahun 1999

B} Ketentuan Arbitrase yang dipilih para pibak |

¢} Tidak bertentangan dengan sifat hakikat Arbitrase -
Pencabutan Surat Tuntutan

Pemohon dapat mencabut tuntutan yang diajukan melalui
arbiter atau majelis Arbitrase. sebelum adanya jawaban dari
termohan. Dalam hal setelah ada jawaban dari termohon maka
tuntutan tidak dapat dicabut kembali, akan tetaps pemohon
dapat melakukan perubahan atan penambahan sural Tuntutarn
jika ada persetujuan termohon dan sepanjang perubahan dan
penambahan ity menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja
dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar
permahonan |

Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Dalam UL Arbitrase ditetapkan, bahwa pemeriksaan saksi dan
saksi  ahli  dihadapkan  arbiter  atau  majelis  Arbitrase
diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara
perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 459 UL Arbatrase, habwa
arbiter atauy majelis Arbitrase, atas permintaan para pihak
dapat memanggil satu orang atau lebih saksi atau saksi ahli,
untuk didengar keterangannya. Biaya yang timbul sehubungan
depgan pemanggilan dan perjalanan saksi atau sakst ahli
tersebut dibebankan kepada pihak yang meminta. Sebelum
memberikan keterangan, saksi atau saksi ahli wajib mengucap
sumpalL

Kemudian berdasarkan Pasal 50 UU Arbitrase, arbiter atau
majelis Arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau leebihy
saksi ahli yang memberikan keterangan tertulis mengena
suatu persoalan khusus vang berhubungan dengan  pokok
sengketa,

Ini artinva, UU Arbitrase memungkinkan untuk dipanggilnya
satu orang atsu lebih saksi ahli, baik atas inisiatif  arbiter
maupun atas permintaan para pihak. Sehubungan dengan
adanva  saksi ahli ini, paraa  pihak wapb memberikan
keterangan yang diperlukan oleh saksi ahh. Kemudian ariiter
atau majelis Arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi
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ahli tersebut kepada para pihak agar dapal ditanggapi secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila terdapat hal
vang kurang jelas, atas permintaan  para pihak vang
berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapal didengar
keterangannya di muka sidang Arbitrase dengan dihadiry para
pihak atau kuasanya ;

i Berita Acara Pemeriksaan dan Sidang Arbitrase
Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang Arbitrase
dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris

3.3 Pendapat dan Putusan Arbitrase
3.31 Pendapat Arbitrase

Para “pihak dalam suatu perjanjan berhak untuk memohon
pendapat vang mengikat dari lembaga arbitrasae atas hubungan hukum
tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat vang mengikat
tersebut tidak dapat diajukan perlawanan melalur spaya hukum apapun.
Berdasarkan hal tersebut  artinya, tanpa adanya sengketapun lembaga
Arbitrase dapat menerima pernuntaan yang diajukan para pihak dalam
suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat
(Binding Opinion) mengenai suatu  persoalan berkenaan  dengan
perjanjian tersebut, Misalnya mengenai penalsiran ketenluan yang
kurang jelas, penambahan atau pengurangan pada ketenluan yang
berhubungan dengan timbulnya keadaan baru atau lain-lain. Dengan
diberikannya pendapat oleh lembaga Arbitrase bertentangan dengan
pendapat ite akan dianggap melanggar perjanjian.

3.3.2 Putusan Arbirase

Dalam UL Arbitrase tidak terdapat definisi mengenai apa yang
dimaksud dengan putusan Arbitrase. Putusan Arbitrase merupakan
putusan vang diberikan oleh Arbitrase ad-hec maupun majelis Arbitrase
atas suatu perbedaan  pendapat, perselisihan paham  atavpun
persengketaan mengenai pokok persoalan yang lahir dar perjanjian
dasar (yang memuat klausul Arbitrase) yang diajukan pada Arbitrase ad-
hoc maupun lembaga Arbitrase untuk diputus olehnya .

Apabila vang diajukan kepada arbiter atau majelis Arbitrase
merupakan suaty sengketa, maka setelah pemeriksaan sengketa selesai,

-“'iq]|||._.e|||| e, hilien, W3
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pemeriksaan segera  ditutup dan  ditetapkan har sidang  untuk
mengucapkan putnsan Arbitrase. Putusan divcapkan dalam waktu
paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Arbiter
atau majelis Arbitrase mengembil keputusan berdasarkan ketentuan
hukum atau berdasarkan keadailan atau kepatutan, Para pihak berhak
menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penvelesaian
sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Putusan
Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan bukum tetap dan
mengikat para pihak. Dengan demikian, terhadap putusan Arbitrase
tidak dapat disjukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Menurut Eetentuan Pasal 56 UL Arbitrase, putusan Arbitrase harus
meemuat @ =
Iy Kepala putusan  vang  berbunyvi “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA"
2y Nama lengkap dan alamat para pihak
3y Uraian singkat sengheta ;
4)  Pendiri para pihak ;
5) Nama lengkap dan alamat arbiter ;
) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau mapehs Arbitrase
mengenai keseluruhan sengketa ;
Ty Pendapat tap-tiap arbiter dalam  hal  terdapat  perbedaan
pendapat datam majelis Arbitrase
By Amar putusan ;
9 Tempat dan tanggal putusan ;
W Tandatangan arbiter atau majelis Arbitrase ;

Tdak ditandatinganinya putusan oleh salah seorang arbiter
dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi
kekuatan berlakunya putusan. Alasan tdak dimuatnva tandatangan
tersebut  harus  dimwat  dalam  putusan. Dalam  putusan  juga
ditetapkan  suatu  jangka  waktu  putusan  tersebut  harus
dlilaksanakan,

3.4 Korcksi, Pengurangan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Menurut ketentuan Pasal 58 UL Arbitrase, dalam waktu paling
lama 14 (Empat Belas) har setelah putusan diterima, para pihak dapat
mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis Arbitrase untuk
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melakukan  koreksi terhadap  kekebruan  adomonistrative dan atao
menambah atau Tl'll."!ﬂj-_‘:ljl_..ingi RCESLLEATU TEmSan pl_l‘[ LISEN,

Menurut penjelasan pasal tersebut, vang dimaksud “koreksi
terhadap kekeliruan administratf™ adalah koreks: terhadap hal-hal
seperti kesalahan  pengetikan ataupun  kekeliruan  dalam  penulisan
nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain yvang tidak mungkin
subtansi putusan. Yang dimaksud” menambah  atau  mengurang
tuntutan” adatah salah satu mhak dapat mengemukakan keberatan
terhadap putusan, apabila putusan, amtara lain :

a.  Telah mengabilkan sesuatu yang dituntut oleh lawan ;

b, Tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputuskan ;

. Mengandung ketentuan mengikat vang bertentangan satu sama
lain ¢

Selain dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis
Arbitrase untuk melakukan koreksi, penambahan dan pengurangan
terhadap putusan Arbitrase, para pihak dapat mengajukan pembatalan
terhadap putusan Arbitrase, Menurut ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase,
terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandur unsur-unsur
sebapgai berikul :

a. Surat atau dokumen vang disjukan dalam pemetiksaan setelah
putusan dijatuhkan, diakui palsu atua dinyakan palsu |

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen vang bersifat
menentukan yang disembunuikan oleh pihak lawan, atau

¢, Potusan diambil dari hasil upu muslihat yang dilakukan olch
salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan
Arbitrase vang telah didaftarkan dipengadilan, Permohonan pembatalan
arthirase harus digjukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30
(Tiga Puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase
kepada Panitera Pengaditan Negeri. Permohonan harus diajukan kepada
Ketua Pengadilan Neger. Apabila permohonan tersebut dikabulkan,
Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatatan
seluruhnhya atau sebaglan putusan tersebut. Dalam hal iini Ketua
Pengadilan  Negert diberi wewenang  antuk memeriksa  tuntutan
pembatalan  jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dan
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pembatalan seluruhnya atau sebagian dan putusan Arbitrase yang
bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa
setelah diuvcapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter vang
lain akan memeriksa kembali sengketa vang  bersangkutan  atau
menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin lagi diselesaikan
melalul Arbitrase

Alasan-alasan pembatalan yang discbut dalam ketentuan Pasal 70
UL Arbitrase tersebut harus dibuktikan dengan putusan  Pengadilan,
Apabila pengadilan memutuskan alasan tersebut terbukt atau tidak
terbukei, maka putusan pengadilan ind dapat digunakan sebagan dadsar
pertimbangan  bagi  hakim  untuk  mengabulkan  atau menolak
permohonan pembatalan putusan Arbitrase, Putusan  permaohonan
pembatalant ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waklu
paling lama 30 (Tiga Puluh) barn sejak permohonan  pembatalan
terhadap Arbitrase diterima. Terhadap putusan Pengadilan Neger ini
ini dapat diajukan permohonan banding kepada Mabkamah Agung akan
mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding tersebut
dalam waktu pating lama 30 (Tiga Pulub) har setelah permohonan
banding tersebut diterima oleh Mahkamah Apung.

35 Pendaftaran Putusan Arbitrase pada Pengadilan Negeri

Mengenar pendaftaran putusan Arbitrase diatur dalam Pasal 59
ULl Arbitrase, Agar suta putusan Arbitrase dapat dilaksanakanmaka
putusan Arbitrase tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri,
Pralam waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) han terhitung sejak tanggal
putusan divcapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase
diserhakn dan didaftarkan cleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera
Pengadilan Megeri. Jika hal terscbut tdak dilakukan maka akibatnya
hukumnya putusan  arbiter tidsk bisa  dilaksanakan. Pendaftaran
tersebut dilakukan dengan cara pencatatan dan penandatangan pada
hagian akhir atau dipinggi putusan oleh panitera pengadilan negeri, dan
catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Semua biaya pembuatan
akta pendaftaran dibehankan kepada para pihak,

Dengan demikian UL Arbatrase mengatur beberapa hal yang
penting dipahami dalam acara dimuka Arbitrase, yaitu sidang harus
harus dilakukan secara tertutup, para pihak mempunyai hik vang sama
untuk  didengar  dipersidangan, keterlibatan pihak  ketiga  dalam
Arbitrase, jangka wakiu pemenksaan Arbitrase yang relative singkat,
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kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum, tempat
pemeriksaan ssenghketa, pemeriksaan setempat, putusan provisional,
pemeriksaan harus dilakukan secara tetulis dan pemenksaan saksi dan
saksi ahli,

ULl Arbitrase juga dalam  pasal-pasalnya mengatur  prosedur
Jjalanmya pemeriksaan, dimulai dengan pengajuan tuntutan sampai
kepada penjatuhan putusan Arbitrase. Kemudian terhadap putusan
Arbitrase, para pihak diberi hak untuk melakukan koreksi, penambahan,
pengurangan, bahkan pengajuan permohonan pembatalan terhadap
putusan tersebut sesuai lata cara vang diatur dalam undang-undang ini,
Di sisa lan, UL Arbitrase mengatur soal pendaftaran putusan arbirase di
Eepaniteraan Pengadilan Negeri dan terhadap putusan vang tidak
terdaftar, -akan berakibat hukum bahwa putusan Arbitrase tersebut
tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
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[ BAB IV

BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA

4.1 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Seperti telah dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa Arbitrase
dilihat dari bentuknya, ada yang berbentuk Arbitrase ad-hoc dan
Arhitrase lembaga, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND) dan
Lembaga Arbitrase Syariah Masional (Basvarnas) adalah berbentuk
lembaga. Dalam anggaran dasar dan Peraturan Prosedur BANIL diatur
beberapa hal mengenat BAMIL antara lain teptang tujuan pendirian
tugas,  tempat,  kedudukan,  susunan kepengurusan,  tata cara
penyelesaian senygkela melalon BAN] dan masalah biava dalam proses
penyelesaian sengketa melalun BANL

411 Tujuan Pendirian dan Kedudukan BANI

BANI merupakan  Arbitrase  berbentuk  lembaga dalam UL
Arbitrase Pasal | angka (8) dijelaskan, lembaga Arbitrase adalah badan
vang dipilih para pihak yang bersangkutan untuk memberikan putusan
mengenal sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan
pendapat mengikat mengenar hubungan hukum tertentu dalam hal
belum terjadi sengketa. Badan Arbitrase Masional Indonesia (BANI)
adalah sebuah badan vang didicikan atas Prakarsa Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia. BANI berdin pada tanggal 3 Desember 1977,
Kedudukan BAND uwitu sendini telah mendapat restu dari Menteri
Kehakiman, Mahkamah Agung dan Presiden Republik Indonesia. Bahkan
cksistensinya  sudah  diakui dalam  realitas sebagai suatu lembagas
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penyelesal sengketa, Sampai saat wn sudah banvak kasus yang ditanda
tangani oleh  BANI,  baik  kasus nasional maupun  kasus-kasus
internasional

Angparan Dasar BANI vang dibuat Tahun 1985 menyvatakan bahwa
tujuan pendirian BANT adalah memberikan penyelesaian  yang seadil-
adilnva dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata vang tarmbal
mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik bersifat
nasional maupun yang berseifal internasional. Tanpa adanya suatu
sengketa PAN] dapat menerima permintaan vang diajukan para pihak
dalam suatui sengketa perjfanjian, untuk memberikan suatu pendapat
vang mengikat mengenai sesustu  persoalan berkenaan dengan
perjanjian tersebut. Dalam melakukan tugasnya tersebut BANIL bersifat
bebas (Otonemao) dan tidak boleh dicampun oleh sesuatn kekuasaan
lain.

BANI didikan untuk jangka waktu vang tidak ditentukan lamanya,
berkedudukan di Jakarta dan mampunyai cabang-cabangnya di tempat-
tempat lan di Indonesia vang dianggap perlu, setelah diadakan mufakai
dengan KADIN Indonesia.

412 Lingkup Tugas BANI
Berdasarkan Anggaran Dasar BAN] dapat diketahui lingkup tugas BAXI
adalah ;
Berdasarkan  sengketa perdagangan, industry dan keuangan, baik
bersifat BANI adalsh
a  Menyelesaikan sengketa perdaganganindustry dan keuangan,
baik bersifat nasional maupun bersifat internasional |
h. Tanga adanya sengketa, BAND dapat memberikan  pendapat
mengenai  hal-hal yang berkaitan  dengan  perjanjian,  atas
permintaan para pihak dalam perjanjian tersebut

Ketentuan Anggaran Dasar BAND mengenai lingkup tugas BANI
tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Anga (B} UU Arbitrase yang
mengatur  teptang  tugas  lembaga  Arbatrase.  Mengenal  Tugas
penyelesaian sengketa, Munir Fuady menyatakan, berdasarkan naskah-
naskah yang dikelvarkan BANL, lingkup tugas arbiter mencakup antara
lain mengenal kasus-kasus  korporasi, asuransi, nance. Paten, hak
cipta, penerbangan, telekonomunasi, ruang  angkasa,  kerjasama,
perttambangan, angkutan laut dan udara, lingkungan hidup, fabrikasi,
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tnelustri, perdagangan, lisensi. keagenan, hak milik intelektual, design,
konsultasi, distribusi, maritime, konstruksi perkapalan

Pendapat vang mengikat oleh BANI,  misalnya  mengenai
penafsiran ketentuan-ketentuan vang kurang jelas, penambahan atau
perubahan ketentuan yang berhubungan dengan timbulnva keadaan-
keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh BAN]
tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan smapa mercka vang
bertindak bertentangan dengan pendapat itu, maka akan dianggap

melanggaran perjanjian.

4.2 HKeanggotaan dan Kepengurusan BANI
Susunan keanggotaan BANL terdiri dari seorang ketua, seorang
wakil ketna, beberapa orang anggota tetap dan sehuah secretariat yang
dipimpin oleh sekretaris, Mereka diangkat dan diberhentikan oleh
KADIN Indonesia atas usulan BANI, untuk pertama kalk mereka dianghan
atas oengusulan Tim Inti pendinn BANL Pengangkatan adalah jangka
wakiu fima tahun dan setelah itu mereka dapat diangkat kembali.
Berdasarkon  keangpotaan  BAMNI  tersebut, maka  susunan
kepengurusan BANI adalah :
a. Ketua, Wakil Ketua dan para anggota tetap merupakan pengurus
iBoard of managing directors} BAN] |
b. Ketua Umum KADIN Indonesia adalah ex officio penasehat. Untuk
menjalankan fungsi ini, 13 dapat dibantu oleh Angpota Dewan
Pengurus Harian KADIN Indonesia

4.3 Proscdur Penyelesaian Sengketa Melalui BANI
Mengenai prosedur penvelesaian sengketa melalui BANI diatur
datam Peraturan Prosedur BANI vaitu meliputi langkah-langkal berikut

L, Pendaftaran Surat Permohonan
Pendattaran surat permohonan untuk mengadakan Arbitrase dalam
register BAMI oleh Sekretaris. Surat Permohonan  tersebut harus
MEmt
a. MWama lepgkap dan tempat tinggal {tempat kedudukan) kedua
belah pihak
b, Suatu uraian singkat tentang duduknva sengketa |
Apa vang dituntut
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Pada surat permohonan tersevyt harus dilampirkan salinan dari
naskah atau akta perjanjian  yang  secara  khsuus  menyerabkan
pemutusan sengketa kepada arbiter /badan Arbitrase, atau perjanjian
yang memuat klausul Arbitrase, perjanjan tersebut akan diputus aleh
Arbitrase atau lembaga Arbitrase. Apabila mengajukan permohonan
tersebut harus dilampirkan pula.

Dalam surat permohonan tersebut oemohon dapat menunjuk
imemilih) seorang arbiter atau menyerabkan penunjukan arbiter itu
kepadad Ketoa BANI Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh sekretaris
apabila  biava-biaya  pendaftaran  dan  administrasi/  pemeriksasn
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tenang biaya Adrbitrase
belum dibayar lunas oleh pemohon.

2. Kemungkinan tidak diterimanya Surat Permohonan

BANI akan menyatakan permobonan tidak dapat diterima, apabila
perjanjian vang  menyerahkan  pemutusan sengketa  kepada
arbiter /badan Arbitrase atau klausula Arbitrase dianggap tidak cukup
untuk dijadikan dasar kewenangan BANI untuk memeriksa senghketa
vang diajukan, Putusan tentang tidak dapat diterimanya permohonan
Arbitrase tersebut  diberitahukan  kepada  pemobon dalam wakiu
selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) har. Akibat dari tidak diterimanya
permohonan terschut maka biaya pemeriksaan harus dikembalikan
kepada pemohon,

3. Surat Permohonan Diterima Oleh BANI

Apabila perjanglan yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada
arbiter /badan Arbitrase  atau  Klausula  Arbitrase  danggap  sudah
mencapal, maka Ketua BANI akan menerima sural permochonan yang
diajukan oleh pemohon tersebul,

4. Penyampaian Salinan Surat Permohonan kepada Termohon
Bersamaan dengan ditenimanya permohonan tersebut maka Ketua BANI
mengeluarkan  perintah untuk menanggapi  permohonan kepada
termohon, disertal perintah untuk menanggapi permohonan tersebat
dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu 30 (Tiga
Puluh) hari.
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5. Jawaban Termohon

lawaban termohon harus diserahkan dalam waku vang telah ditetapkan,
vaitu dalam jangka wakiu 30 (uga Puluh) hari. Dari jumlah jawabnnya
tesebut termohon harus menunjuk (memilih) seorang arbiter atau
menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANL jika dalam
jawaban terschut, termohon tidak memilib arbiter maka dianggap
menyerahkan penunjukan arbiter ity kepada Ketua BANL Jika termohon
dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tidak menyampaikan
jawabannya maka Ketua BANI akan melakukan pemanggilan kepada
kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan pada waktu yang
ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat Belas) hari terhitung mula
dikeluarkannys pernntah tu, dengan pemberitahuan bahwa mereka
holeh metvakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus,

4.4 Tuntutan Balasan (Rekonvensi) dari Termohon
Bagi  termohon  diperbolebkan untuk menyampaikan  tuntutan
balasannya {rekonvensi), dimana tuntuan balasan tersehut disampaikan
bersamaan dengan jawaban termoehon atau paling lambat pada har
sidang pertama. Tuntutan balasan ini oleh arbiter /mapelis Arbitrase
akan diperiksa bersama-sama tuntutan si pemohon.

4.5 Penunjukan Arbiter
Untuk memeriksa dan memuotuskan sengketa melalui BANI penunjukan
arbiter dengan cara-cara berikut -
a.  Penunjukan arbiter pada dasarnya dilakukan oleh masing-masing
pihak
b.  Dalam hal para pihak telsh menunjuk arbiter meereka masing-
masaing, maka Ketua BANT menunjuk seorang arbiter yang akan
mengetabui majelis arbiter yang akan memeriksa  sengkets;
penunjukan arbiter yang akan menjadi ketua majelis arbiter ini
dilakukan dengan mengindahkan usul-usul darn para arbiter
masing-masing pihak yang untuk itui masing-masing mengajukan
dua calon vang dipiulihnya daripada arbiter BANI atau atas
kesepakatan bersama arbiter ketiga tersebut dapat dipilih dan
lugr daftar arbiter BANI atas ifin Ketus BANI
¢, Apavila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, maka Ketua
BANI akan menunjuk suati Um terdiri dari tiga orang arbiter yang
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akan memeriksa  dan memutes  sengketa. Jika  sengketa
dianggapnya seiderhana dan muodah, maka ia akan menunjuk
searang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa
Arbiter-arbiter vang ditunjuk Ketua BNI tersebut dipilihnya dari
para anggota BANI

d. Apabila salah satu merasa keberatan terhadap arbiter yang
ditunjuk Ketua BANIL maka pihak tersebut diwajibkan mengajukan
alasannya, dan apabils Ketua BAND dapat menerima  alasan
tersehut i akan menunjuk arbiter lan

4.6 Penyerahan Salinan Jawaban Termohon kepada Pemohon
Segera setelah diterimanya darl si termohon, atas perintah Ketua BANI
salinan dan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.

1. Pemanggilan Para Pihak Untuk Menghadap di Muka Sidang
Bersamaan dengan penyerahan salinan jawaban termohon kepada
pemohon tersebut, Ketua BAND memerintahkan kepada kedua belab
pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada waklu yang
ditetapkan sclambat-lambatnya 14 (Empat  Belas) hari terhitung mula
dari dikeluarkannya perintah ite, dengan pemberitahuan babwa
mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan sural kuasa
khusus.

2, Tidak hadirnya Pemochon atau Termohon pada Sidang Pertama

Apabila pada haris yang telsh ditetapkan, si pemohon tanpa
sesuatu alasan vang sah, tidak menghadap, sedangkan telah dipanggil
secara palul, maka majelis  Arbitrase maka akan  menggugurkan
permohonan Arbitrase,

Apabila pada hari yang telah ditetapkan itu, si termohon tanpa
alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil
secara patul. maka ketua akan memerintahkan supaya di dipanggil satu
kali lagi untuk menghadap di muka sidab) pada wakiu kemudian yang
ditetapkan  selambat-lambatnyva 14 (empat  Belas) bhari lagi sejak
dikeluarkannya perintah  tersebut, Apabila pada hari vang telah
ditetapkan lagi tersebul termohon tanpa sesuuatu alasan yang tidak sah
tidak datang menghadap juga, maka pemenksaan akan diteruskan tanpa
hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan, kecuali
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tumtutan itu oleh majelis Arbitrase dianggap tidak berdasar hukum atau
keeadilan.

Dalam waktu 14 (Empat Belas) hari setelah putusan tersebut
diberitahukan kepada termohon, maka termohon dapat mengajukan
perlawanan terbadap putusan tersebut. Pengajuan perlawanan ini tata
caranya sama dengan pengajuan permohonan, hanya bedanya tidak
usaha membavar  biaya-biaya  pendaftaran  dan  administrasi
pemeriksaan, Jika pada hari perlawanan terssbut diperiksa oleh majels,
termohon yang telah meskipun telah dipanggil secara sah, tidak hadir
pada siang maka majelis akan menguatkan putusan.

3. Kedua Pihak Hadir Menghadap di Persidangan dan Usaha

Perdamaian

Apabila kedua belah pihak datang menghadap, maka pemeriksaan
akan dilakukan dari awal sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI
atau ketentuan lain yang disepakati para pihak. Namun, sebefum
pemeriksaan pada pokok sengketa dimulai, terlebib dahulo majelis
arhitrase akan mengusakan tercapainva pedamaian. Apabila usaha
tersehut berhasil, maka majelis Arbitrase akan membuatkan suatu akbs
perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mementihi
perdamaian terschut. Akan tetapi, apabila usaha untuk mencapai
perdamain  tersebut tidak  berhasil. maka BANE akan  meneruskan
pemeriksaan terahidap okok sengketa vang dimintakan keputusan itu.

4, Pemeriksaan Sengketa Oleh Arbiter /Majelis Arbitrase
Pada saat pemeriksaan dimulai dan dilakukan secara tertutup, dilakukan
hal-hal berikuot

4. Kedua belabh pihak dipersilabkan untuk menjelaskan masing-
masing pendinan serta menganjukan  bukti-bukti yang oleh
mereka dianggap perlu untuk menguatkannya ;

b. Apabila disnggap perlu, atas permintaan para pihak maupun atas
prakarsa BANI sendiri, Ketua dapal memanggil saksi atau saksi
ahli untuk didengar keterangannya. Jika hal ity karena prakarsa
para pihak, maka pihak vang bersangkutan harus membayar
terlebih dahulu segala biaya pemanggilan dan perjalanan saksi
dan saksi ahli tersebut. Sebelum memberikan  keterangannya
saksi dan saksi ahli harus terlebih dabulu mengucapkan sumpah
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bahwa mereka akan menerangkan apa yang mercka ketahui it
dengan sungguh-sungguh,

5 Penutupan Sidang dan Pengucapan Putusan

Apabila majelis Arbitrase mengaggap pemeriksaan sudah cukup,
maka Ketua menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hal sidang
untuk mengucapkan putusan yang diambil. Majelis akan mengambil
putusan  dalam  jangka waktu  satw bulan  setelah  ditutupnya
pemeriksaan. Dalam Peraturan Prosedur BANI tidak dijelaskan secara
rinci mengenan sl putusan, Hanya disebutkan, bahwa dalam putusan
dapat ditetapkan suatu jangka waktu dalam mana putusan itu harus
dipenuhi. Apabila jangka waktu tersebut telab lewat tanpa dipenuhiny
ptusah, maka Ketua BAND akan menyerahkan  putusan kepada
Pengadilan Negert yang berwenang untuk dijalankan.

4.7 Proses Pemeriksaan Perkara Melalui BANI
1. Klausula Arbitrase Versi BANI

Sebagaimana dijelaskan terdahulu, bahwa penuerlesaan senghketa
melalur Arbitrase harus didasrkan atas kesepaklan kedua belah pihak,
dimana kesepakatan tersebut harus secara tertulis, bak sebelum
sengkels terjadi dengan membuoat akta  kompromitendo, maupun
setelah sengketa terjfadi dengan membuat akta kompromis. Apabila
dibuat dalam akta kompromitendo, ska perjanjian tersebut hanya
berups  klausula Arbitrase yang dibuat dan menjadi bagian  dari
perjanjian pokok. Arinya, berupa salah sau klausula vang terdapat dalam
perjanjian  pokok  yang  isinya  merupakan  kesepakatan  untuk
menvelesaikan sengheta melalu Arbitrase.

Untuk membuat klausula artbirase tersebut, Peraturan Prosedur
BANT mencntukan bahwa BANI menyarankan kepada para pihak vang
ingin menggunakan arbirrase  BANIL, untuk mencantumkan dalam
perjanjian-perjanjian mereka klausula standar sebagai berikut :

“Semua sengketa yvang tinbul dar perjanjian ini, akan diselesaikan
dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menuarot
peraturan-peraturan administrasi dari peraturan-peraturan prosedur
Arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang
bersengketam sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir,
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7 Pelunasan biaya perkara pada saat pendaftaran dan pembeban
biaya Perkara

Peraturan Prosedur BANT menetapkan, bahwa pendaftaran tidak
akan dilakukan olch Sekretaris apabila biaya-biaya pendaftaran dan
administrasi pemeriksaan sehagaimana ditetapkan dalam Peraturan
tentang biaya Arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon. Retentuan
ini berbeda dengan ketentuan dalam UL Arbitrase yang meliputi |
honorarium  arbiter, biayva perjalanan  dan biaya  lainnya  yang
dikeluarkan oleh arbiter, biaya saksi dan atau saksi ahli vang diperlukan
dalam pemeriksaan sengketa, dan biaya administrasi, Selain itu dalam
UL Arbitrase tidsk mengatur bahwa biaya tersebut harus dilunasi pada
sagl pembayaran, akan tetapi mengatur bahwa biaya-biaya tersebut
akan dibebankan kepada pihak vang kalah, mtau dalam hal tuntuan
hanva dikabulkan sebagian maka biava Arbitrase dibebankan kepada
para plhak secara senmbang,

Peraturan Prosedur BANID mengatur mengenal hal-hal  yang
berkaitan dengan pembebanan biaya kepada para pihak sebagai berikut

4. Apabila tuntutannya sepenuhnya  dikabulkan atau pendirian
pemohon dibenarkan, biaya ad ministrasi /pemertksaan dipikulkan
kepada termohonb:

b. Apabila tuntutan ditolak, maka biaya administras/pemeriksaan
dipikulkan kepada pemohon

¢, Apabila tuptutan  scbagian  dikabulkan,  biaya adminstrasi/
pemeriksaan dibagh antara kedua belah pihak menurut ketetapan
vang dianggap adil oleh BANI

d. Honorarium para arbiter selamanya dipikul oleh kedua belah
pihak, MESINE- MAasing separe |

¢, PBiaya pelaksanaan (cksckusi) dibebankan kepada pihak vang
dikalahkan dan tidak secara suka rela memenuhi putusan

[ Apabila arbiter//majelis Arbitrase pelu melakukan perjalanan
untuk melakukan pmeriksaan setempat, maka biaya perjalanan itu
dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing separa, dan
biaya tersebut harus dibayar terlebih dahulu pada sekretariat
BANI |

g Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi-saksi dan saksi ahli
dipikul oleh  pihak  meminta  dipanggiinya saksi=aks  ahli
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terschut, dan biava tersebul dibavar terlebih  daholu pada
secretarial BANI

3. Penyimpangan dari Ketentuan dalam Peraturan Prosedur BANI

Peraturan  Prosedur  BAN] menctapkan,  apabila  perjanjian
Arbitrase atau klausula Arbitrase menunjuk BANI vang akan memutus
sengketa, atau apabila dengan tegas bahwa pemutusan sengketa akan
dilakukan oleh suatua hadan Arhitrase menurut “Peraturan Prosedur
BANI", maka sengketa akan diperiksa dan diputus menurut ketenluan
dalam  peraturan  tersebut, Tadi, sengketa akan diputus  menurut
Peraturan Prosedur BANI jika dalam perjanjian Arbitrase attau klausula
Arbitrase secara Legas menyebut demikian,

“Akan  tetapi, dalam memeriksa dan memutos BANT  boleh
menyimpang dar ketentuan-ketentuan datam Peraturan Prosedur BANI
apabila disetujui atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini
persetujuan harus dibuat secara tegas dan tertulis,

4. Pencabutan Surat Permohonan

surat  permobonan vang  sudah  diajukan  dan  didaftar  di
Sekretariat BANI, masih dapat dicabut kembali oleh pemohon, selama
belum dijatuhkan putussan atas permohonan tersebut, Apabila terhadap
surat permohonan  tersebut telah ada  jawaban  termohon, maka
pencabutan hnaya dapat dilakukan dengan persetujuan pemohon

Apabila  pencabutan surat  permohonan dilakokukan  sebelum
pemeriksaan perakta dimuolai, maka hiava pemeriksaan dikembalikan
seluruhnya kepada pemohon. Akan tetapi, apabila pencabutan surat
permohonan dilakukan setelah pemeriksaan perkara dimulai. maka dari
ava pemeriksaan dikembalikan sebagian menurut ketetapan Ketua
BAMI sebagaimana dianggapnyva pantas,
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[BﬁBV

ARBITRASE INTERNASIONAL

5.1 Pengertian Arbitrase Internasional

Selain Arbitrase nasional yang berada pada suatu Megara, juga
dikenal Arbitrase internasional vang menvelesaikan sengketa-sengketa
vang bersifat internasional. Datam Undang-Undang No. 30 Tahun 1994
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telab diator
mengenai Arbitrase internasional, terulama aspek eksekusinya, Akan
tetapl, undang-undang tersehut sama sekali tidak mengatur dan
mendefinistkan Arbitrase internasional, Pengertian mengenai Arbitrase
internasional dapat ditemukan dalam Uncitral Arbitration Eules.

UL Arbitrase tidak memuat pepgertian atau definisi mengenal
Arbitrase  internastonal.  Peraturan  yvang  diberlakukan untuk
menyelesaikan sengkela-sengketa komersial yang bersifat internasional
adalah Uncitral Arbitration Rules. Uncitral dilahirkan scbagai Resolus:
Sidang Umum PEB tanggal 15 Desember 1976, PBE telah memprakarsai
terciplanya suatu aturan Arbitrase yang berwawasan internasional dan
merupakan hal kerja dari United Nation Commission on Internasional
Trade Law, dalam penyebutan  sehari-har dikenal dengan Uncitral
Arirration Rules,

Pemerintah  Indonesia  termasuk salah satu Megara  yang
menandatangani  resolusi - dimaksud,  Dengan  demikian  Uneitral
Arbiration Rules yang menjadi lampiran resolusi sudah menjadi salah
satu sumber hukum internasional di bidang Arbitrase. Fuady™ merujuk
pada Article 1 ayat 3 dan internasional dalam arti sempit, vakini yang

Y Py, o, 2003, him. 134
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tidak termasuk dalam Arbitrase nasional negara lain, Seperti vang
dimaksud dalam model hukum  Arbicrase Uncitral, baru termasuk
Arbitrase internasional jika memenubn syarat-syarat |
g, Jika saat penandatangan kontrak vang menjadi sengketa, para
pihak mempunyai tempat bisnis di Negara vang berbeda
b Jika tempat Arbitrase sesuai dengan kontrak Arbitrase berada
di luar tempat bisnis para pihak
c. lika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak
berada & luar bismus para pihak, atau pokok sengketa saat
terkail demngfan tempat yang berada di luar Lempat bisnis para
pihak, atau
d. Para pihak dengan tegas telah menyetojui bahwa  pokok
Ppersoalan dalam kontrak Arbitrase berhubungan dengan lebih
dari salu Negara
Berdasarkan ketentuan dalam UNCITRAL Arbitration Rules tersebut,
Sudarto (2004:133) menvimpulkan, bahwa cara vang menunjuk kepada
Arbitrase dapat disebutl internasional adalah sehagai berikut -

2.L1 International Menurut Badan Arbitrasenya

Dikatakan internasional menurut Badan Arbitrasenva jika dalam klausul
para pihak memilih badan Arbitrase internasional untuk menyelesaikan
senphkela mereka, misalnva mercka vang bersengketa memilih [CS10
untuk menyelesmkan senghetanya,

312 Internasional Menurut Struktur /Prosedur

Umumnya Arbitrase internasional dilaksanakan di dalam satu negara,
Akan tetapi. adakalanva terlepas dari sistem, struktur atau proses
hukum negara di mana Arbitrase ite akan dilakukan Tata cara atau
prosedur persidangan dan lain-lainnya  dilaksanakan menurutr atau
sesuai ketentuan yang disepakati mereka  yang terlibat. Tlika mercka
sepakar untuk menggunakan struktur atau prosedur suatu badan
Arbitrase vang berada di luar negara dimana persidangan Arbitrase ini
dilaksanakan, Arbitrase ini tergolongan Arbitrase internasional.

L. Internasional Menurut Subjeknya
Suatau Arbitraxe dapat pula dikatakan Arbitrase internasional, jika
subyek-subyvek vang terkait berbeds kewenangnnva  atau  domisili,
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Contoh salah seorang subyeknya berkewarganegaraan  Inggris. Dalam
hal ini memang terjadi  hubungan  perdata internasional  yang
konseksuensinya akan berkaitan dengan penyelesaikan perselisinan
melalul Arbitrase, Arbitrase seperti ini akan tergolong sebagai Arbitrase
internasional.

2. Internasional Menurut Faktanya
Suatau  Arbitrase dapat  pula  dikatakan Arbitrase internasional
berdasarkan hubungan dengan lebih dari satu yurisdiksi badan
Arbitrase, Hal ini dapat terjadi meskipun Arbitrase diorgamsasi dan
dilaksanakan menurut hukum nasional dar suatu Negara tertentu,
Tetapi asalkan berhubungan dengan yurisdiksi badan Arbitrase dan
Megara lain (unsur asing), maka dapat tergolong Arhitrase internasional,
Svarat sahnya suatu perjanjian Arbitrase internasional agar suatu
Negara mengakui perjanjian Arbitrase tersebut diatur dalam Konvensi
Wew York 1954, Pasal [0, 1, yasitu
1. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis |
2. Perjanjian tersebut mengatur sengketa-sengketa yang terlah
timbul atau vang mungkin timbul diantara para pihak
3. Sengketa-sengketa yang  timbul tersebut  adalah  sengketa-
sengketa yang berasal dari hubungan hukum, baik vang sifatnyva
kontraktual atas hukum  sengketa-sengketa tersebut  adalab
masalah yang dapat diselesaikan melalut Arbitrase
4. Para pihak dalam perjanjian tersebut memliki kemampuan hukum
menurut hukum yang berlaku kepada mereka |
5 Perjanjian Arbitrase tersebut harus sabh menurut hukum para
pihak dan apabila tdak ada pengaturan seperti itum perjanan
tersebut harus sah menurut Negara dl mana suatu putusan
Arbitrase dibuat,

5.2 Subjek Arbitrase Internasional
Subyek hukum arau para pihak dalam Arbitrase internasional pada
dasarnva sama dengan subyek hukum pada Arbitrase nasional | vaitu

. Orang perorangan |

b, Badan-badan hukum ;

c.  Lembagadorganisasi pemerintab dan Negars
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Menurut Sudiarto "(2004:142) yang membedakan adalah jika sudah
bersifat internasional maka untuk itu para pihak yang mengadakan
interaksi atau hubungan hukum dengan orang asing tidak bisa lepas
dari ketentuan hukum  perdata  internasional,  terutama  yang
berkaitan dengan status personil (Hukum yang berlaku) bagi para
pihak tersebut

5.3 Permasalahan Dalam Arbitrase Internasional

Sudiarto ¥ menguraikan  beberapa  hal yang  disebutnya  sebagai
Permasalahn  dalam  Arbitrase  internasional,  berdasarkan  uraian
tersebut dapat diperoleh gambaran sebagaimana urasan berikut .

Hukum Yang Berlaku

Persoalan pertama adalabh Arbitrase internasional adalah menyangkut

hukum mana yang akan berlaku penyelesaian sengketa melalui abirtarse

internasional tersebut, Hal ini diketabui dalam klavsal Arbitrase yang

dibuat para pihak, apakah secara tegas menyebut adanya pilihan hukum

atau tidak.

a. Adanya pilihan hukum

Filihan hukum menckankan maksud para pihak untuk memilib
hukum suatu Negara dalam perjanjian {kontrak) vang mereka
buat. Pilihan hukum vang dimaksud adalah pilihan huokum
forma. hukum acara atau prosedur penyelesaian perselisihan,
Mlithan hukum dapat dilakukan secara diam-diam  ataupun
secara terang-terangan, Tlika pilihan hukom ditakukan oleh para
pibiak, maka hukum yang berlaku dalam penvelesaian senghketa
mereka adalal hukum pilihan para pihak tersebul,

b. Tanpa pilihan hukum
Nika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam klausula
Arbitrasenya, maka arbiter dapat memperhatikan titik taut
penentuan yang lain, seperti tempat letaknya bends, tempat
dilaksanakannva perjanjian dan tempat terjadinva perbuatan
melawan hukoum. Jika tidak ditemukan titik taut penentu, maks
harus dikembalikan kepada hukum perdata internasional, vaitu

M Sudaadto, upe o0 liken 142
= Sudharta, it hlm, 151
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dengan  penunjukan kembali (Remvoi). Akan teapi, masalah
renvoi ini merupakan masalah vang sangat rumit. Oleh kerena
itu, sebaiknya dalam klausul Arbitrase telah dilakukan piliban
hukum secara tegas dengan memilib langsung hukum materiil
vang menyelesaikan persselisthan yang mungkin akan dibadapi
oleh mereka,

¢, Badan Arbitrase yang dipilih

Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih badan Arbitrase
internasional vang akan menyelesaikan suatu sengketa adalah
merupakan lembaga hasil pilihan para pihak, Dalam memilib
lembaga Arbitrase ini biasanva para para pihak melakukan pula
pilihan yang akan digunakan untuk menyelesaikan senghketa
mereka, Misalnya memilih BAN] sebagai lembaga Arbitrasenya,
tetapi memilih hukum Inggrs yang memecahkannya senghketa
vang terjadi,

d.Prosedur Yang Dipilih

Bersamaan dengan pemilihan hukum yang akan digunakan
dalam prosedur penvelesaian sengketa, maka artinya para pihak
bebas untuk menentukan dan memilibh prosedur vang akan
digunakan sebagai cara penyelesaan perselisihan. Prosedur
tersebut menyangkut hal-hal beribout

4. Penetapan Arbitrase

. Jangka waktu persidangan

¢, Cara mengambil putusan

d.  Syarat formal dan materil putusan

e, Pelaksanaan putusan

5.4 Lembaga-lembaga Abrirtase Internasional
Beberapa langkah Arbitrase yang ada sekarang antara lain adalab :

58
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ICSID (International Centre  Ofr Settlement Of  invensment
[Misputes}

Didirikan pada tanggal 14 Oktober 1966, vang diprakarsal oleh
Wordl Bank vang berpusat dan berkedudukan di Washington
ICC (The Court of arbitration of internasional chamber of
contrersse) didirikan pada tabun 1923
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d. Londom court of intermasional arhitration (LCIA), didirikan pada
tabun 1982

e, Australia Centre for international commercinl  arbitration
(ACICA) didirikan di Australia

. Singapure International Arbitrastion {SIAC) vang dirikan tahun
raal

g, Birthis Columbin International Commersial Arbitration Centre
vang didirikan tahun 19386

b Hongkong International Arbitration Centre di Hongkong ynag
didirikan tabun 165

i China International Economic And Trode Arhitration Commlion
(CIETALC)

i 7 Vietnam Ieternatiomal Arbitration

k. The International Commercial Arbitration Court (ICAC) di Rusia,

| Lembaga arbitrrase vang bersifal regional AALCC (Asia Afrika
Legal Consultative Commite)

Bermarkas besar di New Delhi India, Pada sidangnyva di Bagdad
Tahum 1977, AALCC memutuskan langkah baiknya apabila untuk wilayah
Megara Asia-Afrika dapat didirikan enam pusat Arbitrase secara regional
vang dapat menampung dan menyelesailkan senghketa perdagangan dan
negara-negara yang bersangkulan. Akan tetapi disepakatl taraf pertama
didirikan dua pusat Arbitrase dengan ketentuan satu untuk wilayah Asia
dan satu untuk wilayah Afrika dengan menggunakan Uncitral Rules,
sehagai pedoman untuk menyelesaikan perselisihan yang diajukan
kepada mereka, Akhirnya pada Oktober 1978 di Kuala Lumpur Mabaysia
berhasil didirikan satu abitrase Centre di Kuala Lumpur vang dimaksud
untuk melayani kawasan asia. Kemudian para sidangnya lanuari 1979
didikan lagi suatau Regional Centre di Kairo untuk melayani Benua
Afrika

Dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa UL Arbitrase tidak
membuat definisi mengenai Arbitrase internasional, melamkan bhamyva
mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan arbitrase internasional
di Indonesia. Untuk memahami pengertian Arbitrase  internasonal
digunakan rujukan pada ketentuan dalam Uncitral rules Alntrase,
dimana Indonesia  merupakan  salah satu Megara  yang  lurul
mengesahkannya, Berdasarkan  Uncitral  Albitration Rules,  suatu
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Arbitrase tergolong ke dalam abitrase internasional apabila dipenuhi
svaral-syarat
a. Jika pada saat penandatangan kontrak yang memadi sengketa,
para pihak mempunyat tempat bisnis di Negara yang berbeda ;
b.  lika tempat Arbitrase sesuai dengan kontrak Arbitrase berada di
luar tempat bisnis para pibak
¢. lika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam  kontrak
berada di luar bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat
terkati dengan tempat vang berada di luar pihak bisnis para
pihak : atau
d. Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa  pokok
persoalan dalam kontrak Arbitraze berhubungsn dengan lebih
dar satu Negara
Subyek hukum atau pihak dalam Arbitrase internasional pada
daasarnya pihak berbeda dengan para pihak dalam Arbitrase nasional,
viatu orang perseorangan, badan hukum, dan lembaga organisasi dalam
Arbitrase internasional
Beberapa hal vang dianggap Permasalaban dalam  Arbitrase
Internasional, hukum yang berlaku, badan Arbitrase yang dipilih dan
prosedur yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan, Para pihak
dapat secara tegas menentukan pilihan hukum yang akan berfaku bagi
prosedur penvelesalan sengketa mereka vang ditentukan secara tegas
dalam klausula Arbitrase vang mereka buat, Jika pilihan hukum tersebut
tidak ada maka arbiter akan melihat pada titik taut penentu lainnya
untuk menentukan hukum vang berlaku, dan apabila tidak ditermikian
titik taut penentu pilihan hukum,. Maka badan Arbitrase dan prosedur
vang akan digunakan dalam penyelesaian persselisthan juga merupakan
badan Arbitrase Internasional dan prosedur hasil piliban para pihak.
Terdapat beberapa lembaga Arbitrase lnternasional, baik vang
berstatus sebagai lemnbaga arbitrase internaswonal, regional maupun
lembaga Arbitrase nasional yang dimanfaatkan dan menjadi lembaga
Arbitrase internasional. Untuk kawasan Asia, dapal menggunakan
Arbitrase Centre yang berada di Kuala Lumpur.
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[BﬂB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
NASIONAL DAN PUTUSAN
ARBITRASE ASING DI INDONESIA

6.1 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Suatu putusan Arbitrase pada dasarnya harus dilaksanakan secara
sukarela oleh para pihak bersengketa, kKhususnya pihak vang kalah. Akan
tetapi, adakalanya pihak tersebut tidak melaksanakan dengan gukarels
sesuai st putusan, Jika terjadi hal yang demikian, maka putusan
Arbitrase tersebut memerlukan bantuan pihak lain dalam  proses
pelaksanannya, Pelaksanaan putusan Arbitrase, baik putusan Arbitrase
nasional maupun putusan Arbitrase asing diatur dalam  peraturan
perundangan,

.11 Putusan Arbitrase Nasional
Sudiarto menyebutkan untuk menentukan apakah suatu putusan
arbitrase ini merupakan putusan Arbitrase nasional dapat dilibat dari
patokan sehagai berikut '
a  Faktor wilavah dimana putusan dikeluarkan Dikatakan ssebagai
putusan  Arbitrase, apabila  putusan  dikeluarkan  diwilayah
Republik Indonesia ;

“Sodiaric, ap.ci, 2HEA. o 141
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b. Rules yang digunakan untuk menyelesaikan  perselisihan
Meskipun putusan dikeluarkan di wilayah Indonesia, dan para
pihak wyang bersselisih  adalah  sama-sama  warga  hegara
Indonesia, tetapi rules vang  digunakan  rules internasional
{misalnya Rules RRC), putnsan Arbitrase ini adalah putusan
Arhitrase internasional (putusan Arbitrase asing). Jadi, suatu
putusan abirtase ini adalah putusan Arbitrase nasional. apabila
diputuskan di  wilauah  Negara  Republik  Indonesia  dan
menggunakan  rales  yang  berlaku  di  Indonesia, tanpa
mempersoalkan para pihak yang berselisib

6.1.2 Dasar hukum dan Prosedur Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional
Dasar hukunm pelaksanaan (eksekusi) putusan Arbitrase nasional
dapat ditentukan pada UU Arbitrase Pasal 59 sampar dengan Pasal 64,
Pada dasarnya putusan Arbitrase harus dilaksankaan secara sukarcla
oleh kedua belah pihak, Apabila ternyata para pihak tidak melaksanakan
dengan sukarela. maka pelaksanaan putusan Arbitrase itu memerlukan
pelaksanaan oleh instansi yang berwenang. [nstansi atau pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan putusan Arbitrase adalab Pengadilan
Negeri sebagai perangkata yudikatif., arbiter atau Majelis Arbitrase yang
mengeluarkan putusan tersebut juga tidak memiliki kewenangaan untuk
memerintahkan dan menjalankan putusan (eksekusi). Tidak wenangnya
arbiter atau  Majelis  Arititer  untuk  membuat  pernintah atau
melaksanakan eksekusi adalah karena arbiter untuk majelis Arbitrase
tersehut tidak bersifat yudisial, dan udak mempunyai perangkat juru
sita vang akan bertugas melaksanakan eksekusi
Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut dapat diketahui
tahapan atau prosedur  pelaksanaan  putusan  Arbitrase  nasional
sebagaimana uraian berikut
Tahap Pertama : Pendaftaran Putusan Arbitrase
Pasal 549 UL Arbitrase menetapkan babwa
. Dalam waktu paling lama 30 (Tiga Pulub) bari terhitung sejak
tanggal putusan dwcapkan, lembar asli atau salinan olentik
putusan Arbitrase discrahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau
kuasanva kepada Panitera Pengadilan Negeri |

2 Penyerahan dan  pendaftaran tersebut  dilakukan  dengan
pencatatan dan penandastangan pada bagian akhir atau dipinggic
putusan cleh Panitera  Pengadilan  Negeri dan arbiter atau
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khususnhya vang menyerahkan, dan catatan terschut merupakan
akta pendaftaran ;

3. Arbiter atau kuasnava wajib menyerahkan putusan dan fembar
asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada
Pamtera Pengadilan Megeri

4. Tidak dipenuhinya ketentuan mengenai  egang  wakiu

pendaftaran pada Avat (1) di atas berakibat putusan Arbitrase

tidak dapal dilaksanakan |

Semua  Mava yang berbubungan dengan  pembuatan akia

pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

£

Berdasrarkan ketentuan Pasal 59 UL Arbitrase di atas dapat
dipghami, bahwa agar suatu putusan  Arbitrase nasional dapat
dilaksanakan atau dicksekusi ketika putusan tersebut tdak dilaksanakan
secara sukarela adalah bahwa terhadap putusan itu sudah dilakukan
penyerahannya atau  pendaftarannya  kepada Panitera  Pengadilan
Megera dalam wilayah mana putusan tersebut dikeluarkan, dengan
memperhatikan - ketentuan  mengenai masa  pendalttaran, Tahapan
pendaftaran atau penyerahan pada Pengadilan  negeri ini dikenal
dengan istilah “Deponir”. Pendaftaran tersebut harus difakukan paling
lambatr 30 {tiga puluh) hari terhitung scjak tanggal putusan divcapkan,
Akan tetapt UU Arbitrase tidak menyebut dengan tegas apakah
pendaftaran harus secara tertulis atau lisa. Dengan demikian, dapat
ditafsirkan bahwa pendaftaran tersebur dapat dilakukan secara lisan
atau secara Lertulis, Permehonan pendafltaran harus difampiri dengan
lembar aslis pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya
kepada Panitera Pengadilan Negerl. Semua biava vang berhubungan
dengan pendaftaran ini ditanggung oleh para pihak, bukan oleh arbiter.
Pihak vang berkewajiban mendafarkan adalah

a. malah seorang arbiter, ataw
b. Seorang kuasa untuk dan atas nama para arbiter

Pihak yang menerima pendaftaran adalah Panitera Pengadilan
Negeri yang juga berkewajiban dan bertindak sebagai pembuat “akta
pendaftaran”  bersama-sama dengan arbiter atau  kuassanva, Akt
pendaftaran bukan berupa akta tersendinl, melainkan hanya berupa
pencatatan dan pendantanganan pada bagian  akhir dan  pinggir
putusan. Serelah dilakukan pendaftaran putusan dan dibuatkan akia
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pendaftarannya, maka putusan tersebut menjadi otentik dan dapat
dijplankan sebagaimana menjalankan putusan  perdata  Pengadilan
Negeri yang telah mempunyail kekuatan  hukum tetap. Perangkal
pelaksana putusan tersebut adalah Juru Sita Pengadilan Negeri.

Ketentuan mengenai pendaftaran schagaimana diatur dalam Pasal
59 UL Arbitrase ini. memiliki perbedaan dengan ketentuan vang
terdapal padaa Pasal 17 dan 18 Peraturan Prosedur BANI. Menurut Pasal
17 dan 18 peraturan prosedur BANE dalam suatu putusan Arbilrase
dapat ditetapkan suatu jangka waktu vang harus dilaksanakan secara
sukarela oleh para pihak, terutama untuk pihak yang dikalahkan, Apabila
tenggang waktu vang telah ditetapkan tersebut berakhir dan putusan
Arbitrase tilak dilakssnakan secara sukarela, barulah Ketua BANI akan
menyerahkan putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negerl vang
berwenang  untuk  menjalankanoya. Selamjutnya  Ketua  Pengadilan
Megeri akan mendaftar dan membuat fle eksekusi putusan Lesebut.
dengan cara membuat suatu catatan di kepala putusan Arbitrase yang
berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
Dengan fiat eksekusi seperti ini, putusan Arhitrase tersebut sudab dapat
dijalankan sebagaimana menjalankan putusan Pengadilan Negeri. Tadi,
UL Arbitrase akan menetapkan telang rentang waktu pelaksanaan
secara sukarels, sedany peraturan prosedur BANI mengatur hal
tersehut. UL Arbitrase hanya menetapkan wakto untuk melaksanakan
pendaftaran, vaitu 30 (tiga puluh) han sejak putusan divcapkan, dengan
tilak menunggu apakah ada atau tidak pelaksanaan putusan secara
sukarela oleh para pihak, Akan tetapi, peraturan prosedur BANI justru
menetapkan jangka waktu pelaksanaan secara sukarcla itu, dan barulah
diserabikan kepada  Pengadilan Negeri pabila pelaksanaan secara
sukarela itu tidak dilakukan.

Tahap Keduo 0 Permohonan Pelaksanaan Putusan  (Eksckusi)
Makna/pengertian cksckusi adalabh permohonan kepada  ketua
Pengadilan Negen agar dikeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan
Arbitrase (Sudiarto, 2004:166), Meskipun dalam UL Arbitrase tidak
diatur mengenal rentang wakiu pelaksanaanputusan secara sukarelam
akan tetapi dalam Pasal 61 UL Arbitrase ditegaskan, dalam hal para
pihak tifak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarcla, maka
putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri
atas permohonan salah satu pihak yany bersengketa. ladi, UU Arbitrase
member peluang kepada pihak vang menang unluk  mengajukan
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permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan dalam wilayah putusan
Arbitrase tersebut diputus. Putusan Arbitrase tersebul akan diberikan
dalam tenggang waktu paling lama 30 ({tiga pulub) hari setelah
permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri,

Tahap Ketiga : Pemeriksaan Terhadap Putusan Arbitrase oleh
Ketwa Pengadilan Megeri  Sebelum  memberikan  surat perintah
pelaksanaan, Ketua Pengadilan Megeri berwenang untuk memeriksa sah
tidaknya putusan Arbitrase tersebut. Dikategorikan sebagal putusan
vang sah adalah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 UL Arbitrase, serta
tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Akan
tetapi dalam hal imi Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasa atau
pertimbangan dati putusan Arbitrase tersebut dapat diketahui bahwa
putusan Arbitrase vang sah adalah apabila

a.  Penyelesaian sengketa tersebut memang disepakati para pihak
untuk diselesaikan melalui Arbitrase ;

b, Putusan vang dimintakan eksekusi tersebut adalah Arbitrase yang
menurul hukum dan peraturan perundang dikuasai sepenubnys
oleh para pihak

Pemerikssan Ketua Pengadilan Negeri terhadap putusan  arbiitrase
vang bertguan untuk mengetahw apakah putusan Arbitrase itu sah
atau tidak adalah bukan berarti st merupakan pemeriksaan tingkat
banding, karena

g, Putusan Arbitrase itu bersifat final and binding, sehingga tidak
dapat digjukan banding, kasasi atau peninjavan kembali {Pasal 60
ULl Arhitrase)

b, Menurt  ketentuan Pasal 62 Avat 4 UL Arbitrase, Betua
Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan
dari putusan tersebut

Ketua Pengadilan Neperi tidak berwenang dan udak pula berhak untuk
H]E[igﬁ“‘ﬂﬁ.l .

a4, Proses pemeriksaan dan meneliti cara pengambilan putusan
majelis Arbitrase

b.  Perilaku dan tindakan para arbiter dalam memeriksa perselisihan

¢, Pada dasarnya pemeriksaan terhadap putusan Arbitrase tersebul
hanya bersifat, formal karena Ketwa Pengadilan Negeri tidak
berwenang memeriksa maten pulusan
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Dalam  hal putusan  Arbitrase tidak memenubi persyaratan
tersebut, maka Ketua Pengadilan Megenn menolak  permohonan
pelaksanaan ckscekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negen
yang berisi penolakan terhadap permohonan eksekusi itu tidak dapat
digjukan upaya hukum apapun.

Tahap Ke Empat  Pembuatan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan
(Fksekusi) Apabila Ketua Pengadilan Negeri telah selesai melakikan
pemeriksaan terhadap putusan Arbitrase yang dimintakan pelaksanaan
eksekusinya, sedangkan hasil pemeriksaan tersebut ternyata putusan
Arbitrase tersebut adatah sah, maka Ketua Pengadilan Negeri segera
membuatkan perintah pelaksanaan putusan atau perintah eksekusi {fat
eksekusi). Perintah Ketua Pengadilan Negeri terscbut ditulis pada
lemnbar asli dan salinan otentik putusan Arbitrase yang dikeluarkan,

Putusan Arbitrase vang telah dibububi perintah Ketua Pengadilan
Negeri dilaksanakan sesual ketentuan pelaksanaan  putusan dalam
perkara perdata vang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Wamun, dalam  pelaksanaan  putusan Arbitrase  ami sering
mengalami hambatan, misalnya untuk melakukan eksekusi terhadap
benda ynag disita terhadap hak ketiga berupa tanggungan. Jika hal i
terjadi maka pihak ketga tersebut dapat mengajukan perfawanan,
dengan cara mengajukan permohonan, baik secara lisan maupun secara
tertulis  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri dalam wilayah  hukum
penvitaan dilakukan menurut Retnowulan (1989:1976), perlawanan ini
akan diperiksa oleh pengadilan negeri setelah mendengar kedua belah
pihak untuk kemudian diputuskan. Perlawanan pthak ketiga ini pada
asasnva tidak menangguhkan cksekusi itu sendirl. ketua Pengadilan
Megeri bebas untuk menentukan apakah eksekusi terus dijalankan atau
ditangguhkan,

6.2 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia
6.2.1 Putusan Arhitrase Asing

Harahap® mengutip ketentuan Pasal 1 Ayat (I} Konvensi New
York 1958, yang dimaksud putusan Arbitrase asing {menurut konvensi
ini) adalah putusan-putusan Arbitrase yang dibuat di wilayah Negara
lain dan Megara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan
cksekusi  atas putusan Arbitrase yang bersangkjutan (mad in the

b Wabaa Harghap, apooif, HHIE kime 21
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tervitory of states toher than the states where the recognationand
enforcement of such awards are sought). Dalam Pasal 2 Perma Nod
Lahun 1990, vang dimaksud dalam putusan Arbitrase asing adalah
putusan  vang dijatubkan oleh suatu Badan  Arbitrase ataupun
persearangan di luar wilayah hukom republic Indonesia, ataupun suatu
putusan Badan Arbitrase maupun arbiter perorangan vang menurl
ketentuan Hukum Republik Indonesia dianggap suatu putusan arbirase
asing berkekuatan hukum tetap sesuai Keppres Mo, 34 Tahun 1981,

UL Arbitrase tidak mengenai istilah putusan Arbitrase ASINgE,
telapl menggunakan istilah putusan  Arbitrase internasional,  yailu
putusan vang dijatuhkan oleb suatu lembaga Arbitrase atau arbiter
perscorangan diluar wilayvah hukum republic Indonesia, atau putusan
suatu lembaga Arbitrase atau asrbiter perorangan yang menurt hukum
Republik  Indonesia  dianggap sebagai  suatu  putusan  arhiter
mternasional. lika diperbatikan, istilah putusan Arbitrase asing dengan
putusan Arbitrase internasional dikonsepkan dalam PERMA No. 1 Tahun
19890 dan UL Arbitrase ternyata memiliki persamaan, Jadi, menvebit
wtilah putusan Arbitrase asing dalam tulisan ini artinya Arhitrase
internasional,

6.2.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Abitrase Asing
I Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang pengesahan
konvensi New York 1958

Agar sualu Arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesaia maka
putusan Arbitrase asing tersebut harus mendapat pengakuan dari
Pemerintah Republik [ndonesia. Dasar hukum bagi pengakuan suatu
putusan arbitrase asing i Indonesia adalal Keputusan  Presiden
(Keppres) No.o 34 Tabun 981", Lembaran Negara tahun 1981 Na. 40
tanggal 5 Agustus 1981 Keppres tersebut  adalzh mengesahkan
convention on the recogrition and enforment of foreign Arbital award
vang dikenal dengan New York Convention (Konvensi New York 1958
Melalul Keppres No. 34 Tabun 1981 ini, pemerintah BI telah menarik
konvensi New York 1958 ini ke dalam sistemn tals hukum nasional,
sehingga konvensi New York menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dart tata hukum Indonesia. Merujuk pada buku Arbitrarse, Yahya

¥ MY ahya Hasabug, Aeburrase Juksms Himar Clraliks, 2001
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Harahap™, berikut ing disajikan beberapa hal pokok yang diatur dalam
konvensi New York

@, Arti Putusan Arbitrase Asing

Pengertian Arbitrase asing dalam konvenst New York 1958, diatur
dalam Pasal 1 ayat 1, putusan Arbitrase asing adalah putusan-putusan
yang dibuat di wilavah Negara lain dari Negara dimana dminta
pengakuan atau pelaksanaan cksehkusi alas potusan Arbitrase vang
bersangkutan. Berdasrkan Pasal | avat 2 konvensi New York, yang
termasuk putusan Arbitrase asing bukan hanva putusan-putusan vang
dijatuhkan olch badan Arbitrase ad-hoc melainkan mencakup juga
peraturan vang dijatuhkan olech badan Arbitrase ynag bersifal Permanen
atau lembaga Arbitrase.

Merujuk pada ketentuan tersebut dapat diketabui syvarat utama
putusan Arbitrase asing adalah dibuat diluar Megara dari Megara yang
diminta pengakuan dan eksekusi, Syarat lain untok menentukan suatu
putusan Arbitrase asing adalah putusan Arbitrase asing dimana putusan
tersebut barus mengenai perselisihan vang timbul antara persecrangan
atau badan hukum. Dalam hal ini factor perbedaan kewenangan adalah
bukan suatu hal vang mutlak. Artinyva tdak mesti persengketaan terjadi
antara dua pihak vang saling berbeda kewarganegaraan. Sengketa dapat
terjadi antara  perseorangan atau  badan  hukum vang  memiliki
kewargancgaraan  vang  sama, akan  tetapi mercka  sepakat
persenghetaan diselesaikan olch badan Arbitrase luar negeri. Dalam
kasus seperti itu, putusan yang dihasilkan merupakan putusan Arhitrase
asing

Contoh kasus

Dua  pengusaha Indonesia mengadakan  perjanjian dagang. Dalam
perjanjan dicantumkan klausula vang menegaskan segala perselisihan
vang timbul dalam perjanjian akan diselesaikan dengan [CC Rules
iInternationalf Chamber of Commerce) di Paris. Dengan dicantumbkannya
klausul sepertn itu, artinva jika terjadi perselisinan diantara mereka
maka penyelesaian melalui 1CC di Paris. Jika terhadap kasus tersebut
dijatuhkan putusan oleh 1CC di Pars maka putusan tersebut dikatakan
sebagal putusan Arlntraser asing,

* Itbedf, hlbm 2134
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Sehaliknya, jiks suatu putusan Arbitrase diambil dalam suatu
wilavah negara, tetapi putusan tersebut didasarkan atas suatu kanvensi
internasional, maka putusan tersebut juga disebut sebagal putusan
Arbitrase asmg.

b. Asas Resiprositas

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) konvensi New York [958,
pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase asing adalah menganut
asas “resiprositas” atau reciprocity. Artinya, penerapan pengakuan dan
pelaksanaan cksekust putusan Arbitrase asing dalam suatu Negara dan
vang bersangkutan telah ada lebih dahulu diterapkan apabila antara
Megara peserta Konvens: New York 1958 dapat menolak pengakuan dan
pelaldanaan cksekusi pulusan Arbitrase asing yang dimintakan satu
negara, apabila pegara yang meminta tidak mempunyai hubungan
hilateral dengan negara vangdiminta, fadi, ketentuan dalam Konvensi
New York 1958 ini tidak belaku secara universal. Deklarasi terhadap asas
resiprositas ini, dilakukan oleh setiap negara yang bersangkutan tidak
mendeklarasikan asas resiprositas ini, maka dianggap scpenuhnya
mengakui dan melaksanaka Arbitrase asing secara universal.

Bagaimana ¢dengan  sikap  pemerintah  Indoesia  terbadap
penerapan asas resiprositas ini ¢ sikap pemerintah Indonesia secara
mutlak memperiahankan asas resiprositas, vang ditegaskan dalam
Lampiran Keppres Mo, 34 Tahun 1981 Dalam  lampiran tersebut
dicantumbkan pernvataan atau decleration yang menegaskan penerapan
konvens: New York 1958 di Indonesia didasarkan asas resiprositas

¢, Pengakuan Hanya Terbatas Pada Putusan Arbitrase Asing
Mengenai Sengketa Dagang

Merunjuk pada ketentuan Pasal | ayat (3) konvenst New York
1958, dapat diketahui bahwa Negara peserta diberi kebebasan untuk
membatasi lingkup sengketa vang putusannya akan diakui dan dapat
dilaksanakan datam negara bersangkutan, Ketentuan Pasal 1 ayat 3}
Konvensi New York 1858 ini ditegaskan lagi pad abagian note konvensi,
hahwa pada umumnya paranegara peserta konvensl New York
membatas:  menaklivkan diri terhada pengakuan dan  pelaksanaan
putusan Arbitrase asing, sepanjnag mengenai persengketaan perjanjian
bisnis dan perdagangan.
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Untuk Indonesia, masalah perbatasan lingkup sengketa arbitras
asing yang akan diakur dan dilaksaakan di Indonesia secara tegas
dinvatakan dalam Lampiran Keppres No. 34 Tahun 1981 yvang dalam
kalimat terakhirnya menvatakan, pelaksanaan penerapan  konvensi
hanya terbatas mengenai perschisthan yang tmbul secara sah dari
perfangian  yang berkepaan dengan  bidang Hukum  Perdagangan
menurut hukum Indonesia. Pernvataan itu telah diungkapkan pada saat
ratifikasi melalui Keppres No, 34 1981, sehingga pemerintah Indonesia
hanya terikat untuk mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase
Asing dalam bidang perdagangan menurut Hukum Indonesia. Cleh
karena itu, untuk menilai apakah putusan tersebut mengenai bidang
perdagangan atau bukan, digunakan sebagai rujukannya adalah Kitab
Undang-undang Hukum Dagang.

d. Klaosula Arbitrase Harus Berbentuk Tertulis

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayvat (1) Konvensi New Yowrk
1958, dapat diketahui apa agar putusan Arbitrase memiliki landasan
hukum untuk diakui dan dilaksanakan maka perjanjan Arbitrasenya
harus dibuat secara tertulis. Dalam Pasal 1 avat (1) Konvensi New York
ini dijumpai kata-kata an agreement in oawiriting, jadi, menunt
ketentuan pasal tersebut kausula atau perjanjian Arbitrase harus dibuat
secara tertulis dan tidak dibenarkan membuoat perjanjian Arbitrase
secara lisan. Kemuodian pasal 11 Avat (2) Ronvensi Mew York 1958
memperluas pengertian tertulis tesebut, vaitu meliputi klausula yang
dimuat dalam perjanjian pokok, serta meliputi dalam perjanjian yang
terpisah dengan penanjian pokok, serta meliputi perjanjian yang
termuat dalam pertukaran surat menyurat antara keduoa belah piak,
maupun  portukaran telegram vang  berisi persetujuan perjangian
Arbitrase

e. Arbitrase Memiliki Eompetensi Absolut

Merujuk pada ketentuan Pasal [1 Avat (3) Konvensi New York 19568,
dapat diketahui bahwa klausula atau perjanjian arbitras vangdibuat
seara tertulis memberika kewengan secara absolut kepada Arbitrase
untuk menangani sengketa. Artinya, jiks terhadap suatu perjanjian
dimuat suatu klausula Arbitrase atau dibuatkan secara terpisah suatu
perjanjian Arbitrasenva, kemudian dalam pelaksanaan perjanian itu
terjadi senghketa tersebut antara kedua belah pihak, maka kewengan
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untuk menyelesaikan senghketa tersebut secara absolut pada Arbitrase,
Melalui Pasal 11 Avat 3 konvensi ini juga setiap negara peserta konvensi
diberi peringatan agar badan peradilannya menolak senghketa yang
diminta untuk diselesaikan jlka ternvata terhadap sengketa tersebut
dibuat suatu klausul atau perjanjian Arbitrase. Kewengan absolut dari
Arbitrase ini, baro dapat disingkirkan apabila
a,  Perjanjian Arbitrase vang dibuat para pihak batal demi hukom
{rali and void), atan
b Perajian v sendin  tidak  mungkin  dilakukan  (inoperatioe
mcapable of being performed)

Dengan demikian, jika diperlihatkan maka konvensi ini menganut asa
pactit sunt serpando, dimana menurut  doktnin oni bahwa  setap
perjanjian yvang sah adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya,
Jadi, sekali mereka memilih untuk menvelesaikan senghketa melalui
Arbitrase maka artinya pernyataan atau perjanjian tersebut tidak dapat
ditarik  kembali dan  penvelesaian sengketa  sepenunva menjadi
kewenagan Arbitrase. Praktek peradilan di Indonesia mengikutialiran
pacta sun serpanda’

. Putusan Arbitrase Final and Binding
Dalam Konvensi New York 1958 Pasal 1, juga ditegaskan setkiap negara
preserta konvens: harus mengaka putusan Arbitrase

a,  Schagai putusan yang mengikat atau binding dan final, serta

Harus melaksanakan eksekusi menurut aturan hukum acara yang

berlaku dalam wilayah negara dimana putusan Arbitrase vang

bersangkutan dimohon eksekusi,

Tadi, konvensi menganggap bahwa setiap putusan Arhitrase asing
harus diakui vang final dan mengikuti, Artinya terhadap  putusan
tersebut tidak dibuka kemungkinan untuk banding dan kasasi, dan oleh
karenanya maka putusan Arbitrase sama halnya dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oleh karena
ftu, putusan Arbitrase dengan sendinnya memiliki kekoatan untuk
melaksanakan  memiliki  kekuatan  eksekutonial  Pelaksanaan  atau
eksekusl putusan  Arbitrase asing mepurat Konvensi New  York,

) Yahea Harshapap.or., 1WA him 7
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dilaksanakan menurut hukum acara perdata dimana  putusan ini
dimintakan cksckusinya,

g Eksekusi Tunduk Pada Asas Lis Sanguinis

Konvensi Now York meganut asas uis sanguinis atau the personal
principle atau asas personalitas, sering disebut juga asas wilaah atau
asas kedaershan dalam rangka mengakui dan melaksanakan putusan
Arhitrase asing™. Asas ini yangmengajarkan bahwa hukum dcara yang
akan digunakan dalam suatu proses pelaksanaan putisan Arbitrase
asing adalah acara perdata di negara mana putusan arbitrase asing
tersebut dimintakan eksekusinya, Jadi. menurut Konvensi New York,
hahwa hukum acara yang digunakan dalam cksekusi Arbitrase asing
adalah menggunakan hukum acara perdata di negara di mana sengketa
terschut diselesaikan.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Konvensi Mew York ini, jika
suatu putusan Arbitrase asing ini dimintakan eksekusi i Indonesi,
maka hukum acara yang berlaku adalah ketentuan dalam HIR Pasal 195-
224,

h. Dokumen yang dilampirkan pada permohonan pengakuan
eksekusi
Menurut ketentuan Pasal IV ayat (1) Konvensi NMew York permohonan
eksekust Arbitrase asing harus dilampiri -
i Putusan asli Arbitrase, atau salinan (copy) vang telah diserahkan
secara sah resmi sesuai dengan ashinya
2, Sural perjanjian yang ashi, atau salinannya telah disahkan secara
TSl
3. Jika putusan atau  perjanjian  tersebut belum  dibuat
terjernahannya, maka harus  dibuatkan terjemahannya  oleh
penerjemah yang diangkat sumpahnya untuk itu, oleh badan
resmi, pejabat diplomatik atau pejabat konsuler

i, Penolakan Eksekusi
Pada dasarnya konvensi mengatur bahwa putusan arbitrase itu bersifat
self execution, artinya setiap ada permintaan pengakuan dan vkeskusi

¥ Feans Henda Winara, Hukem penyelesain sengketa, arhirmase nassonal dan imemasivial. st
sin:n|||_lr.l.|'r:l..lu 001,04
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terhadap suatu putusan Arbitrase dari suatu negara kepala negara lain,
maka negara dimana eksekusi Arbitrase itu dimintakan pengakuan dan
pelaksanannya  harus  mengakui  dan melakzanakannya.  Namun
demikian, konvensi tetap memberikan peluang bagi suatu negara untuk
menola pelaksanaan Arbitrase asing,
Alasan-alasan penolakan diatur secara limitatif dalam Pasal V ayat
(1) konvensi yang berupa alasan formal yaitu -
1, Perjanjian Arhitrase tdak sah, yaitu ditinpau menurot hukum yang
berlaku para pihak tidak berwenang membual perjanjian ;
7. Salah satu pihak tidak diber kesempatan yang wajar untuk
membela dan mempertahankan kepentingannys ;
3. Putusan vang dijatuhkan tidak sesoal dengan penugasan yang
diberikan kepada Arbitrase ;
4, Pengangkatan arbiter menyimpang dan tidak sesvai dengan hal-
hal yang telah diatur dalam perjanjian :
Putusan tersebut belum mengikat atau not bindimy, atau putusan
tersebut  telah  dikesampingkan,  maupun telah ditunds
eksekusinya oleh pengadilan di negara mana putusan disjukan

L
v

i samping itu, dalam konvens: juga diatur alasan secara materiil
untuk melakukan penclakan terhadap permobonan pengakuan dan
eksekusi putusan Arbilrase asing, yaii

a. Masalah yang disengketakan, menurul bukum dari negara
ditempat mana permohonan diajuksn, tidak boleh diselesaikan
melalui Arbitrase |

b, Pengakuan dan eksekusi putusan Arbitrase tersebut  akan
menimbulkan pertentangan dengan ketertiban umum atau publik
orider

6.3 . Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. Tahun 1980
6.3.1 Alasan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 1950

Secara singkat pembahasan mengenai Keppres No. 34 Tahun 1981
telah disinggung di bab rerdabulu. Isi Keppress adalish tentang ratifikas:
Konvensi Mew York 1958 scbagai salah satu dasar hukum  bagi
pengakuan dan pelaksanaan Arbitrase asing di Indonesia. Sebagai tindak
lanjut dari Keppres No, 34 Tahun 1981, dikeluarkanlah peraturan
Mahkamah Agung Mo, 1 Tahun 1991, pada tanggal 1 Maret 1990
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{Selanjutnva disebut Perma Mo, 1/1980) tentang tata cara pelaksanaan
putusan  Arbitrase asing, Dikeluarkannva PERMA No. 171990 ini
didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

a. Bahwa dengan disahkannva cnovention on the recgnation and
enforcement of forewgn aebiral award {(New York Convention 1958)
dengen Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 dipandangperiu
untuk menetapkan peraturan tentang cara pelaksanaan dan suatu
putusan Arbitrase asing

b, Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata  Indonesia  tidak
memuat  ketentuan mengenai  pelaksanaan  suatu putusan
Arbitrase asing

c. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menuangkan
ketefituan tentangacara pelaksanaan suatu putusan Arbitrase
asing

Memperhatikan dasar pertimbangan di atas dapat dipahami,
bahwa dikelusrkannya Perma No, 1/1990 ini adalah dalam rangka
memben pengaturan mengenai tata cara melakukan eksekusi Arbitrase
asing, karena dalam Keppres No. 34 Tahun 181 dan HIR/RBg sebagai
hukum acara perdata Indonesia tidak memuat ketentuan mengenal lata
rara pelaksanan putusan Arbitrase asing. Dalam prakiek, schagaimans
dikemukakan Harahap (2003:31), bahwa pelaksansan putusan Arbitrase
asing di Indonesia masih sering menemui kendala dan kandas di
pengadilan.  Berbagai  keluhan  ditunjuk  dan disampaikan  kepada
pengadilan, tetapi tidak mengubah sikap dan tetap menolak pegakuan
da pelaksanaan atau eksekusi abitrase asing. Alazsan pengadilan untuk
mengadakan pengavan atau pelaksanaan putusan Arbitrase asing adalah
meskipun sudah ada Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang pengakuan dan
pelaksanaan putusan Arbitrase asing, namun sejauh ini belum ada
peraturan  pelaksanaan mengenai tata cara  pelaksanaan  putusan
Arbitrase asing tesebut, Itulah antara lain vang menjadi  alasan
dikeluarkannya Perma No. 1/1990 ini.
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6.3.2 Putusan Arbitrase asing yang dapat diakui dan dilaksanakan di
Indonesia menurut Perma No. 1 Tahun 19390
Menurut ketentuan Pasal 2 Perma No,1/1990%, putusan Arbitrase
asing adalah putusan vang dijatuhkan oleh suatu badan Arbitrase atau
arbiter perorangan di luar wilayah Republik Indonesia, atapun suatu
badan putusan badan Arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap
sesuai dengan Keppres No, 34 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1581
No 40 Tangeal 5 Agustus 1951, Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3
Perma Mo, 1/1990, putusan Arbitrase asing hanya diakui dan dapat
dilaksanakan di wilayah Hukum Republik Indonesia apabila memenuhi
syarat sebagal berikut
1. Putusan ini dijatubkan oleh badan Arhitrase ataupun arbiter
ferorangan dlisuatu negara vang dengan MNegara  Indonesia
maupun bersama-sama dengan Negara Indonesia tenkat dalam
suatu  komvensi  internasional  perihal | pengakuan serta
pelaksanaan didasarkan atas asas umbal balik (resiprositas) |
Putusan-putisan Arbitrase asing tersebut dalam avat (1) di atas
hanyalah terbatas pada putusan yang menurul ketentuan hukum
Indonesia termasuk dalam lingkup hukum dagang |
Putusan-putusan Arbitrase asing dalam ayat | tersebut di atas,
hanya dalam dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-
putugan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum ;
4. Suatu putusan Arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia
setelah memperoleh Exequator dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia

[

L]

6.3.3 Tata Cara permohonan untuk memperoleh Exequatur menurat
Perma No. 1,/1990
Mengenai tata cara mempercoleh exeguatot diatur dalam Pasal 5 PERMA
Mo, 1190, vaitu meliputi langkah-langkah berikut ini
a. Pendaftaran (deponir) permohonan untuk  eksekusi  putusan
Arbitrase asing di Kepamteraan Pengadilan Negeri lakarta Pusat,
sesuai tata cara yang berlaku menurut Pasal 377 HIR 705 RGb
b, Dalam waktu selambat-lambatnyva 14 (Empat Belas) hari sejak
diteirmanya permobonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri,
Ketua Pengadilan Megeri mengirim berkas permohonan eksekusi

* Frans Hemdm Wimarty, s, 50
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putusan Arbitrase asing tersebut kepada Panitera/Sekretaris

Jenderal Mahkamah Agung untuk memperoleh exequato. dengan

meliputi

. Asli putusan atau tutunan putusan Arbitrase asing yang telah
diotentifikasi sesuai dengan perihal otentifikas: dokumen-
dokumen asing, serta naskah terjemahan aslinva  sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku dh Indonesia ;

2. Asli perjanjian atau turunan perjanjian yang menjadi dasar
putusan  Arbitrase asing vang telah diotentifikasi  sesuai
dengan ketentuan perihal otentifikasi dokumen-dokumen
asing, serta naskah terjemah asfinya sesuai ketentuan bukum
yvang berlaku di Indonesia ;

3. E'Zrtrrr::lng:in dari perwakilam diplomatic Indonesia di negara
mana putusan  Arbitrase  asing  itu diberikan,  yang
menvatakan bahwa negara pemohon terikat secara bilateral
dengan Negara Indonesia ataupun terikat secara bersama-
sama dengan MNegara Indonesia dalam suatu konvensi
internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan suatu
putusan Arbitrase asing

. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perma Mo, 171990

1. Exequator diberikan Ketua Mabkamah Agung atau Wakil
Botua Mahkamah Agung atau Ketua Muda Bidang Hukum
Perdata  tertulis - vang  dibert wewenang  oleh Ketwea
Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung

& Exeguator tidak akan diberkan apabila putusan itu nvata-
myvata bertentang dengan sendi-sendie asasi dari seluruh
sistem hukum dan masyarakat Indonesia (Ketertiban Limum)

Berdasarkan ketentuan Pasla 4 dan Pasal 5 Perma Mo, 171990 di
atas dapat dipahami, bahwa untuk mengaukan permohonan eksekusi
putusan Arbitrase asing kepada Mahkamah Agung harus terlebih dahulu
mendaftarkan permohoan tescbut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri,
Permohonan terscbut harus melampirkan dokamen-dokumen sesuai
dengan Pasal 5 tersebut di atas. Kemudian dalam waktu selamat-
lambatnya 14 (cmpat belas) hari sejak diterimanya permohonan ke
Panitera /Sekretaris Tenderal Mahkamab Agung. Perintah eksekusi
fexequator) akan diberikan Ketua Mahkamah Aguny atau Wakil Ketoa
Mahkamah Agung atau Ketua Muda Bidang Hukom Perdata tertulis
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dibert wewenag atau oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua
Mahkamah Agung, dan exequator tidak akan diberikan apabila putusan
itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi dan selurub
sistern hukum masvarkat Indonesia (ketertiban umum). Dalam hal ini,
PERMA NO. 11990 tidak mengatur mengenai tenggang waklu yang
digunakan oleh Mahkamah Agung sampas dikeluarkannya perintah
eksekusi tersebut.

64 Tata cara dan pelaksanaan putusan Arbitrase asing menurut

Perma No.1,/1990

Menurut ketentuan Pasal 6 Perma No_ 1,/1990, setelah Mahkamah
Agung memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya
diseratban kepada Penpadilan  Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal
pelaksanaan putusan harus dilakukan di daerah hukum lain dari daerah
hukum Pengaditan Jakarta Pusat maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusal
meneruskannya  kepada  Pengadilan  Megen  vang  secara  relativ
berwenang melaksanakannya sesuai dengan  ketentuan  Pasal 1595
HIR /206 {2) RBg, Sita eksekutorial dapat dilakukan atas harta kekayaan
serta barang-barang milik termojon cksckusi. Tata cara penyitaan serla
pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan oleh
HIR/REg.

6.5 Asas-asas dalam Perma No. 1/1990

Telah dijelaskan bahwa Perma Mo, 11999 merupakan peraturan
pelaksanaan dari Keppres No. 34 Tahun 1981 mengenai pengakuan dan
peluksanaan Arbitrase asing di Indonesia, karena dalam Keppres No. 34
Tahun 1981 yang meratifikast Konvensi New York tidak  diatur
hagaimana cara pelaksanaan peraturan putusan Arbitrase asing di
Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana halnya dengan Keppres No. 34
Tahun 1981 vang didalamnya memuat asas-asas pengakuan  dan
pelaksanaan putusan Arbitrase asing, ternyata dalam Perma No. 1/1550
juga memuat asas-asas dalam pelaksanaan Arbitrase asing di Indonesia
sebapgaimana diuratkan berikut:
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1. Asas Executorial Kracht

Asas executortal kracht” dapat kita jumpai pada ketentuan Pasal 2
Perma No. 11990 vang menganggap suatu putusan Arbitrase asing
schagm putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Dengan demikian, setiap putusan Arbitrase asing menurut Perma No.
LAGD adalah memiliky kekuatan eksekutorial, dan oleh karenanya
mempunyal kekuatan mengikat untuk dilaksanakan, Atau dengan kata
lain, setiap putusan Arbitrase asing vang kedudukannyva sama dengan
putusan pengadilan vang memiliki kekuatan hukum tetap adalah harus
diakui keabsahannya oleh karenanva harus dilaksanakan atau harus
dijalankan. Asas vang dianut oleh Perma No. 11990 ini sejelan dengan
asas final and binding vang dianut dafam Konvensi New York,

Faladpun  terbadap putusan Arbitrase asing tersebut  akan
digjukan penolakannya untuk diakui dan dilaksanakan, maka penolakan
tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan penolakan pelaksanaan
putisan Arbitrase asing sebagaimana diatur dalam Komnvensi New York
1958.

1]

2. Asas Resiprositas

Azas |'esi|}r'mitas'" vang dianut Konvensi New York 1958 juga
ternvala dianul dan diambil, sepenuhnva oleh Perma Noo 11990
sebagmmana dianut dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), putusan Arbitrase
asing hanva akan diakw dan didaksapakan di Indonesia  apabila
memenuhi svarat bahwa putusan dijatuhkan oleh suatu negara yang
dengan Negara Indonesia maupun bersama-sama dengan [ndonesia
terikat dalam suatu konvens: international perihal pengakuan serta
prlaksanaan didasarkan atas asas timbal balik [resiprositas).

Ferdasarkan pada asas resiprositas ind, artinva tdak semua
putusan arbitrasac asing dapat diaku dan dijalankan  dilndonesia,
Putusan Arbitrase asing yang dapat diakai dan dijalankan di Indonesia
adalah putusan Arhitrase asing yang dijatubkan oleh suatu negara yang
dengan Negara Indonesia maupun bersama-sama dengan Indonesis
terikat dalam suatu konwvensi internasional perihal pengakuvan serta
pelaksanaan didasarkan atas asas timbal balik (Hesiprositas)

“ M. ¥ahyn Marahap, 34 apciw
g 25
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3. Asas Pembatasan™

Sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi New Yark 1958, dalam
lampiran Keppres No. 34 Tabun 1981 pada kalimat terakhir menegaskan
bahwa pelaksanaan penerapan konvensi hanya Lerbatas mengenai
perselisihan yang timbul  secara sah dari perjanjian yang berkenaan
dengan  bidang Hukum perdagangan menurut Hukum  Indonesia,
Kemudian dalam Perma Noo 11990, hal tersebut ditegaskan kembali
dalam ketentuan Pasal 3 Avar {2) bahwa putusan-putusan Arbitrase
asing yang dapat diakm dan dilaksanakan i Indonesia bhanyalah
terbatas pada putusan-putusan yang menurul ketentuan hukum
Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang.

4. Asas‘Ketertiban Umum®™

Dalam Konvensi New York 1958, asas ketertiban umum dimnat
dalam ketentuan mengenai alasan penolakan materil untuk mengakui
atau melaksanakan putusan Arbitrase asing, karena pada dasarnya
menurut Konvens: New York 1858 suatu putusan Arbitrase asing dapat
ditolak  pengakuan  dan  pelaksanaannya  jika  akan  menimbulkan
pertentangan terhadap ketertiban umum, Kemuadian dalam Perma Mo,
1 /1990 hal mengenai ketertiban umum ini diatur dalam Pasal 3 Ayat {2),
bahwa putusan Arbitrase asing dapat diaku dan dijalankan di Indonesia
terbatas pada putusan-putusan Arbitrase asing vang tidak bertentangan
dengan ketertiban nmum.

Sesuatu dianggap bertentangan dengan ketertiban umum i
memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut Harahap™ secara umum
batasan pengertian yang hampir disepakati mengenai makna dan
paham ketertiban umum adalah bahwa sesuatu dianggap bertentangan
dengan ketertiban umum pada suatu lingkungan (Negara} apabila di
dalamnya terkandung suatu hal atsu keadaan yang bertentangan
dengan  sendi-sendir  dan  nilai-nilae asasi sistem hukum dan
kepentingan  nasional suatu negara, Ditegaskan lebih fanjut  aleh
Harahap™ (2003:39), hal lain yang harus diperhatikan adalah vang
menjadi patokan tentang ada atau tidaknya unsur melawan ketertiban

= Bl 37
" Bid 1%
8 Y ahys [larahap, 200538
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umum suatu putusan Arbitrase asing, penilaiannya adalsh keteruban
umum nasional negara tempat dimana permintaan eksekusi diajukan.
lika putusan Arbitrase asing dmmtakan eksekusinya di Indonesia, maka
vang menjadi patokan untuk menilai apakah putusan Arbitrase asing itu
bertentangan atau tidak dengan ketertuban umum harus merujuk pada
nilai-nilai  ketertiban  umum  Negara  lndonesia, bukan  nilai-nila
ketertiban umum pada negara dimana putusan digatuhkan.

65 Undang-undang No. 5 Tahun 1968 dan world bank convention

{Konvensi Bank Dunia)

Hingga =saat ini Indonesia telah meratifikasi dui  konvensi
Internasional vang berhubungan  dengan masalah  pengakuan  dan
pelaksanaan Arbitrase asing i Indonesia. Konvensl vang pertama
adalah Konvensi New York 1958 schagaimana telah divraikan terdahulu
Femudian satu konvensi lagi adalah berhubungan dengan perselisihan
dalam hidang penanaman maodal yang lerjadi antara pemerintah
Indonesia dengan warga negara asing, vaitu Convention On The
Settlement of onvenstement disputes between states and nattonal of other
state. Konvensi int dikenal dengan world bank convention (Konvensi
Fank Dunia) Koenvensi Bank Dunia ime telah disahkan dan diratifikasi
pemerintah Republik Indonesia berdasarkan  ondang-undang Mo, 5
Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvens: tentang penyvelesaian
perselisihan  antara  negara dan warganegara  asing  mengenai
penanaman modal, tanggal 29 Tuni 14968,

Pengakuan dan  persetujuan atas konvensi bank dunia  ind,
merupakan upsya bagi pemerintah Riuntuk meyakinkan World Bank
dan internasional Bank For Recontruction adn Developmemt akan
kesungguhan  Indonesia untuk menvelesaikan sengketa penanaman
modal asing melalui forum Arhitrase. Dengan demikian Indonesia
tunduk pada konvens: Bank dunia yang diorganmisir inlernational centre
for seftlement of invesment disputes benween states and national of other
staters, vang melahirkan Dewan Arbitrase nternational centre of
settlement  of investment  disputes  between  states  (ICSID) vang
herkeduduka di Washingon ™

5 Wadjaja, og i, JIEEL ilm 12
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Selanjutnya  dijelaskan Widjaja ™ kewenagan yurisdiksi  1CSID
secara legal hanya meliputi sengketa ynag langsung timbul dari
penanaman modal antara negara-negara perserta konvensi, Perluasan
vurisdiksi dapat terjadi asalkan masih merivpakan perselisihan yang
sevara darl Permasalaban invenstasi antara suatu negara dengan orang
lain atau negara asing. Penyelesaian sengketa melalui 1CSID. dilakukan
dengan pembetukan “panel” vaitu orang yang memenuhi syarat untuk
ditunjuk sebagar konsiliator atau sebagai arbiter dengan masa bakts
enam tahun. Setiap negara peserta invensi boleh mencalonkan 4 orang
untuk setiap panel, sedangkan Ketua Dewan Arbitrase mencalonkan 10
ornag untuk setiap panel Putusan ICS10 pada dasarnva memiliki self
executimg” artinva  lidak memerlokan suatu undakan  perundang-
undangan untuk dapat berlake dalam tata hukum interen negara
pesertanya. Jadi dengan adanya UL Moo 5 Tahun 1968 ini, pemerintsh
Indonesia memiliki wewenang untuk memberi persetujuan agar
perselisihan tentang  penenaman modal antara Republik  Indonesia
dengan warga negara asing diputus menuwrit konvensi dimakswd dan
Pemerintah NERI dalam  hal ini bertindak mewakili NERI dalam
perselisihan dengan hak substitusi,

Dralam Pasal 5 ayat (1) UL Moo 5 Tahun 1968 diatur, bahwa untuk
melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase sebagaimana dimaksud
dalam  konvensi tersebul mengenar  perselisihan  antara  Republik
[ndonesia dan warga asing di wilavah Indonesia, diperlukan surat
pernvataan  Mahkamah Agung  bahwa putusan  tersebut  dapat
dilaksanakan. Kemudian dalam Avat (2) nva digelazkan, Mahkamah
Apung menginimkan surat pernyataan ermasad dalam ayat (1) npasa im
kepada Pengadilan Negen dalam daerah hukum mana putusan itu haros
dijalankan dan memerintahkan  untuk melaksanakannya,  Dengan
demikian, dapat dipahami bahwa putusan ICSID mengenai sengketa
penanaman modal dapat dilaksanakan di Indonesia berdasarkan pada
perintah pelaksanaan dari Mahkamah Agung®,

6.5.1 Pelaksanaan putusan Arbitrase Asing (Arbitrase Internasional)
L Menurut UU Arbitrase

UL Arbitrase tidak menggunakan istulah putusan Arbitrase asing,
akan tetapt menggunakan istilah putusan Arbitrase  internasional,

T diaga, bad, 2000, him. 181,
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Menurut ketentuan Pasal | angka (9) UL Arbitrase, putusan Arbitrase
internasional adalah putusan vang dijatuhkan oleh suatu lembaga
Arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah Republik Indonesia
atau putusan suatu lembaga Arbitrase atsu arbiter perorangan vang
menurut ketentuan hukum Republik Indonesi dianggap sebagai suatu
putusan Arbitrase internasional. Lebih lanjul UU Arbitrase mengatur
mengenal pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase internasional
ini dalam Pasal 65 sampai dengan G5,

Z. Pihak yang berwenang menangani putusan Arbitrase Internasional
Menurat ketentuan Pasal 685 UL Arbiter, vang berwenang menangani
masalah pengakuan dan pelaksapaan putusan Arbitrase internasional
adalsh  Pengaddan Negeri Jakarta Pusat. lika dilihat, ketentuan ini
sejalan dengan ketentuan vang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Perma
Mo LS THE0D

3. Syarat-syarat putusan Arbitrase internasional yang dapat diakui
dan dilaksanakan di Indonesia menurut UL Arbitrase

Mengena:s syarat-syarat bagi putusan Arbitrase mternasional vang

dapat diskui dan dilaksanakna di Indonesia, dalam UU Arbitrase diatur

dalam Pasal 66, vaitu™ -

I Putusan Arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis
Arbitrase di satu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada
perjanjian, baik secara bilateral maupun multiteral  mengenai
pengakuin dan pelaksanaan putusan Arbitrase imternasional ;

4. Putusan arbitarase internasional terscbul terbatas pada putusan
yang menurut hukum Indonesia termasuk dslam mang lingkap
hukum perdagangan ;

Putusan arbitase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia

setelah memperoleh cksekuatur dan Ketua Pengadilan Neglerd

Jakarta Pusat ,

4. hka dalam  putusan  Arbitrase  internasional  tersebut  negara
[ndonesia sebagai salah satu pihak yang bersangkutan, hanva dapat
dilaksanakan selelah memperoleh  cksckutator dari Mahkamah
Agung Republik Indonessa vang selanjutnyva dilimpahkan kepada
Pengadilan Negen Jakarta Pusat.

Lad

g Lisstama,Undong-Unasbing Adbiirsse Barg, Bandung, Citr Adyios Bakid, 199% 132
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lika dibandingkan ketentuan dalam UU Arbitrase ini dengan
ketentuan dalam Perma No.1,/1990 terdapat persamaan dan perbedaan.
Persamaan, keduanya sama-sama menganut asas resiprositas dan asas
pembatasa dalam prses mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase
asing. ULl Arbitrase memang tidak secara tegas menyebur asas
resiprositas, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) secara
tersirat mengadung asas resiprositas, sedangkan pembatasan putusan
pada lingkup hukum perdagangan dinyatakan dengan Legas Pasal 66
Avat {2) UU Arbitrase. Perbedaan vang dapat dicermati, dalam Perma
Nol 980 degan tegas menyebut dalam Pasal 4 eksekuator putusan
Arbitrase asing diberikan oleh Mahkamah Agung atsu Ketua Bidang
Hukum Perdata tertulis yang diberi wewenang oleh Ketua Mahkamah
Agung, sedangkan UL Arbitrase menetapkan bahwa eksekutator
outusaly Arbitrase internasional diberikan oleh Ketoa Pengadilan N
egert lakarta Pusat (Pasal 66 Huruf d). Apabila dalam putusan Arbitrase
asing iwu menyangkut Negara Indonesia sebagai salah satu pihak vang
bersenghketa, maka eksekuatur hanya dapat diberikan oleh Mahkamah
Agung  Republik Indonesia vang  selanjutnya  dilimpabkan  kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 66 Huruf (e) UL Arbitrase).
Prosedur  pengakuan  dan pelaksanaan putusan arbitras
Internasional Menurut UL Arbitrase UL Arbitrase mengatur mengenal
prosedur permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase
internasional, sebagai berikut
4. Pendaftaran dan penyerahkan putusan Arbitrase internasional oleh
arhiter atau kuasanva kepada Panitera Pengadilan Neger: Jakaria
Pusat, surat penverahan dan pendaftaran ini dilampiri dengan :

I Lembar ash  ataun salinan  otentik  putusan  Arbitrase
internasional, sesual ketentuan perihal dokumen asing adan
naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia

2. Lembar ashi atau salinan otentik perjanjian yang mengadi
dasar pulusan  Arbitrase internasional sesual kelentuan
perthal dokumen asing dan paskah terjemahan resminya
dalam Bahasa Indonesia, dan

4. keterangan dan perwakilan diplomatic Republik Indonesia di
negara  tempat  patosan Arbitrase  nmternasionasl  tersebu
ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat
pada perjanjian, baik secara bilateral maupon multilateral
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dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan
pelaksanaan putusan Arbitrase internasional

b. Terhadap putusan Ketua Pengadilan MNegeri Jakarta Pusat. yang
mengakul dan melaksanakan putusan Arbitrase internasional tidak
dapat diajulan banding atau kasasi :

¢. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Megeri Jakarta Pusat, yang
menslak  untuk mengakui dan melaksanakan  suatu Putusan
Arbitrase interpasional dapat diajukan asasi | Mahkamah Agung
akan mempertimbangkan  serta memutuskan setiap  pengajuan
kasasi tersebut, dalam jangka wakwi paling lama 90 (Sembilan
Pulub} hari setelab permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung
kemudian terhadap putusan Mahkamah Agung ini tidak dapat
diajukan perlawanan ;

d. Jika permohonan dapat diterima maka Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusst memberikan  perintah  eksekusi  dengan  cara
membubuhi perintah eksekusi tersbul pada putusan  Arbitrase
asing vang akan diakui dan dilaksapakam itu;

e. Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  memberikan
perintah  eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnva  dilimpahkan
kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  secara  refatif berwenang
melaksanakannya, dan  dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan
pelaksanaan putusan dalam perkara perdata vang putusannva
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

I, 5Sita cksekusi dapat dilakukan atas harta kekayvaan serta barang
miliki tereksekusi, dan tata cara penvitaan serta pelaksanaan
putussn mengikutt ketentuan hukum acara perdaca.

Setelah melakukan pembahasan pada bab ini, dapat dipereleh
suglu kesimpulan bahwa putusan Arbitrase nasional adalah apabila
putusan  terscbut  diputuskan di wilayah  Republik  Indonesia dan
menggunakan rules yang berlaku di Indonesia, Tanpa mempersoalkan
kewarganegaraan para pihak vang berselisih

Dasar bukum pelaksanaan {eksekusi) putusan Arbitrase nasional
dapat ditemukan pada UL Arbitrase Fasal 9 sampai dengan Pasal 64,
fada dasarnva putusan Arbitrase harus dilaksanakan secara sukarcla
oleh  kedua  belah  pihak.  Apabia  ternvata  para  pihak  tidak
melaksanakannva  dengan  sukarefa, maka pelaksanaan  putusan
Arbitrase itu memerlukan pelaksanaan oleh instansi vang berwenang
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Instansi atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pulusan
Arbatrase untuk memerlukan dan menjalankan yvudikatif. Arbiter atiau
majeiis Arbitrase vang mengeluarkan putusan tersebut juga memiliki
kewenangan  untuk  memerintahkan  dan menjalankan  putusan
{eksekusi). Tidak wenangnya arbiter atau majelis Arbitrase untuk
membuat perintah atau melaksanakan eksekosi adalah karena arbiter
atau majelis Arbitrase tidak bersifat yudisial, dan tdak mempunyal
perangkat juru sita yang akan bertugas melaksanakan eksekusi.
Undang-Undang Arbitrase mengatur juga lentang tahapan atau
prosedur pelaksanaan putusan Arbitrase nasional, yaitu
a. Tahap pertama : Pendaftaran Putusan Arbitrase
b. Tahap Keduoa : Permohonan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)
e. Tahap Ketiga © Pemeriksaan terhadap putusan Arbitrase oleh
Ketua Pengadilan Negeri
d. Tahap keempat : pembuatan surat perintah pelaksanaan putusan
{Eksrkusi)

Menurut ketentuan Pasal 1 (Avat (1) Kenvensi New York 1958, vang
putusan Arbitrase asing (menurut konvensi ini) adalah putusan-putusan
Arbitrase vang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat dimana
diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan achirase
yang bersangkutan (made in the tervitory of state other than the state
where the recogrationand enforcement of such awards are sought),

Dualam Pasal 2 Perma No. 1 Tabun 1990, vang dimaksud dengan
putusan Arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu
badan Arbitrase ataupun Arbitrase perseorangan di luar wilayah hukum
Republik Indonesia, ataupun suatu putusan Badan Arbitrase maupun
arhiter perorangan yang menurat ketentuan Hukum Republik Indonesia
dianggap schagai suatu putusan Arbitrase interpasional. Dasar hukum
dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase asing di
Indonesia adalah ;

a. Keputusan Presiden MNo. 34 Tahun 1981 yang mengesahkan
Konvensi New York [958 ; Keppres i mengatur mengenai masalaly
pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase asing di Indonessa |

b, Perma Mo, 11990 tentang Tata Cara Pelaksanaan  Mulusan
Arbitrase Asing ;

¢, Undang-Undang Ne. 5 Tahun 1968 yang mengesahkan Konvensi
Bank Dunia |
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d. Undang-Undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa

Konvensi Mew York 1958 yang diratitikasi melalun Beppres Mo, 34 Tahun

1981, mengadung beberapa asas dalam  proses pengakuan  dan

pelaksanaan putusan Arbitrase asing, yaitu :

a.  Asas resiprosilas |

b, Pengakuan hanya terbatas pada putusan Arbitrase asing mengenai
senghets dagang |

¢, Klausula Arbitrase harus berbentuk tertulis ;

o, Arbitrase memiliki kompetensi absolat

c.  Putusan Arbitrase final and binding ;

f.  Eksekusitunduk pada asas ius saniguinis;

g, Penolakan cksekusi

Pada dasarnya konvensi mengatur bahwa putusan Arhitrase itu
hersifat self excution, artinya seliap ada permintaan pengakuan dan
eksekusi terhadap suatu putusan Arbitrase dari suatu negara kepada
negara lain, maka negara dimana eksekust Arbitrase ity dimintakan
pengakuan dan pelaksanaannya harus mengaka dan melaksanakannya.
Mamun demikian, konvensi tetap memberikan peluang bagi suatu
negara yang menolak pelaksanaan  Arbitrase asing.  Alasan-alasan
penolakan diatur secara limitatif dalam Pasal v ayat (1) konvensi, yvang
berupa alasan formal. Disamping itu, dalam konvensi juga diatur alasan
secara materill untuk melakukan penolakan terhadap permohonan
pengakuan dan eksekusi putusan Arhitrase asing.

Meskipun Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikas)
Konvensi New York Eeppres Moo 34 Tahun 1981 akan tetapi dalam
prakteknya masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase
asing i Indonesia masih mengalami tata cara pelaksanaanya, Oleh
karcna itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk membuat suaty
peraturan sebagai pelaksanaan dari Keppres No. 34 Tabun 1981
tersebut. Untuk itu maka dikeluarkanlab Perma No. 1/1990 tentang tata
cara pelaksanaan putusan Arbitrase asing, Dalam Perma i ditetapkan,
putusan Arbitrase asing adalah putusan yang dijatubkan oleh suatu
Badan Arbitrase atsupun arbiter perorangan i luar wilayah Republik
Indonesia, ataupun suatu putusan Badan Arbitrase atau Arbitrase
perorangan vang menurut  ketentuan Hukum Republik Indonesia
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dianggap suatu keputusan Arbitrase asing yang berkekuatan  hukum
tetap sesudi dengan Keppres Noo 34 Tahun 1981 lembaran Negara
Tahun 1981 No. 40 wanggal 5 Agustus 1981 Kemudian berdasarkan
ketentuan Pasal 3 Perma No. 1990, diatur beberapa persyaratan bagh
putusan Arbitrase asing vang dapat diakur menurut Perma No. /1850
dalah Ketua Mahkamah Apgung. Perma juga mengatur proses perolehan
eksekuatur tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 6 Perma No. 11920, setelabh Mabkamab
Agung memberikan perintah cksekos;, maka pelaksanaan selanjutnya
diserahkan kepada Pengadilan  MNeger: Jakarta Pusat. Dalam hal
pelaksanaan putusan hars dilakakan di daerah hukum lain dari daerab
hukum Pengadilan lakarta Pusal maka Pengadilan Negeri Jakarat Pusat
meneruskan kepada Pengadilan egen vang secara relatif berwenang
melaksnakan sesuai ketentuan  Pasal 195 HIR 206 (2) RBg. Sita
eksekutorial dapat dilakukan atas harta kekavaan serta barang-barang
miliki termohon eksekusi. Tata cara penyitaan serla  pelaksanaan
putusan mengkuti targ cara sehagaimana ditentukan oleh HIR /RBg.

Seperti halnya Konvensi New York 1858 yang diratifikas: melalui
Keppres Mo, 34 Tahun 1981, Perma No. 1,/1990 juga menganut beberapa
asas, dimana asas-asas tersebut pada dasarnya sama dengan asas yng
dianut dalam Konvensi New York 1958,

B.5.2 Asas-agas dalam Perma tersebut adalah™ .

4, Asas Executorial Kracht
Azas ini distur dalam Pasal 2 Perma. Menurot pasal ini putusan
Arbitrase asing disamakan dengan putusan pengadilan yang
mempunyal kekuatan hukum tetap. Dengan disamakannya
putusan tersebut maka dengan sendirinya  dalam putusan
tersebut telah mengandung kekuatan eksekusi atau Executorial
Eracht

[v. Asas resiprositas
Arzas resiprositas (reciprocity) dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1)
vang herbunyi sebagai berikut putusan Arbitrase asing hanya
diakui serta dapat dilaksanakan didalam wilayah hukom RI
apabila memneuhi syarat-syarat sebagai berikut (1) Putusan sty
dijatuhkan  oleh  suatu  badan  Arbitrase  ataupun  arbiter

M wwow hakunmanleang com, s maret 2018
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perseorangan di suatu negara ynag dengan negara Indonesia
atau bersama-sama dengan negara Indoneisa  tenkat dalam
satu  konvensi  internasional  perihal - pengakuan serta
pelaksanaan putusan  Arbitrase  asing.  Pelaksanaannya
didasarkan pada azas timbal balik { resiprositas)”

. Asas Pembatasan

d.  Asas Ketertiban Umum

Sedangkan diundangkannya UU Noo 30 Tahun 19599 tentang
Arbitrase dan alternatif penvelesaian sengketa, maka dasar hukum
pelaksanaan putusan Arbitrase di Indonesia menjadi lebih lengkap., UL
Arbitrase tidak menggunakan istilah putusan Arbitrase asing, akan
tetapi mengguntkan istilah putusan Arbitrase internasional. Mepuruat
ketentuan  Pasal 1 Angka (9) UL Arbatrase. putusan  Arbitrase
internasional adalah putusan vang dijatuhkan oleh suatu lembaga
Arhitrase atsu arbiter perorangan di wilayah Republik Indonesia atau
putusan suatu lembags Arbitrase atau arbiter perorangan vang menurug
ketentuan Hukum Republik Indonesia dianggap sebagal suatu putusan
Arbitrase internasional.

Menurut ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase, yang berwenanga
menangani masalab pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase
internasional adalah Pengadilan Negen lakarta Pusat. Jika diperhatikan
ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan
Pazsal 1 Perma Mo 11590,

ULF Arbitrase juga mengatur mengenai syarat-syaral bagh putusan
Arbitrase internasional yang dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia,
dan  prosesdur pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  Arbitrase
internasional menurut UL Arbitrase.

M8 Yahyva Hasuhap, (3 o, B 16
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[ BAB VII

MENGENAL SISTEM KEKUASAAN
KEHAKIMAN ISLAM

7.1 lenis-jenis pengadilan dalam [slam

Sistem kekuasaan kehakiman pada sebuah pemerintahan dalam
sejarab [slam terdapat tiga macam Pengadilan sebagai alat penegakan
hukum yvaitu kekuasaan kehakiman al gadl (pengadilan biasa), kekuasaan
kehakiman al hishah dan kekuasaan kehakiman al-madzalim. Ketiga
Pengadilan ini mempunyai kekuasaan masing-masing,"”

L Pengadilan Al Qadla

kata al qadla secara harfiah berarti menyelesaikan.  Pengertian
secara etimofogis berarti seperti tercantum datam 5 35 AlAhzah:37,
Dapat juga bermakna menunaikan seperti tercantum dalam QS Al
Jumuah 10, Pengertian lam adalah memutuskan hukum atau membuat
suaty keputusan™ Pengadilan ini adalah pengadilan vang berwenang
menvelesaikan perkara-perkara madanint dan al ahieal asyakhiyah
{perdata dan kelparga) dan jinayat {tindak pidana). Kata al-qadlo secara
harfiabh berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut
istilah fikih kata ini berarti tugas pokok pengadilan adalah menctapkan
hukum  syara’  pada  swalu  peristiwa atau sengketas  untuk

Hairia Fifends Lo Arfitizive vuesain Takara © Bank Musmalad hbm. 78

“ A Ruahmat Rosyadi dan Wgating, At aalam peeguddsf Bobam, Baedung Citr Adyina,
22 Ilin, 30
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menvelesaikannya secara adil dan mengikat. Selain tugas pokok
tersebut dalam sejarah peradilan Islam, hakim di pengadilan pernab
pula diberi tugas tambahan yang bukan berupa penvelesaian perkara.
EL"F?L‘F[I
a. Menikahkan wanita yang tidak punya wal
b. Pengawasan baitulmal
¢, Mengangkat pengawas anak yatim
Orang vang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan
semacam ini dikenal dengan godli {hakim). Misalnya CGradh Syureih yang
memangku jabatan ini dalam dua periode sejarah Islam yailu masa
penghujung pemerintahan Khulafa wrrasyiding dan masa awal dari
pemerintahan Bani Umayyah. Dalam sejarah |slam pada masa Bani
Umnayah juga” Pengadilan ini berfungsi schagai penyelesaian sengketa,
pengawas baitulmal, mengangkat pengawas wali anak yatim,
Melihat ruang lingkup Pengadilan al Qadla untuk  hukum
Indonesia maka pengadilan ink  adalah kekuasaan dan kewenangan
ihaca kompetensi) dari pengadilan agama,

2. Pengadilan Al Hishbah
Kekuassan al hisbah adalah lembaga pemerintah vang diberi
kewenangan  untuk menyelesaakan masalah  pelanggaran  ringan
(sumir) ' Pengadilan  ini adalah  pengadilan  tesmi negara vang
berwenang menyelesaikan perkara-perkara ringan.  vang diberi
kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-
pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses
peradilan yang panjang untuk menyelesalkannya.Misalya -
a.  Pengurangan takaran dan timbangan di pasar,
b.  Menjual bahan makanan yang kedaluwarsa,
¢, Melarang awak kapal atau kendaraan lainnya memuat
harang vang melehihi kapasitas kendaraan.
asal mula kekuasaan al-hisbah ini berakar dan prakuk Rasulullah,
di mana pada waktu beliau berjlan di pasar mengetahui penjualan
bahan makanan vang mengandung cacal tersembunyi. Lalu beliau
berkata - "Mengapa cacal ini disembunyikan sampai orang tidak
mengetahuinya?,  Kemudian beliau lanjutkan dengan memberikan

B it hEm. 54
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nasehat: "Hai orang-orang Tanganlah ada di antara kaum muslim Vang
herlaku curang. Barang sispa berlaku curang, maka ia bukanlah dari
pihak kami® (al-hadits).

Dalam hadist tersebut Rasulullah mencegah perbuatan tidak
terpui. Tindakan seperti itu bila terjadi dari seseorang yang secara
resmi ditunjuk pemerintah untuk itu dischut hisbah, Kekuasaan hishah
baru mulai melembaga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan
kemudian menjadi lebih berkembang pada masa daulah Bani Umayyah.
Dalam hukum Indonesia ini dapat berbentusk Satean Polisi Pamong Praja
{(Satpol PP} sebagal pelaksana keamanan dan ketertiban berada di
bawah naungan  pemerintah daerah  (Pemda)  sedangkan pada
pengadilan Al Hisbah kasus yvang ditangam adalsh kasus perdata lslam
ringan dan ada dalam lingkup Al Hisbah. Untuk hal ini perlu dipikirkan
untuk memperluas kewenangan pengadilan agama Indonesia agar
kiranya dapat menangani juga kasus-kasus perdata Islam ringan seperti
yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Hatab dan Bani Umayyah

3. Pengadilan Al Madzalim

Pengadilan i adalab  pengadilan  yang  khusus  dibentuk
pemerintah untuk menolong orang-orang vang madzium (teraniaya)
akibat tindakan semena-mena dari penguasa negara dan keluarganva,
yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa {ul-gudla),
dan kekuasaan al-hishah, Dalam hal orang teraniaya pengertiannys
sangat luas dapat dalam lingkup hukum perdata dan dapat juga dalm
lingkup hukum pidana

Akar kata al-madzalim  kata jamak dari al-madzlamat  yang
menurut bahasa berarti istilah bagi sesuatu HAK milik seseorang yang
diambil oleh orang dzalim. Badan stau pngadilan ini secara resmi bary
diperkenalkan oleh Bani Umavah khalifab kelima pada tahun 661-680 M.
Ruang bingkup wilayatul madzalim  adalah  penyelesaian suap dan
tindakan korupsi. Orang vang berwenang menyelesaikan perkara dalam
kekuasaan ini dikenal dengan wali al-madzatim. Di antara persyaratan
untuk diangkat menjadi pejabat ini adalah pemberam dan bersedia
melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim bigsa untuk
menundukkan pejabat yang teribat dalam sengketa.
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Sescorang pengecul. tidak berwibawa dan tidak  “bersih diri”
tidak layak untuk memegang jabatan ini. Tugas i sudah pernah
dilakukan oleh Rasulullah Namun, lembaga ini baru secara khusus
didirikan pada masa pemerintahan Bani Umayvyah terutama pada masa
Abd. Malik bin Marwan, Menurut Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam
al-Sulthaniyat wa al-walsyat al-Dintyat, Abd. Malik bin Marwan™
adalah orang pertama menumbuhkan badan urusan al-modzalim dalam
pemerintabannya Selanjutnva khalifah Umar bin Abdul-Aziz pada
masa pemerintahannya vang pertama-tama  dilakukannya adalah
mengurus dan membela harta rakyat vang pernah didzalimi oleh para
pepabat kekuasaan sebelumnva.

Fetiga kekuasaan ini, seperti divraikan di atas, mempunyai tugas
dan kewenangan vang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun.
ketiganva  sama-sama  bertujuan untuk menciptakan  keamanan.
ketertiban, dan keadilan pada masvarakat.  Ketiga kekoasasn i
merupakan wujud  dari pelaksanaan.  kekvasaan  kehakiman  milik
pemerintabh. Untuk mengimbangi hal  itu - maka  dalam  Islam
diperkenalkan Pengadilan Tahkim vaitu suatu pengadilan yang dibentuk
oleh masvarakat  dan untuk masyarakat. Uniknya putusan pengadilan
Tahkim adalah pengadilan vang berkekuatan hukum dan final.

Dikatakan berkekuatan hukum kuae artinva putusan pengadilan
Tahkim sama kedudukannya dengan putusan ketiga pengadilan yang
dibentuk  pemerintah  tersebul  sedangkan  pengertian final artinya
putusan ini tidak dapat dibanding dan dikasasi

2. Pengadilan Tahkim.

Pengertian awal tahkim adalah pihak ketiga vang ditunjuk untuk
menyelesaikan senghketa, Tahkim dapat dalam bentuk perorangan atau
lembaga atauw Pengadilan yang dipercaya oleh para-pihak  vang
berseteru untuk menyelesaikan masalah mereka. Kata tuhkim, vang kata
kerjanya adalah hakkama, secara  harfivah  berarti menjadikan
seseorang scbagar penengah bagh suatu sengketa. Pengertian tersebut
terkail dengan pengertiannya menurut istilah

= fhad hlm %
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Berbagai redaksi terdapat dalam buko fikih dalam mendifinisikan
rahiim. Abu al-"Ainain Abdul-Fattah Muhammad" dalam bukunya yang
berjudul Al-Qodla wa al- 1tshat fi al-figh al-Tslami menyebut definisi
tahkim adalah  =sebagai bersandarnya dua orang vang berukal kepada
seseorang vang mereka ridhol keputusannyva untuk menvelesaikan
pertikaian mereka, Adapun Abdul Karim Zaidan seorang pakar hukum
Islam berkebangsaan Irak datam bukunva Nidzam al-gadia [2 asy-syarial
al-Istamiy™ menjelaskan bahwa yang dimaksed dengan tahkim adalah
pengangkatan atau penunjukkan secara sukarela dari dua orang yang
bersengheta akan seseorang vang mereka percaya untuk menyelesaikan
sengheta antara mereka,

Dua definisi di atas meskipun berbeda dalam redaksi tetap
juannya  Sama vaity  suatu persetujuan dar dua pihak  yang
bersengketa untuk menunjuk seseorang vang mampu untuk mengakhiri
sengketa mereka, Dalam hal ini adalah  hakam, Hakam adalah orang
ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa bukan oleh pihak pemerintah,
tetapi ditunjuk langsung aleh dus orang vang bersengketa. Oleh karena
itu, hakam atzu pengadilan hakam bukanlah resmi pemerintah, tetapi
Swasta

Aktifitas penunjukkan itu disebut tahkim dan orang vang ditunjuk
itu disebut hakam (jamaknya hukbam)  Penyelesaian yang dilakukan
oleh hakaw dikenal di abad modern dengan istilah Arbitrase.  Dari
pengertian  Lehkim di atas dan dari apa yang dapat dipahami dan
literatur fikih dapat diromuskan pengertian Arbitrase dalam kajian fikib
schagai suatu penyelesalan  secara suka rela oleh dua orang vang
bersengketa untuk mengakhin sengketa antara mereka, dan dua belah
pihak akan mentaati penvelesaian olch  hakam tersebut  ataw  para
hakum yanyg mereka tunjuk itu, - Selain ity Islam telah pula memberi
peluang kepada dua pihak yang bersengketa dalam masalah-masalah
tertentu, atas keihlasan kedua belah pihak untuk menvelesaikan
senghetanya tidak melalui jalur-jalur resmi seperti tersebut di atas,
tetapi dengan menunjuk sescorang atau pengadilan vang dipercayvai
untuk menyelesmkan sengheta mereka. Praktik penunjukan seperti ini
dalam fikih Islam dikenal dengan tahkim,

= Wil Ileny 11
= f4d. i, |
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3, Pengertian sengketa

sepgketa adalah pertentangan perselisihan, atau percekeokan
yang terjadi antar para pihak yang berkaitan dengan pihak lainnya yang
berkaitan dengan hak  berpilai baik  berupa uang  atau benda. "
Pengertian sengkeld menuurl Roosihida dikutip dari Ro'Fah Setyowall
adulah konflik terhadap suatu tuniutan hak “Sengketa dimungkinkan
terjadi karena salah satu karakter mendasar dari manusia adalah
potensinya yang hesar pntuk berkonfiik atau bersengketa, sehagaimana
ditegaskan dalam Surat Al-Kahfi ayat (54) Lerjemahaniya adalah

~__dan sesungguhnya Kami telah mengulang bagi myanusia dalam
Al-Qur'an ini bermacam-macanm penimpaan. [an manusia adalah
makhiuk vang paling banyak me mbantab’.

Dalam Al-Quran konflik atau sengketa disebut dengan kata
rgdwwse (permusuhan, pertentangan. konflik), Dalam Al-Curan kata ini
disebut  sebanyak 34 kali. Khusus untuk kata "aduw” yang dikaitkan
dengan interaksi antar manusi terdapat macam macar konflik. tetapi
dalam naskah ini konflik yang berkatan dengan kanflik Q5. 236 T,
) 2% 467, B40l4; 466, 564

Ada juga pendapat bahwa vonflik sama dengan  senghketa
penpertian konflik atau sengketa itu sendin adalah seyala sesuatu
hentuk inlerzksi yang hersifal oposisi atau suatu antaygonis, terjadi
karena perbedaan, kesenjangan, dan posisi sosial dan posisi sumber
daya, atau discbabkan sistemn nilai dan  penilaian berbeda secara
ehstrim.

getelah mengetahui pengertian sengketa, maka akan dirumuskan
tentang  pengertian sengketa  hisnis, sengketa  bisnis adalah
Permasalahan yvang terjadi antara para pihak dalam bidang usaha dan
Permasalahan yang mercka hadapi tidak dapat diselesaikan eleh kedua
pihak sehingga me merluban pihak ketiga untuk menyelesaikannya.

Tankim dalam bahasa asing adalah Arbitrase,  Dalam hukum
positip Indonesia Arbitrase telah ada Undang-Undang Mo 30,1994
entang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung
{Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewajiban Hakim Menyelesakan

“ asean Supdi, Penvedvsaims Supuketa Ko Bueerimy, Jakaita Prenslamedia 2IHE M
= R Tl Sebsuin Bimgd i ki Edaromd felom, Sensarang Pastaka Magister, X0
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Perkara Perdata Melalui Mediasi sebelum  persidangan  berakhir.
Kemudian terdapat pengadilan khusus untuk penyelesaian sengketa
bisnis bagi umat Islam Indonesia adalab melalui  Lembaga Badan
Arbitrase Syvariah Masional (Rasyarnas)
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[ BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
MELALUI BADAN ARBITRASE
SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

1 Dasar Hukum

Basyarnas memiliki dasar hukum yang kuat dan tegas dalam tata
Hukum Indonesia vang sebagiannya diserap dan hukum Lidak tertulis
vaitu  Hukum lslam. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang
mengatur  tentang  dasar  hukum  Basyamas dalam  hukum - positif
ketentuan hukum vang terbaru (lex posteriori devogat lex priord) dan
untuk ketentuan-ketentuan Hukum Islam maka berikut akan dilvahas
tentany dasar hukum  Dasar hukum yaitu dars Al-Qur'an, As-Sunnab,
dan fjima ulama yang berkaitan dengan Arbitrase syariah. Berdasaikan
Pasal 16 ayat (1} dan (2) Undang-Undang Nomaor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, tidak ada alasan bagi pengadilan umum untuk
tidak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa vang
diajukan kepadanya, apalagi dengan dalih tdak ada hukum  yang
mengaturnya dan ketentuan ini juga memberikan celah agar usaha
penyelesaian sengketa bisnis atau perkara perdata diselesaikan diluar
peiigadilan umum, dalam hal ini vaitu Basyarnas. Dengan demikian,
RBasysrnas vang berperan sebagai badan pengadilan harus  dapat
menerima penyelesaian sengketa bisnis vang diajukan kepadanya.

Alterpatil penvelesaian sengketa  juga diatur dalam Undlang-
undang Momor 20 Tabun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa Undang-undang inilah merupakan dasar hukam
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positif yang paling tegas dan kuat bagi Basyarnas untuk beroperasional,
Ketentuan-ketentuan hukum positif tersebutlah  vang  memberikan
ketegasan bahwa Basyanas memiliki dasar hukum yang kuat, Baik dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 maupun dalam Undang-Undang
Momor 30 Taiun P9 memberikan celab unluk adanya suatu cara
penvelesaion  sengketa bisnis secara damai dalam  bentuk  badan
Arhitrase konteks int adalah Basyarnas.

82 Dalii Hukum Islam tentang penyelesaian sengketa di Tuar

Pengadilan
8.2.1 Al qurian.

Dasar Hukum Islam vang pertama adalah Al-Qurian. Terdapat
beberapa aval yang menerangkan perlunya suatu bentuk penyelesaran
sengheta secara damai, dalam hal mi dihubungkan dengan berdirinya
Basyarnas Firman Allah dalam Alguran Surat Al-ujarat 9

--—.--u.e.i“_._..,'F..iv‘ll f‘” ]_;:"L.a[.ﬂl '“J:;a_-h” r..-‘_,.n_u[.{t 1
Lo ow one )
FAJJI_;.FLJ‘-L_’E }..J.;w!"_,'.-[_u ﬂuc-L.A.A_.J
.:T!J.-'&‘I_\F1d.-l u---"iLi..ﬂ_,i-r'u1-J.! -r":_..-lL:rL_!
Y A NIA Y

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka
damatkanlah antara keduvanva. Jika salah sat dari kedua golongan itu
berbuat aniaya terhadap golongan vang lain maka perangilsh golongan
vang berbuat aniaya itu sehingga mercka kembali kepada ajaran Allah.
lika golongan itu telah kembali (kepada ajaran Allah), maka damaikanlah
antara keduanya secara adil, dan berlaku adillah kamu. Sesungguhnva
Allah mencintai orang-orang vang berbuat adil {Al-Hujarat ayar:9).
Firman Allah dalarm Alquran Surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut:
"Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya
{suami isteri), maka kirfimlah scorang hokom dan keluarga taki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perem-puan, Jika kedua orang hakiom it
bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan
member: taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha
mengelahui lagh Maha Pengenal (An-Nisa -35).
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Dalam Ashabunmuzul dikisahkan bahwa avat tersebut diturunkan
pada peristiwa vang terjadi pada seorang sahabat bernama Sa'ad bin ar-
Rabi' dan wsterinya Habibah binti Said  keduanva dari kalangan al-
anshor (kaum muslimin penduduk Madinah) yang membantu kaum
muhajirin, vaitu orang-orang muslim pendatang yang pindah dan
Mekah ke Madinah). Dar pthak isterinya telab terjadi nusyuz (tidak lag
menunaikan kewajibannya sebagai isteri), dan oleh suami tersebut isteri
it dipukul. Ayvahnya merasa tidak senang dengan perlakuan seperti itu.
Lalu ia mengadu kepada Rasulullah serava berkata; "Ditidurinya putriku
dan dipukulnya puta”. Mendengar pengaduan ity Rasulullah segera
membenarkan untuk menuntut pihak suami yang melakukan pukulan
itu, Mendengar putusan Rasulullah itu keduanya segera mau pergl
melaksanakan petunjuk Rasulullah tersebut. Namun Rasulullah segera
memanggil kembali dengan berkata: “Tunggu!. Sekarang juga telah
Lurun malaikat Jibril membawa aval tentang masalah  kalian®,
Maksudnya adalah ada ayat tersebut di atas.

Rasulullah Selanjutnya bersabda: “Putusan kita lain, dan putesan
Allah lain dari apa vang kita putuskan. Dan ketahuslah bahwa putusan
Allaby adalah Maha Baik (bijaksana)”,

Ayat ini dhipahami sebagal pemberian peluang dari Allab dalam
masalah tertentu seperti senghketa suami isteri untuk diselesaikan
secara  kekeluargaan, dan tidak harus diproses di pengadilan. Atau
dengan kata lain, dalam masalah sepertl ini sejanh yang dapal
diselesaikan secara kekeluargaan, akan lebih baik diselesaikan secara
kekeluargaan dari pada diangkat ke pengaditan resmi. Menurut hukum
posilil Indonesia  masalah senghketa keluarga inl dapat diproses i
pengadilan sepanjang jalan kekeluargaan dengan hakam  vang dipilih
oleh keluarga telah menemui jalan buntu. Hal ini dimungkinkan oleh
Undang-Undang Nomor 3 Fabun 2006 Pasal 49, Undang-Undang
Peradilan Agama tentang Perubahan  atas Undang-Undang Nemor 7
Tahun 1989 mengenai ruang lingkup dar peradilan agama dan Undang-
Undang Momor 50 Tahun 2004,

Dalam hubungan antara orang-orang muslimin dengan non
muslim Allah mengajarkan dalam firman-Nva

"Mudah-mudahan  Allah  menimbulkan  rasa  kasih  sayvang
{perdamaian) di antars kamu dengan orang-orang yang kamua musuhi di
antara mercka. Dan Allah  adalah Mahakuasa. Dan Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penvayang, Allah tiada melarang kamu umuk
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berbuat baik dan  berlaky adil terbadap BEENE-OrAng vang tiads
Memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dar negeri,
sesungguhnva  Allah menyuksi “rang-orang vang berbuat keadilan,
Sesungguhnya  Allah hanva  melarang  kamu menjadikan  sebagai
kawanmu Orang-orang yang memerangi kamo  Karcng agama dan
mengusic kamu  dari negerimu dan - membawa orang  lam untuk
mengusirmu. Dan harangsiapa ¥Yang menjadikan mercka sebaya kawan
maka mereka itulah arang-orang zalim”, (Al-Mumthanah avaT-g)

Tentang urusan mamak tangga dijelaskan dalam Sura An Misa : |28
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-1kan jika seorang wania Kuatir akan nusyuz atay sikap tidak acuh dari
pihak  suaminya maka ridak mengapa bagi keduanya mengadakan
perdamaian yang sesunggubnya, dan perdamaian ity lebih baik bagi
mercka kendatipun manusia meny Labi'atnya bersifar kikir, Dan jika
kams menggauli istrimu secarg baik dan memelituarg dirimu, maka
sesungguhnva Allah Maha Mengetahui apa vang kamu kerjakan.©

Allsh mengatesorikan perdamaian sebagai sary macam dari amal
kehaikan, seperti ditegaskan dalam ayat sebagal berikat:

Tdak ada kebaikan Pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,
kecuali  bisikan-bisikan dari orang menyuruh  (manusia) memhber
sedekah, dan berbuat ma'ruf, atau mengadakan Perdamaian di antara
manusia. [an barangsiapa vang berbuat demikian karenas  mencari
keredaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang
Besar®. (An-Nisa: I4)

Demikianlah beberapa ayat yang mengajarkan dan menjelaskan
kewtamaan perdamaian dalam berbagai aspek kehidupan, batk antara
sesama  muslim, maupun  dengan  non  muslim. Bila  Al-Quran
membolehkan  perdamaian dalam  masalah-masalah seperti di atas,
maka perdamaisn  dalam mazsalah  keperdataan ¥ang menyangkut
dengan harta bends sudah tentu dibolehkan pula dan terpuji. Ulama
sepakat tentang kebolehan Perdamaian dalam Bidang inj.
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Dari  ayat tersebut di atas dapat disimpulkan  bahwa penyelesaian
sengketa (bisnis) melalui perdamain (baca:Arbitrase syariah) merupakan
cuatu kebutuhan untuk bisnis agar ukuwah islamiah tetap terjaga secars
utih.

a. As- sunnah
Dasar hukum kedua berdirinya Basyarnas dalam Hukum [slam,

yang mengharuskan adanya Arbitrase syariah yaitu As-Sunnah. D

antara para perawi hadist, yaitu At=Turmiz, b Majah, Al-Hakim, dun

(hnu Hibban, telah meriwayatkan sebagai berikut
“pasulullah SAW bersabda. perjanjian di antara orang-orang
muslim ity boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram
dan mengharamkan yang halal”

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dars Abu Hurairah, sebagai

herikul:
rgasulullah Saw. bersabda  ada seorang laki-laki membeli
pekarangan dar seseorang. yang membeli tanah pekarangan
tererhut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata
orang yang membeli pekarangan, ambillah emasmu yang ada pada
saya, aku hanya membel darimu tanshnya dan tidak membeli
emasnya. Jawab  orang memiliki tanah, aku telsh menjual
kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat di dalamuoya.
Kedua orang it lalu berfikih kepada seseorang, Kata orang yang
diangkat  menjadi  fahkim {arbiter), apakah kamu berdua
rempunyai anak. Jawah dari salah seorang dan kedua vang
bersengkela, ya, saya Mempunyal searang anak laki-laki, dan yang
fain menjawab pula, saya mempunyal Seorang anak peErcmpuan,
Kata tahkim {arbiter} lebih lanjut, kawinkanlah anak laki-laki itu
dengan anak perempuan itu dan bigyailah  kedua  mempelal
denpan emas ity Dan kedua orang tersebut menyedekabkan
sisanya kepada fakir miskin

Dalam prakiik rasulullab dalam menghadapi kasus persengketaan,
apapun yang dihadapinya selaly lebih mengutamakan  perdamakan,
Dalam sehuah hadis Ummu Salamah menceritakan bahwa pada suatu
hart dua orang lelaki datang kepada gasulullah memohon penyelesaian
sengketa mereka mengenai harta warisan orang tua mereka yang
sehahagiannya lelah habis terpakai. Tidak ada saksi mata i antara
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keduanya vang lebih banyvak menghabiskan harta itu, dan oleh karena
i keduanya  saling menuntut Lalu Rasulullah bersabda
“sesungguhnya aku ini adalah manusia Tuga dan kepadaku kalian datang
membawa senghketa tnn. Salah seorang dan kalian harangkali [ehih lihai
berhujlah dibanding dengan vang lain sehingga ia saya menangkan
berdasarkan keterangan yang saya dengar itu. Maka barang siapa WA
aku menangkan dan mengambil sesuaty yang pada hakekatnya hak
pihak yang lain, maka janganlah ia mengambilnya, karena, keputusan
seperth itu sama halnya dengan aku memberikan kepadanya sepotong
api neraka”. Dua orang lelaki itu menangis mendengarkan perkatan Ra-
sulullah ta. Lalu satu sama lain saling berkata: *Hak aku adalah hak
engkau’, Melihat kesadaran dua belah pihak itu, Rasalullah beraabda:
“halau begitu, maka berbagilah di antara kalian berdua, insyvafilak
kebenaran, dan kemudian rela-merefakanlah®, (H-R. Abu Daud).

Hadiz ini selain  berupa alasan hagi utamanya penyelesaian
perkara secars damai, juga karena hanya berdasarkan fakta-fakra vang
sangat mungkin telah diputarbalikkan oleh para pihak maka oleh ulama
disimpulkan bahwa putusan scarang adalah dalam hati mereks masing -
masing. Sebetulnya keberhasilan  penyelesaian sengketa dengan carg
perdamaan, sangat tergantung keberhasilannya kepada kehijaksanaan
fukam dan itikad baik serta keterbukaan kedua belah pihak untuk
mengungkapkan hal vang sebenarnya, Suatu tuntutan dari saty pihak,
bilamanga diakus kebenarannya oleh pihak vang digugat, perdamaian
akan mudah dilakukan. Selain diperlukan kerelaan hati dari sar pihak.
Akan tetapi sifat manusia vang selalu mencari alasan pembenar bragri
dirtinya akan menimbulkan fakea vang dipaparkan dimajelis hakam ridak
valid - sehingga  dapat menimbulkan  keadilan  di sty pihak  dan
memmbulkan ketidakadilan dipihak lain  seperti kebanvakan kasus dj
pengadilan Indonesia. Oleh karena ity dalam Islam seorang  hakam
harus mempunyai persvaratan vang khusus karena ia minimal harus
orang yang memahami - hukum Islam  dan mempunyai keahlian sesuai
bidang ilmu yang menjadi objek sengketa Untuk hukum Indonesia telah
disediakan lembaga penyelesaian sengketa bisnis khusus untuk umat
Islam yaitu Basyarnas yaitu suatu lembaga yang dibentuk pemerintah
untuk menyclesaikan sengketa bisnis syariah, Basyarmas adalah juga
sebuah sistem hukum dalam bentuk sosial-struktural yang hidup {fiving
law} dan dibutubkan oleh masyarakat Indonesi, Lembaga  Basyvarnas
mengandung  nilai-nilai fifosofis hukum. seperti keadilan, kejujuran,
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kebersihan proses dan pelaku, keteraturan, netral {tulak memihak),
penghargaan yang sama terhadap hak individi, dan lan lan. Nilai-nila
tersebut dimplementas: dalam bentuk noma-norma hukum dalam hal
ini adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan Basyarnas, Hukam
Islam dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Altenatif  Penyelesalan  Sengketa  (selanjutnya akan dipakai istlah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999} adalah normatl yang
digunakan oleh Basyarnas dalam melakukan tugas dan fungsinya.
Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Uhdang-Undang Nomor 340
Tahun 1999 adalal cara penyelesaian sengketa bisnis di luar peradilan
umum yanyg didasarkan pada peranjian Arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak bersengketa. Begitu pula dalam Hukum Islam
menerangkan bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjan
atau yang dijanjikan merupakan kewajiban dan apabila melanggarnya
{wornprestusi) adalah dosa yang harus diberi sanksi hukum sesuai firman
Allaby  dalam Al-Ouran Surat  Al-Maidah avat 1 wvang
terjernahannyawaha orang-orang yang beriman hendaklah penuhi
agad-agad (perjanjian)” Perjanjian Arbitrase yvang dikehendaki Basvarnas
juga merupakan bagian sistem hukum sebagal wujud sistem sosian dan
interaksi-interaksi di antara para pihak bersengketa dalam masvarakat
yvang ditemgahi oleh peratutan normatif dan sosial-strukrural. Jika para
pihak bersepakat menvelesaikan sengketa bisnisnva melalun Basyarnas,
otomatis mercka harus mengikuti peraturan normatif vang diterapkan
olch Basyamas. Perjanjian Arbitrase bukanlah  perjanjian bersyarat
(uopriatirdeiljke verbentenis),

Oleh  karena  itu, pelaksanaan  perjanjian  Arbitrase  tidak
dipersoalkan masalah cara dan badan vang berwenang menyelesaikan
senghetla bisms vang terjadi antara pihak yang berjanji. Perjanjian harus
ihdasarkan atas kata sepakal para pihak sesuai peraturan tentang
perjanjian  dan mencantumkan atau mengatur perjanjian Arbitrasenya
dalam salah satu klausul Arbitrase baik dibuat sebelum sengketa bisnis
terjaci musupun dibuat setelah sengketa bisnis terjadi. Perjanjian
Arhitrase atau klausula Arbitrase hanva merupakan porjanjian aksesori
vang berisi persyaratan khusus mengena cara penyelesaian senghkela
bisnis yang Limbul dart perjanjian pokok,  Klausula Arbitrase yang
ditambahkan dalam perjanjian pada hakikatnya berada i luar i atao
mateti perjanjian pokok. Kontrak baku dalam perjanjian adalah klausuls
Arbitrase yang merupskan bagian dari syarat-syarat umum  yang
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terdapat dalam suatu perjanjian sepetti vang dikehendaki Pasal 1320
Bw,

Arbitrase herasal darn kata orbitrare (bahasa Lating vang berarti
kekuasaan untuk menyelesaikan  perkara menurut  kebijaksanaan,
Berdasarkan Pasal | ayat (1) Undang-Undang Nomaor 30 Tahun 1999
menentukan bahwa Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian senghketa
perdata di luar peradilan umum vang didasarkan pada perjanjian
Arbitrase vang dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa.

Dengan demikian Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk
menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau schagai
penyelesaian sengketa bisnis yang timbul sehingga mencapal putusan
Arbitrase yang secara hukum bersifal final dan mengikat, Arbilrase
syartah- dalam pengertian syariah ash-shulu adalah suatu jenis agad
(perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan {perselisihan) antara 2 (dua)
orang yany berlawanan (bersengketa)

Berdasarkan Pedoman Dasar  Basyarnas  Pasal 1 ayat (10}
menentukan babwa Basyarnas adalah lembags hakam (Arbitrase syanah)
yang dichrikan atas prakarsa MUl dan merupakan perangkal organisasi
MU Dasar hukum berdirinva  Basyaras juga bersumber dari Hukum
Islam ketiga yvaitu ljma. Dalam catatan sejarah Islam keberadasn badan
hakam atau badan tahkim (Arbitrase) pada masa  sahabat  banvak
dilakukan dan  mereka  tdak menentangnya, Misalnya pernyataan
Sayyidina Umar Ihnul Khatab schagai berikut

"Tolaklah  pemusuhan hinggas  mereka  berdamai,  karena

pemutusan sengketa melalw pengadilan akan mengembangkan

kedengkian di antara mereka”

83 Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012tentang penyclesaian
sengketa hisnis di pengadilan agama

Terhitung sejak pukul 0941 WIB tanggal 29 Agustus 2013 tdak
lagi dualisme penyelesaian sengketa perkara perbankan  syariah.
Mahkamah Konsitusi  melalui Putusan  Nomor 93 /PUL-X /2002,
Menegaskan bahwa penjelasan  Pasal 52 ayat {(2) UL Nemor 21 tahun
2008 tentang Perbankan Svariah bertentangan  dengan UUD 1945 dan
tidak memihki kekoatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebutlah
vang selama ini menjadi biang kemunculan  pilihan penyelesaian
sengketa (chowe of forum). Konsekwensi konstitusional  sejak putusan
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tersebut diketok, pengadilan agama mengadi satu satunya pengadilan
yang berwenang mengadili perbankan syariah.

Perubahan peta kewenangan mengadili tersebul benar-benar
mengentakan pengadilan agama kewenangan mengadili tersebut benar-
benar mengentaskan pengadilan agama dari status pengadilan "KW”
Detik ini pengadilan  agam setara dengan tiga  pengadilan lain
pengadilan negeri,pengadilan tatausaha negara dan pengadilan negeri.

B4 Alasan Memilih Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase
Syariah

Berdasarkan maten terdahulo diketahui bahwa karakier manusia adalah
suka membantah dan hersengketa (Al Kahfi 54). Oleh karena itu, Allah
swt melalui nabi™ Mubammad memberikan solust melalol lembaga
perdamaian {tahkim), Ada banyvak manfaat dari penyelesaian konflik
tanpa litigasi yang disebut sebagai tahkim atan Arbitrase yang akan
diuraikan berikut ini,

8.4.1 Manfaaat penyelesaian perkara melaloi Arbitrase
Beberapa alasan memilih  penvelesaian sengketa bisnis via  Arbitrase
yaitu:

1. Putusan mengikat dan final

Berdasarkan  Basyarnas  bahwa  alasan-alasan  para  pihak
menyelesaikan  senghketa  bisnis melalui  Basyvanas,  vaitu  pulusan
Basvarnas yang sudah ditandatangani oleh arbiter atau majelis Arbitrase
langsung mengikat dan ftnal kepada pihak yang bersengketa dan wajib
mensti serta sepgera melaksanakannya. Tidak ada upaya hukum lain
kecualt disepakati oleh kedua belahi pihak yang bersengheta,

Putusan Basyarnas merupakan putusan terakhir atas sepala
sengketa bisnis yang mempakan subyek dan Arbitrase tersebut dan
dapat dibertakukan di semua pengadian umum yang mempunyas
wewenang hukum atasnva, Oleh karena itu, banding atau kasasi atas
putusan arbiter tdak akan dimungkinkan, kecoali persidangan di ulang
dari awal artinya penggugat dapat menagajukan perkara baru ke
pengadilan dan pemeriksaan dimulai dari awal lag
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2 Kerahasiaan terjamin dan non preseden

Artinya  penyelesaian sengketa vang dilakukan Basyarnas
dilaksanakan dengan _sidang” vang rahasia, ingkungan dan sifat yang
rahasia.Sifat rahasia dilakukan untuk melindungt para pihak dari hai-
hal yang tidak diinginkan atau merugikan akibat pengungkapan rahasia
bignis kepada umum. Selain hersifat rahasia juga bersifat non preseden.
Artinya untuk kasus yang sama mungkin saja dihasilkan putusan yang
herbeda, Para pihak yang bersengketa dapat saja was-was bahwa akan
terjadi putusan yang merugikan(preseden). Oleh karena itu Basyarnas
kokoh dengan prinsip azas Non preseden

4 Persidangan dilakukan dengan Cepat dan hemat serta biaya
ringan.-

Persidangan pada Basyarnas dilakukan dengan cepat dan hemat
serta hiaya vang ringan. Hal ini disebabkan hambatan administrasi,
hirokrasi struktural tidak terjadi pada perseidangan Basyarnas bukan
seperti vang terjadi bila pilihan dijatubkan pada pengadilan sungguhan
yang memakan waktu lama, prosedural herbelit birokrasi rumit, dan
dapat banyak melaln tngkat pengadilan.

4. Kebebasan dan aman

Menyelesaikan sengketa bisnis melalui Basyarnas adalah bebas
akan menggunakan cara apa dan bagaimana saj sesual  dengan
kesepakatan para pihak yang dibuat dalam perjanjian Arbilrase yang
telah mereka buat vaitu  hukum Islam dan UL No. A0 tahun 1999 para
pihak dapat menentuikan untuk memilih arbiter mana yang paling
disuka sesuai kevakinan para pihak sepanjang arbiter tersebut kredibel

5 Kepekaan (sensibility) dan keahlian {expertise)

Berdasarkan alasan-alasan para pihak meuyelesaikan senpkela
hisnis melalui Basyarnas yaitu kepekaan dan keahlian arbiter terhadap
perangkat atunm yang akan diterapkan oleh arbiter pacda sengketa
bisnis yang ditanganinya. Para pihak mempunyai kepercayaan yang
besar pada arbiter mengenai hal yang disengketakan dibandingkan
dengan pengadilan ymum

Kepekaan dan keahlian para arbiter pada Basyarnas berpengaruh
terhadap sengketa. bismis yang mereka tangani. Kepekaan artinva
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arbiter mengetahut dan memahami secara mendalam kemavan para
pihak yang bersengketa agar mendapatkan  penyelesaian  terbaik
terhadap sengketa bisnis yang mereka hadapi. Beahlian artinva arbiter
memiliki kemampuan dan kompetensi di bidangnya masing-masing,
Kepekaan dan keablian merupakan salah satu jaminan  terhadap
kepercayaan. Tanpa ada kepercayaan, Basyarnas lidak akan berfungsi
dengan baik

6. Berkeadilan [slam
Berdasarkan alasan-alasan para pihak menyelesaikan sengketa
busnis  melalui  Basyanas  valtu  dipenuhinya  rasa  keadilan  yang
substansial, jadi bukan hanya keadilan di atas kertas saja, Apalagi bila
para pelaku bisms muoslim, mereka akan lebih mencari keadilan pada
badan pengadilan vang sejalan dengan prinsip syariah yang mereka
jalankan. Membahas tentang keadilan berarti membahas  keadilan yang
diberikan oleh  Basyarnas berdasar pada hukum vang berlaku adalah
Hukum Islam dan Undang-Unidang Nomaor 30 Tahun 18999,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa para
pihak dapat memilih  arbiter yang mempunyai  pengetahuoan,
pengalaman serta latar belakang vang cukup mengenai masalah yang
disenghketakan, jujur, dan adil. Selain hal tersebut, para pihak juga dapat
memilih - bukum dapa yang  akan  diterapkan  untuk  menvelesaikan
masalalinya serta proses dan tempat penyelenggaraan Arbitrase.
Seperti telah divraitkan di atas bahwa sifat dari keadilan adalah
abstrak meskipun dalam tatanan falsafah  Pancasila keadilan adalah
konkret denpan asumsi telah dimasukban  dalam tatanan  sila kelima
vaitu keadilan sosial. Begitupun dengan konsep lslam  ketika keadilan
masih dalam ayat-avat kitab suci Alqur'an maka ja masih dalam kondisi
abstrak, tetapl a akan menjadi konkret ketika telah dijabackan nal
Muhammad dalam sunnah-sunnahnya dan dijabarkan oleh ulama fikih
dalam hak-hak yang harus diterima anak dan kewajiban-kewajiban
prangtua vang harus dilakukan ketka mereka telah menjadi orangtua.
Memaknai keadilan dari perspekul 1slam tidaklah mudah, karena
sifal keadilan selalu ditafsirkan berbeds antara cerdik cendikia ulama
fikih. Hanva keadilan Allah yang seadil-adilnyva didasarkan ketakwaan
umativa,  Hal ini seperti vang dapat kita temui dalam kisah anak Nabi
Adam Habil dan Qabil. Dalam kisah ini digambarkan bagaimana
persepsi anak nabi Adam  tentang makna keadilan dan bagamans
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makna keadilan menurut Allah swt.  Pada kisah  tersebut juga
digambarkan akibat darl salah tafsir anak nabi Adam itu yaitu konflik
antar saudara kandung.

Manusia merupakan makhluk sempurna vang diciptiakan Allah
dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain seperti Jin vang diciptakan
dari api. Manusia umumnya diciptakan dari segumpal darah kemudian
dijadikanMNva sepumpal daging, lalu dinupkandsva Ruh, Akan tetapi,
dalam sejarah 1slam proses penciptaan manusa diketahui ada beberapa
pengecualian yaitu dus proses penciptaan manusia dengan proses
khusus. Kedua proses terscbut adalah penciptasn nabi Adam, dan
penciptaan nabi 1sa.™

Manusia diciptakan dengan tujuan utama adalah sebagai khalifah
di bumi- Mengingat manusia sebagai khalifah maka ia dibebani amanah
sebagal “penjaga * keseimbangan antar alam dan seisinva dengan
manusia demi kemaslabatan umat. Menjaga keseimbangan alam dan
seisinva olch manusia sejatinva adalah melukiskan dan - menandakan
adanya keadilan,

Schagm khalifah, manusia diharapkan Allah merawat bumi dan
isinya menjaga linpkungannva dengan tujuan manusia dapat menjaga
ekosistemn kehidupan di bumi. Menjaga ekosistem kehidupan di bami
adalah sebuah sikap tindak vang bersifat keduniawian, tetapi manusia
diwajibkan  menjaga  kehdupan keruhaniannyva  dengan menjaga
ibadahnva kepada Allah seperts Firman Allah swt .. dan tidaklah Aku
oiptakan jin dan manusia kecoalt untuk mengabdi kepadaﬂu""". Dengan
demikian Allah swt mengharuskan manusia menaga  keseimbangan
dalam mengelola hidup dan kehidupan manusia.

Hal keseimbangan dapat ditemui dalam  ajaran Islam  yang
menanamkan prinsip hidup di dunia hanya untuk sementara, ada
kehidupan yang kekal di akhirat, yang baik tidaknya kehidupan i
akhurat ditentukan  oleh amal kebaikan manusia selama di dunia.
Prinsipnya  Islam  mengajarkan keseimbangan bagi manusia dalam
menjalani kehidupan misalnya keseimbangan antara kehidupan dunia
dan akhirat, keseimbangan antara siang dan malam, keseimbangan
antara buruk dan baik, senang dan susah, bahagia dan derita,
keseimbangan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana sering
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dibaca dalam doa-doa Rabbana atina ful dunya hasanah wa fil akhiron
khasanah wa ging adzabannar ' Artinga va  Allah  berikanlah aku
kehidupan dunia yang baik dan di akhirat kebudupan yang baik pula dan
jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Islam juga mengajarkan makna
keadilan dan keseimbangan dalam kisah Alqur'an tentang proses
kehidupan dan asal usul manusia dengan proses kematian dan kembali
menuju alam barzah suatu tempat  untuk kembali dan itu terungkap
dengan avat Alqur'an innalillaki wa inna ilaihi raji'un atau kullu nafsin
za ikatud mant. Initah makna keseimbangan yang dapat diartikan sebaga
keadilan,

Keadilan secara hakiki adalah kensep vang relatif™ dan juga
abstrak. Secara harfiah kata adil berasal dan akar kata ‘adl © dalam
bahasa Arab adalilah kata yang menunjuk pada sesuatu vang  abstrak,
berasal dari kata kerja adala yang berarti ™

(' meluruskan atau duduk lurus. mengamandemen atau mengubah

{2) melarikan diri, berangkat atau mengelsk dar satu jalan (yang
keliru) menuju jalan lain (yang benar)

(3} sama atau sepadan atau menvamakan

{4) menyeimbangkan  atau mengimbangi, scbanding  atau
beradadalam  suwatu keadsan  vang  seimbang {state  of
eqiilibrium).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil berarti:

(1) vdak memihak stidak berat sebelah,

(2} berpihak pada kebenaran dan

(3) sepatutnya tidak sewenang-wenang,

Akhirmya kata ‘adl atau ‘idl boleh jadi juga berarti contoh atau
semisal seperti dalam Alquran Surat Al Maidah: 95 yaitu sebuah
ungkapan harfiah vang secara tidak lapgsung herhubungan dengan
keadilan.” Firman Allah swt: Sesungguhnya Allah memerintabkan untuk
bersikap adil dan kebajikan dan pemberian bantuan kepada karib

Mahmuhtarom, Feformmre Ao Kol ol aweang _|'|:T|'II1|I'I'I‘|‘|'J{H" darten Hiokak _|':'|J|'III'|‘\|'\|'
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kerabat serta mencegah perbuatan keji dan kemungkaran dan sikap
angkara,™

Seperti disebutkan  pada uraian  terdahulu bahwa  manusia
diciptakan dari segumpal darah dan dalam penciptaan  manusia
ditujukan untuk mengabdi kepada Allah dalam  posisinys  scbagai
khalifah di bumi, maka secara tidak langsung pada manusia pula
diamanahkan  pengemban  keadilan.  Untuk  mengemban  dan
melaksanakan keadilan tersebut maka manusia diperintahkan Allah
untuk mengenal dinnya seperti yang discbutkan Allah dalam Algur'an
Surat Arrum (30) ayvat (%) dijelaskan bahwa Tuhan meminta kepada
manusia untuk mengenal dirinya.” Pengenalan akan diri manusia dapat
dimulai darl proses penciptaan manusia yang dikelompokkan menjads
tiga yaitu kelompok pertama penciptaan Adam dan Hawa, kedua yvata
penciptaan nabi Isa melaloi Maryam dan kelign penciptaan manusia
sekarang. Dalam Algur'an surat yang pertama kali di wahyukan  yaitu
lgra’ memberikan penjelasan tentang manusia yaitu mahluk ciptaan
Allah vang mempunyai kemampuan untuk berfikir menggunakan akal
fikirnya atau belajar.™ Sebagai makhluk manusia  diciptakan dalam
kedudukan yang terhormat yaitu sebagal wakil Allah di humi.” Untuk
itu urusan dunia diserahkan kepada manusia, hanva manusia harus
mempertanggungiawabkan apa saja vang dilakukan i dunia kepada
sang Khalg.™ Untuk ity manusia harus mengubah nasibnya sendiri,
karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sebelum kaum
ity sendirt yang mengubah nasibiyva,™

Mengenal asal kejadian manusia dapat dikaji dalam Algurian
sebagaimana firman Allah berikut vang terjemahannya”. kemudian ar
mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu kami jadikan segumpal
daging, lalu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami
bungkus daging, kemudian kami jadikan dia mahluk yvang berbentuk
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lain.  Maha sucilah Allah pencipta yang paling baik™  Setelah itu
firman Allah vang lain menyebutkan vang terjemahnya sebagal berikut:
“Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya Ruh
{ciptaan) Nva dan Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan
dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur™ akan tetapi janganlah
kamu bertanya tentang Rub karena itu adalah rahasia Allah swi.

Dari proses kejadian manusia dapat diketahui babwa pada diri
manusia ity terdapat tiga unsur yaitu (1) unsur jasad (fisik). () Unsur
Ruh dan {3} unsur qolbu atau hati yaitu apa yang dikenal dengan nurani.
Murani ity yang selaly membimbing manusia untuk sefalu  melakukan
perbuatan  baik. Hanya dalam perkembangannya manusia  banyak
dipengaruhi olel akal yang berada di bawah bimbingan nafsu,

fika kandusgan Alquran ditelit maka akan dijumpai kata-kata
{teks), juga ditemui bahasa-bahasa simbol yang penuh makna disamping
bahasa bunyi,™ Di dalam Algquran yang terdin dari 114 sural Lerdapat
jupa kisah manusia vang dicerminkan atau digambarkan karakter
manusgia  yang tidak hanya bersifat konstrukul tapi juga destruktif
melalul nama surat dalam algue'an atau melalui astilah istilah khusos
geperti kata  kemunafikan atan al munafigun, kecurangan atau al
Muthaffifin dan kekufuran atau af Kefirun Ada juga kearifan dan
kebijaksanaan stau al A'vaaf dan Lugman ada nalsu spiritual ataw al
Ma'arij, al Alag dan sebagainya, Sural-surat dalam Alquran yang
melambangkan sifat manusia seperti surat An MNahl Ar Ra'du yang
melambangkan sifal manusia yang seperti lebah, memproduksi madu
juga mengandung racun, Dalam bahasa Algur'an lebah memakan yang
baik, dan dikeluarkan juga dalam bentuk yang baik berupa miadu, tetapd
jangan sckali-kali mengganggy lebah karena ia akan membalas dengan
mengeluarkan  racunnya  {bisa). Dari nama surat-sural  juga
melambangkan bahwa manusia dan alam semesta merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan saling mengsi dan merupakan conditio
sine quanon., Alam semesta ada dalam diri manusia, dan sebaliknya
manusia merupakan bagian dari unsur kosmis, ™ sehingga konscp
manusia  mengacy pada universalitas dan Resamaan derajat manusia
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vang melampaul batas etnis, ras. agama dan peradaban™. Menurit
ajaran lslam semua manusia mempunyai kedudukan vang sama dan
berasal dan keturunan vang sama yaitu nabi Adam dan isterinya Hawa
sebagaimana disebutkan dalam QS An Nisa:l vang artinya;

"Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu vang telah
menciptakan kamu dari seorang dini, dan  daripadanya Allah
menciptakan  isterinya  dan  daripada keduanva  Allah
menciplakan  laki-laki dan perempuan vang banyak, Dan
bertakwalah kepada Allah yang  dengan menyvebut namaiya
kamu  saling  mencinta satu sama fain dan peliharalah
hubungan silaturrahim. Sesungguhoya Allsh selaly menjaga
dan mengawasi kamu™ "

Manusia sebagai pengemban amanah, ia ridak hanya bersikap
saling menyayang antar manusia tetapi ia juga harus berskap saling
menyangi antar manusia dan hewan, bersikap kasih sayany dengan alam
semesta seisinga.  Bersikap kasih sayang terhadap manusia, alam
semesta dan seisinya adalah bagian dari memaknai hukum dan keadilan
dalam aparan Islam.

Keadilan dalam Islam juga bermakna sebagaimana dikatakan thn
Jubayir seperti dikutip dari Mahmutarom babwa keadilan vang hendak
diwujudkan  adalah  keadilan vang sejalan  dengan  firman  Allah
memenuhi prinsip-prinsip  kepatutan tidak merugikan orang  lain,
mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari itikad baik,*

Dengan demikian, keadilan dalam Islam mendasarkan diri pada
prinsip moral, selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan substansial
dengan mewujudkan  kebahagian  individu  maupun  kelompok, *
kebahagiaan hidup lahir dan batin, dan kebahagisan bidup dunia dan
akherat.

Eeadilan juga mengandung makna perimbangan (mawzun), udak
pincang.  Keadilan  juga  bermakna  persamaan  {musawah),  tidak
diskriminasi, keadilan juga tdak akan uwoh jiks udak diperhatikan

by Mdahiemitarinm il cIf. TR,

L% drmiaa |

Malwraahiarom R, opain  Blim M,

d Bslam sangat wenghsrgan kehidupan kebersamaan, schingpn ihadsh vang ditakokan secar
Persaitan seperti solit jmal mompunyvai milai 27 kals b g don shalor sendingn, meskipm
dari mspek buslitae, shabr yang dilskaken semdini Ichib keasuk.  Hal ini sckalipus penehssgn
trhinlap skap fenggaing msa, w5 npemaeng 410

HUE LM ALTERNATIF PENYELESALAN 11
SEMGEETA DAN ARBITRASE



maknanya scbagal pemberiaan perhatian kepada hak-hak pribadi dan

penunaian hak kepada siapa saja yang berhak (Utha'u kulli dzi haggin

haiku). Makna keadilan yang sangat penting adalah keadilan Tuhan baik

berupa kemurahan maupun kemurkaannya yang semuanya  dapat

dipulangkan kepada manusia itu sendir sebagaimana firmannnwa:
“Barang =iapa vang mengerjakan amal saleh maka pahalanya
untuk dirinva sendiri dan baranyg siapa mengerjakan perbuatan
jahat maka dosanva untuk dirinya sendin dan sekali-kali tudaklah
Rabb-Mu menganiava hamba-hambaiya™"

Demikian pentingnya nilai keadilan o dalam tatanan hidup
bermasyarakat sehingga [hn Tavmiyah " dikutip dart Mahmutarrom
menegaskan:

Jika rusan  dunia  ini diperintah  dengan  keadilan  maka
masvarakat akan menjadi sehat biarpun terdapat keburukan
moral pribadi para penguasa. Dan jika urusan dunia ini diperintah
dengan kedzaliman maka masyarakat akan runtuh tanpa peduli
kesalehan  pribadi para penguasa vang tentunya akan diber
pahala dan perhitungan sendicn di akherat nanti, maka urusan
dunia akan tegak dengan baik karena keadilan sekalipun tidak ada
keagamaan dan akan runtuh karena  kedzalman,  sekalipun
disertai Isfam™

Disinilah letak keuniversalan keadilan Islam, tidak ada sekat
agama, ras, dan suku maupun penyekat-penyekat lainnya.  Pada
masa nabi keadilan telah diterapkannya dan para sahabat penggantinya
ikhulafn wrrasyiding, meskipun hal tersebut  pernah ternoda hanya
karena kepentingan politik dan kekuassannya vang sudah menjadi
naluri manusia dari jaman ke jaman dengan mengorbankan manusia dan
kemanusiaan, Keadilan dapat ditemui dalam firman Allab vang lain™
Allah berfirman vang artinya;

Wahail orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang vang

benar-henar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah

biarpun terhadap dirimu sendird, ibubapakmu dan keluargamu.
fika ia kava ataupun miskin Allah lebih mengetahui keadaan

8. Fueshilir: 4n
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keduanya, maka janganlah kamo mengikuti hawa nalsu, sehingga

kamu tidak berlakwe adil. lika kamu memutarbalikkan atau enggan

menjadi saksi sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa
yarng kamu kerj-.ikan‘:”

Keadilan Islam adalah keadilan vang sebenarnya, tidak pilib pilit
dan terhadap slapapun dituntut supaya tetap berlake adil. Dalam
sebuab kisah dituturkan bahwa pernah terjadi di masa hidup Nabi
Muhammad saw seorang vang terhormat dan mempunyar kedudukan
yang unggi telah melakukan kesalahan mencuri,  maka datanglah
heberapa orang menemui Nabi saw supaya orang tadi dibebaskan dan
hukuman, maka nabi saw bersabda:™

Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu

- waitu sekiranya vang mencun itu vang berpangkat tinggi, lalu
mereka dibiarkan saja, tetapi jika yang mencuri itu mereka vang
lemah, lalu dengan segera dijatuhksn hukuman padanya. Demi

Allah vang aku di dalam kekuasaan-Nya, kalaulah Fatimah bint

Mubammad {anak nabi saw, yvang sangat dikasibi) mencur,

niscaya kupolong tangannya,

Demikian pentingnya sebuah keadilan sampai nabi pun akan
memotong tangan Fatimah  anaknya bila ia mencuri  [tu makna
keadilan vang terdalam yaitu mencgakkan keadilan dalam  fslam haros
mengpunakan azas equality before the law, tidak pilab-pilih, meskipun
terhadap dint sendirt ataupun keluarga sendiri, keadilan tetap harus
ditegakkan, Terhadap orang vang kita benci sekalipun  tetap dituntul
untuk berlaku adil seperti firman Allah berikut:

Hai orang-orang yvang berniman hendaklah kamu menjadi orang-
orang yang menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi
dengan adil dan janganlah sekali-kall kebencian kamu terhadap
suatu kaum mendorong kamuo untuk tidak berlaku adil, karena
adil itu lebib dekat dengan tagwa. Dan bertakwalah kepada Allah
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu
ker]'akan.""

28 Armis 154
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Keadilan seperti inilah yang telah mengangkat nama baik ummat
Islam pada masa Rasulullah saw dan pada masa sahabat yang
melaksanakan keadilan mengikuti ajaran Islam vang sebenarnya, Islam
melarang manusia berlaku tidak adil atan dzalim terhadap siapa saja,
meskipun terhadap musuh yang kita benci.

Dalam  sejarah  kepabian  diceritakan  bahwa  ketika  Nabi
Muhammad saw dan ummat [slam memasuki kota Makkah di mana
musuh telah menverah kalah maka banyak dari mereka yang menyerah
yang telah dimaafkan, dan dibebaskan, termasuk mereka yang berlaku
kejam dan dzalim terhadap ummat Islam, ketika mereka berkuasa. Dan
tentara Islam masuk ke dalam kota Makkah dengan mengucapkan takbir
dan tahmid mensyukuri kemenangan yang telah diperoleh,  maka
mereka  dilarang melakukan kejahatan apapun seperti membunuh
mereka yang lemah sepert wanita, anak-anak, orang tua dan mercka
vang tidak melakukan perlawanan, malah tentara |slam dilarang
memusnahkan pohon kayu. Inilah keadilan vang rahmatan Ll alamin.
Rasulullah saw telah melaksanakan keadilan semenjak beliau masih
muda. Nabi Muhammad saw ketika itu berusia 35 tahun berhasi
mendamaikan para pihak yang bersengketa untuk meletakkan hajar
aswadl di tempatnya, Cara vang dilakukan nabi Muhammad saw adalah
meletakkan hajar gl aswad di atas sehelai kain, dan meminta semua
polongan tkut mangangkat bersama-sama sehingga dengan demikian
semua pihak merasa puas hati. Dengan demikian  inl dari scbuah
keadilan Islam adalah keseimbangan vang akan membawa kedamaian
dan ketenteraman dalam masyarakat,

Prinsip keadilan Islam tersebut i atas diharapkan  berimplikas:
pada tuntutan akan keadilan dalam sistem sosial, sistem hukum, sistem
politik, dan sistem ekonomi di dalam masyarakat secara nyvata. [Dalam
sistern politik yang tdak terlalu terpisah dengan urusan agama,
pembahasan tentang keadilan Tuhan yang sebenarnya bersifat teologis
bhisa dimaknai sebagai ungkapan atau peringatan vang relatil santun
pada penguasa, Meskipun secara teoritik ulama Islam menentang
paham teokrasi yang menvatukan atau menggabungkan wewenang
keagamaan dengan wewenang politik, namun dalam sejarah Islam t{‘Tﬂp
saja menampilkan bentuk teokrasi dalam wujud lain yang lebib halus.”

¥ aahairi Mistaw dan Movidanbom,  Oudiee S Progeent Memubvsd baw Schoged  Apnes
ke, 2002 Iakana: ESIP.
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Implikast dimaksud adalah adanya harapan akan campur tangan
pemerintah atau penguasa mengakomaodir keadilan 1slam pada sistem
hukum tepatnya pada proses pembuatan peraturan tentang perkawinan
dalam rangka perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat (law
making) terutama setelah dikeluarkannya Putusan ME Nod46/PU-

WIILA2010 Tahun 20M2
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[ BAB IX

JENIS-JENIS SENGKETA BISNIS
PADA BASYARNAS

9.1 Dasar Hukum Basyarnas

Pada prinsipnya semua peraturan beisikan beberapa azas seperti
azas keadilan, perlindungan dan solusi. Begitupun peraturan Basyarnas
berisikan azas-azas dan selusi. Solust vang ditetapkan basyarnas adalah
dengan mengatur azas dan juga jenis-jenis sengketa scrta caa
penyelesainnya, Berikut uraiannya tentany jenis-jenis sengketa.

Ketentuan Pasal 2 Peodoman Dasar Basyarnas bahwa Basvarmas
bertugas memberikan penyelesaian vang adil dan cepat dalam sengketa
muamalah atau perdata yang timbu  dalam  bidang perdagangan,
kevangan, industri, jasa, dan lgin-lam. Kemudian daiam Pasal |
Peraturan  Prosedur  Basyvamas  meirentukan  bahwa  penvelesaian
senpketa yang  tmbul  dalam  hubungan perdagangan,  industri,
keuangan jasa, dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis
untuk menyerahkan penvelessiannya kepada Basyarnas sesuai dengan
peraturan prosedur. Hingga saat ini Basyarnas telah menghasilkan 13
{tiga belas) putusan. Jenis-jenis sengketa bisnis vang telah diselasaikan
oleh Basyarnas antara lagin sengketa bisnis mengenai perbankan dan
satu di antara 13 (tiga belas) putusan tersebut merupakan sengketa
bisnis dari pengusaha Cina non [slam.

Basyarnas tidak menerima penyelesaian senghels  Mengend
sengketa hibah, wasiat, nafkah, perkawinan, status (kedudukan hukum)
seseorang serta perpisahan meja dan tempat tidur {shelding van tafel en
hed). Jenis-jenis sengketa schagairaana dimaksud tersrbut dilarang,
karena hal tersebut menvangkut kepentingan umum dan bersifat privat.
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Radan Peradilan vang menvelesaikannya pun sudah khusus, seperti
perkawinan bagi mereka vang beragama lslam  diselesaikan  pada
pengadilan agama. Menurut Pasal 49 Undang-Lindang Nomor 7 Tanun
1989 dan LU Momor 3 Tahan 2006 tentang Peradilan Agama jo UL
Mo Tabun 2009 babwa sengketa tersebut  disclesaikan  oleh
Pengadilan Agama. .

9.2 Syarat dan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 7 Undapg-Undang MNomor 30 Tabun 19949 para
pihak yang akan menyelesaikan sengketa bisnisnya melalui Basyarnas
harus terlebih dahulu membuat perjanjian Arbitrase baik itu vang dibuat
sebelum terjadinya sengketa bisnis atau setelah terjadinya senghketa
bismis.

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Homor 30 Tahun 19949
tentang APS yang pokok bahasan utama adalah kebolehan untuk
membuat persetujuan para pihak yang membuat persetujuan, untuk
menyerahkan penyelesaian sengketa bisnis vang mungkin timbul di
kemudian hari kepada Basvarnas, Kesepakatan ity dimaksud dengan
klausula aibitrase, Hal lain yang ada dalam pasal tersebut, adalah
diperkenankan atau dibolehkan mencantumkan klausula Arbitrase, agar
mengenai sengketa bisnis yang mungkin timbul di kemudian hari
diselesaikan oleh Basvarnas.

Peraturan  prosedur (PP} Basvarnes merupakan  ketentuan=
ketentuan yang mengatur tentang cara penyelesaian sengketa bisnis
melalui Basvarnas. Berbeda halnya dengan syarat-syarat penyelesaian
senghea bismis melalui Basyarnas, dalam hal prosedur penvelesaian
senghketa bisnis melalui Basyarnas telash memiliki sendirt ketentuan
mengenai hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 1| Peraturan Prosedur Basvarnas, vurisdiksi
Basyarnas meliputi penyelesaian sengketa bisnis, yvaitu vang timbul
dalam hubungan perdagangan, industri, kevangan, jasa, dan lain-lain
Para pibak bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelessainya
kepada Basyarnas sesuan dengan Peraturan Prosedur Basyarnas.

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian senghketa bisnis
kepada Basvarnas dibuat oleh para pihak bersengketa pada wakiu
mengadakan perjanjian atau persetujuan kemudian, setelah tmbulnya
sengkels. Selain itu, Basvarnas memiliki vurisdiksi untuk memberikan
suatu pendapal yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai
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suatu persoalan vang berkenaan dengan perjanjian atas permintaan
para pihak.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Prosedur Basvarnas pemeriksaan
dilakukan di tempat kedudukan Basvarnas ataun di tempat lain
depganpersetujuan para pihak.  Arbiter  dapat melakukan  sidang
ditempat lain untuk memeriksa saksi. barang, atau dokumen sengketa
bispis. Sedangkan putusan harus dijatubkan di tempat kedudukan
Basvarnas herada.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Prosedur Basyarnas bahwa semua
proses pemeriksaan baik lisan maupun tertubs harus dalam Babasa
Indonesia. Dokumen  vang berbahasa asing harus dilampiri dengan
terjemahan Bahasa Indonedia oleh penerjemab di bawah  sumpah
{siwoms tranldlor). Pikak yvag tidak memahami bahsa Indonesia di dalam
persidangan bolch memakai penerjemah atas biaya sendiri. Walaupun
belum ada sengketa bismis  vang bersifat internasional vang ditangani
Rasyarnas tetapi pihak Basayarnas telah memiliki instrumen hukum.
Penggunaan penerjemah di bawah sumpah diperlukan karena menurut
penulis adalah  untuk  menghindari  kebohongan  data yang  akan
diterjemahkan dan akan merugikan salab satu pihak.

Berdasarkan Peraturan Prosedur Basvarnas Pasal 2 prosedor
persidangan  Arbitrase  dimulai dengan  didaflarkannya surat
permohonan untuk mengadakan penyelesaian masalah melalui arbiter
dan di register pada kesckretariatan Basyarnas. Selanjutnya pihak
pemohon akan melalui serangkaian perbuatan standar seperti mengisi
formulir pendaftaran, membayar vang administrasi.

Berdasarkan Pasal 3 PP Basayarnas  disebutkan bahwa  perhitungan
waktu dirmulal sejak semua perlengkapan dan persyaratan yang lengkap
Persyaratan tersebut yaitu

I Alamal tempat tinggal
Alamat terkhir tempat tinggal
Alamat kantor dagang
Alamat terakhir kantoer dagang atau
Tempat kedudukan vang telah dinyatakan (domisili vang dipilih)
Pemilihan domisili dalam perjanjizn akan dianggap oleh Basyarnas
sehagai alamat tetap dan Permanen, kecuali jika vang  bersangkutan
memberitahukan secara tertulis dan resmi kepada Basyvarnas dan pihak
lawannya tentang adanya perubahan alamat Lersebul,

AU
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Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Prosedur  Basyarnas perhitungan
tenggang wakty mulai berjalan pada hari berikut setelah penerimaan
berkas. Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut jatuh pada bari
libur resmi  maka perhitungan tenggang waktunya dimulai dari hari
berikutnya sesudah hari libur tersebut. Mengenai tenggfang wakiu yang
dimaksud adalah mengikuti apa yang telah diatur dalam hukum acara
Perdata  menurut penulis tentulah Hukum acar perdata adalab
menggunakan dengan menggunakan HIR Menurut Peraturan Prosedur
Basyarnas Pasal 5 bahwa surat permohonan mimimal memuat 3 hal
yaitu:

I Nama lengkap, tempat tinggal, atau yempat kedudukan para pihak
2. Uraian singkat tentang duduk perkara {positumy}
3. Uraian tentang apa vang dituntut (petitum)

9.3 Eksekusi Putusan Arbitrase International Oleh Basyarnas
9.3.1 Peran Basyarnas

Pengakuan terhadap putusan arbirtrase intenasional di Indonesia
dapat dilakukan eksckusi  sepk dikeluarkannya  Beppres Nomor 34
Tahuii 1981 yang mengesahkan Convention on the Recogmition and
enforcement of Forewgn Arbitrasel Awart yang dikenal dengan New York
Convention 1958, Salah satu masalah mengeksekusi putusan Arbitrase
internasional adalah tidak semua putusan Arbitrase internasicnal dapat
dieksekusi di suatu negara. Sealin ttu cara dan prosedur eksekusi untuk
putusan atbitrase internasional juga bervariasi dari satu negara ke
negara lainnya.

Basyarnas sampai saat ini belum pernah menyelesaikan sengketa
hisnis yang bersifat mternasional, Hal ini bukan berarti Basyarnas tidak
berwenang  untuk  malvelesaikan  sengketa  bisnis  vang  bersifa
internasional tetapi sampai saat ini memang belum ada sengheta bsnis
intemasional vang diajukan kepada Basyarnas.

Penyelesaian sengketa bisnis yang bersifat internasional dapat
dilaksanakan melalui Basyarnas dengan mengikuti ketentuan hukum
vang berlaku  di Indonesia dan negara asing yang bersengketa
Mengenai Arbitrase internasional ditentukan dalam Pasal 65 sampai
dengan  Pasal 75 Undang-Undang MNomor 30 Tahun 1999 yang
berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksapann putusan
Arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Suatu
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putusan Arbitrase harus dilaksanakan di negara pilhak yang menpunyai
kepentingan. Jika putusan tersebut  harus dilsksanakan di Indonesia
sesual Pasal 66 UL No30/1999 bahwa vang berwenang menangani
masalah pengakuan dan eksekusi dari putusan Arbitrase internasional
adalah Pengadilan Negern Jakarta Pusat.

94 Azas-Azas pada penyelesaian kasus di Basyarnas

Tidak semua putusan Arbitrase internasional dapat dieksekusi di
Indonesia. Agar dapat dieksekusi deperlukan pemenuhan prinsip Asas
Reseprositas  (salimg  mengokui). Asas ini adalah asas yang saling
mengakui untuk berlaku bahwa putusan negara achiterase berasal
harus dapat melaksanakan pulusan Arbitrase internasional tersebut
hila Arbitrast tersebut berkedudukan di Indonesia

Selain dari asas resiprositas sebagaimana dimaksud oleh Pasal G6
huruf {a) UL No30/99 dimana asas mi diperuntukkan bagi negara
dimana Arbitrase berasal. Asas ini juga berfako untuk negara pihak
pemohon cksekusi berada sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 2 huraf {ch LIL
N0.30,/99 bahwa ada dalam lingkup perdagangan. Tidak bertentangan
dengan kepentingan umum. Mendapat eksekutor dari PN Jakarta Pusat,
Berkait dengan negara Republik Indonesia

Salinan naskah kescpakatan yany secara Khusus menverahkan
sengketa  hisnis kepada Basyarnas harus  dalampickan pada  surat
permohonan. Begitu pula jika para pihak memakai penasihat hukum
atau kuasa, maka surat kuasa hanva dilampirkan Basvarnas mengatur
pula tentang kemungkinan untuk berperkara prodeo bagh mereka yang
tidak mampu. Ketidakmampuan dibuktikan dengan sural keterangan
resmi minimal dari lurah, Meskipun tidak secara cksplhisit disebutkan
masalah honorarium arbiter nantun ketentuan ita dimaksudkan juga
untuk membebankan honorarium bagi arbiter

5.5 Penolakan oleh Basvarnas.

Rerdasarkan Peraturan Prosedur Basyarnas Pasal & bila perjanjian
vang menunjuk Basyanasas pada klausula Arbitrase dianggap tidak cukup
untuk  dijadikan  dasar kewenangan Basyarnas uniuk  memenksa
senpketa bisnis, maka Basyarnas akan menyatakan permohonan tdak
dapat diterima {met ontvankelijh verklaard). Penetapan tentang Lidak
dapat diterima ini dapat diberikan olch Ketua Basvarnas schelum
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permeriksaan tapi dapat pula dikeluarkain oleh arbiter yang ditunjuk
bila pemeriksaan telah dimulai, Seluruh hiaya yang teiah dibayar
pemohon dikembalikan, kecuah biaya pendaftaran dan ad minislrasi, bila
permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Ketua Basyarnas.
Apabila pernyataan tidak diterima diputus oleh arbiter, maka selurub
biava tidak dikembalikan.

Berdasarkan Peraturan  Prosedur Basvarnas Pasal 7 apabila
peranjian  Arbitrase  atau klausula  Arbitrase  menunjuk Basyarnas
sehapai badan yang memenyelesaikan sengketa maka sengketa akan
diperiksa  dan  diputus menurut Peraturan Prosedur Basyarmas.
Menurut  penulis Pasal 7 Peraturan Basyarnas juga memberikan
penafsitan  bahwa  sengketa  bisnis  yang  lelah  diserahkan
penyelesaiannya kepads Basyarnas dan telah terikat oleh Perjanjian
Arbitrase Basyarnas menjadi yurisdiks: atau kewenangan Basyarnas.

Berdasarkan Peraturan Prosedur Basyarnas Pasal 3 apabila
perjanjian Arbitrase yang menyerahkan penyelesaion senghketa bisnis
kepada Basyarnas dianggap sudah mencukupi maka Ketua Basvarnas
menetapkan arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa
bisnis. Kemudian memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat
permobonan kepada termohon disertai permtah untuk menanggap
permohonan tersebut dan memberikan jawahannya secara tertulis
selambat-lambatnya dalam wakoo 30 (tiga pudub) hari terhitung sejak
diterimanya  salinan permohonan  den surat  panggilan.  Surat
permohonan  dan perintah untuk menanggapi serta memberikan
jawabannya secara tertulis oleh termohon harus sudah disampaikan
kepada termohon  selambat-lambatnya & (delapan) hari sesudah
peneiapan atau penunjukkan arbiter.

Penetapan arbiter dilakukan oleh Ketua Basyarnas berdasarkan
klausula Arbitrase atau apabila telah disebutkan, ditetapkan berat
ruginya sengketa bisnis. Arbiter vang ditunjuk oleh Ketua Basyarmas
dipilih dan para Anggota Dewan Arbiter vang telah terdaftar pada
Basyarnas, fika diperlukan karena pemeriksazn memerlukan suatu
keahlian khusus maka Ketua Basyarnas berhak menumuk seorang ahli
dalam bidang khusus vang diperlukan unluk menjadi arbiter. Apabila
salah satu atau keduvabelah pihak bersenghketa mempunyai keberatan
terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Basyarnas, maka selambat-
lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama keberatan diajukan oleh
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pihak yang bersangkutan  disertal alasan-alasannya berdasarkan
hukum,

Setelah selesainya sidang pertama pemeriksaan atau selambat-
lambatnya  dalam  kurun waktu 7 (tujuh) hart arbiter meneruskan
keberatan itu kepada Ketua Basvarnas dan selambat-lambatnya dalam
waktu 3 (tiga) hari Ketua Basyarnas harus sudah memberikan penetapan
apakah keberatan itu diterima atau ditolak berserta alasan bila
keberatan diterima  maka Ketoa Basyarnas dalam penetapan yang
menunjuk arbiter lain. Keberatan terhadap arbiter yang telah driunjuk
oleh Ketua Basvarnas vang disjukan oleh salah satu atau kedua belah
pihak tidak mengurangi kewajiban termohon untuk  memberikan
jawabannya secara teriulis.

9.6 Tugas Arbiter

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Prosedur Basyamas, arbiter yang
telah ditunjuk tidak boleh mengundurkan din. Arbiter yang ingin
mengundurkan din harus ada “surat permohonan pengunduran diri”.
Pengunduran  diri arbiter menjadi  kewenangan Dowan  Pengurus
Basyarnas jika disctujui maka dalam waktu 10 (sepuluh) harn harus
ditunjuk arbiter pengganti.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Prosedur Basyarnas apabila salah
seorang arbiter meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mungkin
jimposibilitas) melaksanakan fungsinya  maka harus segerd diisi
kedudukannya dengan  menunjuk  arbiter, Pengisian  arbiter vang
meninggal paling lambat adalah 10 {sepuluh) han dari tanggal satu {1}
sedangkan arbiter  yang  berada dalam keadaan  imposibilitas
melaksanakan fungsi, ialah paling lambat 10 {gepulult) hari dan tanggal
diketahui  keadaan  tersebut,  Penunujukan  pengisian menjadi
kewenangan Dewan Pengurus Basyarnas.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Prosedur Basyarmas — arbiter
tunggal yang telah ditunjuk atau aibiter majelis vang dibentuk olch
Ketua Basyamas akan memeriksa dan memutus imenyelesaikan
sengketa bisnis) antara para pibak bersengketa atas nama Basyarnas
arhiter atau arbiter majelis menjalankan semua kewenangan Basyarnas
yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemulusan sengketa bisnis,

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Prosedur Basyarnas, pemeriksaan
oleh arbiter harus memberikan perlakuan dan kesempatan vang sama
kepada masing-masing pibak (equality before the law). Arbiter dapat
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pula memeriksa saksi-saksi dan saksi ahli. Salinan bukti alau dokumen
gelalu harus diberikan pada pihak lawan, Sealain pemeriksaan secara
tertulis dimungkinkan pula pemeriksaan secara lisan {oral hearing}.
Tanya jawab (replik, duplik, pembuktian)y tidak dilakukan secara ketat.
Tahapannya ditentuksn berdasarkan kebijaksanaan arbiter artinya bisa
saja ada tahapan yvang dilewati bila dianggap kurang perlu. Berdasarkan
Pasal 15 Peraturan Prosedur Basyarnas setelabh diterimanva jawaban
dari termohon, salinan dar jawaban tersebul diserahkan kepada
pemohon. Sejalan dengan hal tersebut, maka arbiter memerintahkan
kepada para pihak bersenghketa datang pada persidangan Arbitrase pada
tanggal yang ditetapkan selambat-lambatnya dalam wakin 14 (empat
belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah ini dengan
pemberitabuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kusss dengan
kuasa khusus.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Prosedur Basvarnas  apabila
termohon, seletah lewatnya 30 (riga puluh) hari, tidak menyampaikan
jawabannya maka arbiter akan memerintahkan pemanggilan para pihak
dengan cara seperti dtscbutkan dalam Pasal 5 apt (2) Peraturan
Prosedur Basyarnas Pasal 7 Peraturan Prosedur Basyarnas dalam
jawabannyva atau paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan,
termohon dapat mengajukan tuntutan batasan (recthmuvniie). Terhadap
bantahan vang ditujukan termohan  pemeohon  dapat  mengajukan
jawabannva  disertal tambahan wntman  jaddition! cloim}  asalkan
mempunyal  hubungan  dengan pokok vang  dist " nghetakan  serta
termasuk menjadi vurisdiks: Basyarnas, Tuntutan dar masmg-masing
pihak akan disclesaikan oleh arbiter dalam suatu putusan

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Prosedur Basyarnas apabila pada
hari yang telah ditetapkan, pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak
datang menghadap sedang ia dipanggil secara patut maka arbiter akan
mengugurkan pemohonan pemaohon

Kemudian Pasal 19 Peraturan Prosedur Basvarnas mencntukan
bahwa apabila pada bari vang telah ditetapkan ity termohon tanpa
suatu alasan yang sah tidak datang menghadap sedang ia dipanggil
secara patul maka arbiter memernintahkan supava dipangml lagi untuk
terakhir kali, puna menghadap di muka sidang pada wakiu kemudian
vang ditetapkan selambat l[ambatnva dalam waktu 14 (empat belas) hari
sejak dikeluarkannva perintah itu.
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Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Prosedur Basyarnas walaupun
antara Peraturan Praosedur Basvarnas dan apabila pada han yang telah
ditetapkan lagi itu termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak juga
datang menghadap maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirmya
termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan kecuali tuntutan ity
oleh arbiter dianggap tidak berdasarkan hukum dan keadilan. Terhadap
putusan arbiter datam waktu 14 {empat betas) hari setelah isi putusan
diberitahukan  secara  resmi kepadanya  termehon berbak
mengajukan  perlawanan (verzet) Perlawanan diajukan dengan card
yang patut seperti yang berlaku unluk mengajukan permohonan pada
pengadilan  tanpa  perlu membayar  biava-blaya  pendaltaran,
administrasi, dan pemeriksaan.

Apabilad pada har sidang pemeriksaan perlawanan vang telah
ditetapkan oleh Basyvarnas perlawanan meskipun telah dipanggil secara
sah tidak datang hadir maka arbiter akan menguatkan putusan, Apabila
kedua helah pihak datang menghadap  maka pemeriksaan dilakukan
dari permulaan.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan  Prosedur Basyarpas maka
terlebih dahubu arbiter mengusahakan perdamaian. Jika usaha terschut
berhasil, maka arbiter akan membuatkan “akia  perdamaian” dan
menghukum  kodua  belah  pihak untuk memenubi dan menaati
perdamaian terscbot. Sedangkan jika perdamaian tidak berhasil maka
arhiter akan meneruskan pemeriksaan sengkceta bisnis.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Prosedur Basvamas maka  para
pihak dipersilahkan untuk menjelaskan dalil dan pendinan masing-
masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk
menguatkannya. lika dianggap perlu arbiter baik atas permintaan para
pihak maupun atas prakarsanya sendiri dapat memanggil saksi-saksi
atau saksi ahli untek didengarkan kesaksiannya. Pihak yang meminta
pemanggilan tersebut harus membayar lebih dabulu kepada Seketaris
Basyarnas, Semua  biaya pemanggilan dan perjalanan saksi-saksi atau
snksi ahli ditanggung vang bersangkutan

Pemanggilan saksi-saksi atau saksi ahfi dilakukan atas prakarsa
arbiter maka biaya untuk itu akan dibebankan kepada para pihak secara
adil namun terlelnh dabulu harus dibayar olch pemohon kepada
sekretaris Basyarnas. Sebelum memberikan keterangan di muka sidang
para saksi ataw saksi ahli dapat diminta oleh  arbiter  untuk
mengucapkan sumpah terlehih dahulu bahwa saksi-saksi atau saksi ahl
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hanva akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-
sungguh. Kedua pihak diminta menjelaskan dalil-dalil dan mengajukan
bukti-bukli tertulis maupun saksi-saks=i. Arbiter dapal meminta saksi-
aaksi atau saksi ahli dengan mongucapkan sumpah sebelum didengar.
Selurub pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Prosedur Basyarnas, pemohon
dapat mencabut  permohonannva asal putusan belum  dijatuhkan.
Pencabutan permohonan dilakekan sesudah ada jawaban termohon,
pencabulan Lersebut hanya diperbolehkan bila disetujui oleh termohon.
Pencabulan permohonan sebelum sidang dan pencabutan permohonan
setelah sidang  aksn mempunyai akibat  berbeda datam hal
pengembalian biava pemeriksaan

= Pasal 24 Peraturan Prosedur Basyarnas jika arbiter menganggap
pemerikssan  cukup  maka  arbiter  menutup pemeriksaan dan
menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan vang diambil, Jika
dianggap perlu arbiter baik atas inisiatif sendirl maupun atas pemintaan
salah satu pihak dapat membuka sekali lagi pemeriksaan (to reopen)
schelum  putusan dijatubkan,  Arbiter  akan  mengambil  dan
mengucapkan putusan dalam sidang vang dihadini oleh para pihak, dan
apabila salah =atu dari para pihak tidak hadir maka putusan skan tetap
diucapkan sepanjang kepada para pihak telah disampaikan panggilan
SeCard patut,

Peradilan Basyvarnas dilalakukan “Demi Keadilan  Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa®Tiap putusan dimulai dengan  kalimat
“Bismuilohirrohmanirriehim®,  diikuti dengan "Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Seluruh  proses  pemeriksaan sampai  dengan  divcapkannya
putusan oleh arbiter akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum
jangka waktu & {enam) bulan terhitung sejak tanggal pertama kali para
pihak untuk menghadin sidang pertama pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Prosedur Basvarnas salah satu
pihak vang mengetahui adanyva bagianm atau ketentuan Peraturan
Prosedur vang tidak diterapkan sebagaimana mestinva, tetapn tidak
langsung mengajukan bantahan stau  keberatan terbadap bhal itu
dipgnggap menggugurkan haknya sendiri mengajukan bantahan. Oleh
karena  itw para pihak diharapkan tanggap terhadap proses
pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak Basyarnas jika terdapat
kesalahan prosedur cepat djukan bantiahan kepada Basvarnas.
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Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Prosedur Basyarnas jika arbiter
terdiri dari 3 (tiga) orang maka setiap putusan atau ketetapan harus
dipmbil berdasarkan  suara  terbanyvak (mayoritas),  Apabila  suara
mayoritas tidak tercapa, maka Ketua Arbiter dapat mengambil dan
menjatuhkan putusan sendiri. Setelah itu putusan dianggap dibuat oleh
semua anggota arbiter {umpire system}. Hal imi dapat terjadi karena ala
arbiter vang bersifal abstain, atau ketiga arbiter mempunyal pendapat
vang berbeda-beda.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan  Prosedur Basyarpas maka
putusan harus memuat alasan-alasan kecuali para pihak sepakat bahwa
putusan tidak perlu memuat  alasan,  Arbiter  harus  memutus
berdasarkan kepatutan dan keadilan (ex aequoe et bont atau als geode
manen naar bijkfeid) sesual dengan ketentuan hukum yang berlaku
bagi perjanjian vang menimbulkan sengketa yang disepakati para pihak.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Prosedur Basvarnas disebutkan
Putusan Basvarnas yang sudah ditandatangan: oleh arbiter langsung
final dan mengikat (final and binding). Kepada para pihak yang
bersengketa  dan  wajib - menaati serta segera memenuhs
pelakasaanaannya, Jika putusan tidak dipenubi secara sukarela, maka
putusan dijalankan menurut ketentuan vang diatur dalam Pasal 637 Ry
dan Pasal G359 Ky,

Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter harus
diberikan kepada masing-masing pemohon dan termohoen. Putusan
tidak boleh divmumkan, kecuali disepakati oleh para pibak Berdasarkan
Pasal 30 Peraturan Prosedur Basyarmas sesudah putusan diucapkan
dalam waktu 20 (dua puluh) hari salah satu pihak dapat meminta secara
tertulis interpretasi putusani. Arbiter paling lama dalam 20 (dua pulub}
hari harus memberikan interpretasi putusan dimaksud secara teitulis.
interpretatif ini merupakan bagian vang tak terpisah dar putusan,

Rerdasarkan Pasal 30 Peraturan Prosedur Basyvarnas dalam tempo
20 {dua puluh) har sejak  disampaikan salah satu pihak  dapat
mengajukan secara tertulis permintaan perbaikan putusan tentang
kesalahan yang bertentangan dengan jumlab perhitungan, salah ketik
atau salah cetak. Permintaan ditujukan kepada Sekretaris Basyarnas dan
tembusan tepada pihak lawan schaga pemberitahuan

Arbiter vang memutus atas wsiatif  sendiri dapat melakukan
perbakan putusan dalam wakin 20 (dua pulub) hari sejak putusan
dijatuhkan. Perbaikan putusan harus dibuat tertulis dan ditandatangani.
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paling lambat dalam waktu 20 {dua puluh) har sejak permintaan
disampaikan, Sekretaris Basyarnas kepada arbiter sudah memberikan
perbaikan vang diminta dan perbaikan tersebut langsung menjadi
bagiasn vang tidak terpisah dengan putusan Berdasarkan Pasal 31
Peraturan Prosedur Basyarnas dalam wakta 20 (dua pulub) har sejak
putusan diterima salah satu pihak dapat mengajukan putusan Lambahan
tentang tuntutan yang diajukan saat proses pemeriksaan berlangsung
tetapi telah terlalaikan oleh arbiter,

Paling lama dalam tempo 30 (tiga puluh) hari tambahan putusan
harus diselesatkan. bila arbiter beipendapat bahwa pemintaan itu
mempunyai alasan dan ‘kelalaian itu dapat  disempurnakan tanpa
memerlukan pemeriksaan bukti atau saksi maupun  pemeriksaan
pemohon sdan termohon, sebagaimana perbaikan putusan perbaikan
putusan maka putusan tambahan langsung menjadi bagian yang tidak
terpisah dengan putusan.

8.7 Pembatalan Putusan pada PP Basyarnas

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Prosedur Basvarnas salah satu
pihak dapat mengajukan secara tertulis pembatalan  putusan
{annulment of the qwward ) vang disampaikan kepada sekretaris dan
tembusan kepada pihak lawan schagai pemberitabuan namun hal i
tidak mengurangi kewajiban sekretatans untuk menvampaikan resmi
kepada pihak lawan
Permintaan pembatalan hanya dapat dilakukan berdasarkan satu alasan
berikut

. Penunjukan arbiter tidak sesuai dengan ketentuan yang daatui
dalam Pergruran  Prosedur Bpsvarnas,

Putusan melampaiu batas kewenangan Basyamas,

Putusan melebihi dari yvang diminta oleh para pihak,
Terdapat penyelewengan yang dilakukan arbiter.

Putusan jauh menyimpang dar  ketentuan  pokok  Peraturan
Prosedur Basvarnas.

6. Purusan tidak memuat dasar-dasar alasan vang menjadi landasan

pengambilan putusan,

Berdasarkan Pasal 33 Peraluran Prosedur Basyarnas pembatalan
putusan dapat diajukan paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari
dari tanggal putusan diterima kecuali merngenai alasan penyelewengan,
untuk vang terakhir ini paling lama dalam waktu 3 tiga) tahun sejak

rJ'I-h-_'_G-\.'J
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putusa dijatuhkan, Dalam tempo 40 {empat  puelubh) hari sejak
permintaan pembatalan diterima Dewan Pengurus Basvarnas segera
membentuk komite od-hoe yang terdird dan 3 (Uga) orang vang akan
memeriksa dan memualus peimintaan pembatalan itu. Arbiter yvang tkat
memutus putusan yang diminta pembatalannya tidak boleh duduk
dalam komite ad-hoc tersebut.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Prosedur Basvarnas  disebutkan
biaya Arbitrase ditetapkan dalam suatu peraturan tersendinn yang
menjadi lampiran dan Peraturan Prosedur Basyarnas. Kemudian Pasal
35 Peraturan Prosedur Basvarmas menentukan schagai berikut
L Apabila tuntutan sepenuhnyva dikabulkan alau pendjrian pemohon

seluruhnva  dibenarkan, biaya  administrasi dan pemeriksaan
dipikulan kepada termohon,

2. Apabila tuntuian ditolak, biaya administrasi dan pemeriksaan
dipikulkan  kepada permohon,  Apabila  tuntutan  sebagian
dikabulkan, biaya administrasi dan pemerifcsaan dibagn antara
kedua belah pihak menunit ketetapan vang dianggap adil okh
arhiter.

3. Honorarium bagi para arbiter selamanyva dipikul oleh kedua belah
pihak, masing-masing setengah. Bagian dan total dana vang
disepakati

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Prosedur Basvarnos, jpka dalam
prosedur ada sesuatu hal vang tidak diatur dalam peraturan inn maka
Basvarnas akan menetapkan suatu ketentuan mengenai hal o
Ketentuan tersebut merupakan bagian paling penting dan Peraturan
Prosedur Basvarnas, inl semacam “kuasa blangko®.

8.8 Akibat Hukum Putusan Basyarnas

Danpak hukum putusan Basvarnas menciptakan kepastian hukum
bagi pihak-pihak vang bersengketa, karepa pada dasamya putusan
Basvarnas mempunyvai kekuatan hukum tetap {in kracht van gewijsde
artinya Lidak diperbolehkan adanya suatu upava hukam lain. Menurut
penulis dampak  hukum putusan Basyarnas merupakan akibat vang
muncul dari peristiwa hukum yaitu penyelesaian sengketa bisnis
melalul Basvarnas, Putusan Arbitrase merupakan sebuah ketegasan
vang menyikat dan final mengenan semua sengketa bisns vang diajukan
kepada Basvarnes kecuali perjanjian mengatakan lain artinva putusan
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tersebut dapat saja dimintaksn upays bukum asalkan ada kesepakatan
dalam perjanjian dari para pibak yvang bersengketa

Sebagai Badan Arbitrase svariah di Indonesia sudah sepantasnya
dan sepatutnya berasaskan hukum islam. Dengan demikian, penerapan
hukum Basvarnas ditetapkan berdasarkan hukum Islam tetapn untuk
beracara di pengadilan agama masih menggunakan hukum vang berlaku
disini dan saat int vaitu HIR dan BB Mengingat sejauh mi hukum 1slam
tentang Arbitrase tidak mempunyai bukum acara pelaksaan putusan
sehingyga  tidak mempunya kekoatan bukum untuk eksekusi sehingga
mau tidak mau suka tidak suka tetap akan menggunakan hukum positip
sebagal alternatife atau untuk sementara wakte, Artinya bagi pihak yang
dikalabhkan apahila tidak memenuhi kewajibannya  maka eksekusiiya
diserahkan kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini Basvarnas tdak
dibenarkan melakukan eksekusi terhadap para pihak yang tidak
menaati.

Pada praktiknva selama i Basyarnas telah membuoktikan datam
menyelesaikan  sengketa  bisnis vang  disjukan  kepadanya  tetah
memenuhi rasa keadilan para  pihak  schingga tidak ada  vang
memerlukan  eksekust pihak Pengadilan Meger, Dengan demikian
Basvarnas dapat menjadi alternatif penyelesalan sengketa bisnis yang
sangfat dibutuhkan sckarang dan masa depan mengenai akibat hukum
putusan HBasyarnas berani mombahas  eksekusi atan  pelaksanaan
putusan Basyarnas. Menurut penulis jika membahas  akibat hukum
putusan Basyarnas merupakan pembahasan vang dapat ditank dan
proses setelah putusan Arbitrase dikeluarkan.

Basvarnas tdak mengatur sendirt tentang pelaksansan putusan
Arbitrase, maka Basyarnas menyerap Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1995, Hal tersebut dapat ditafsirkan dan Pasal 36 Peraturan Prosedur
Basvarnas jika dalam prosedur ada sesuatu hal vang tidak diatur dalam
peraturan ini maka Basyarnas akan  menctapkan ketentuan mengenai
hal itu, Dan ketentuan tersebut dapat diartikan Basvarnas akan
menentukan sendiri mengenai hal vang belum ditentukan Basyvarnas
baik dalam Peraturan  Prosedur  Basyarmas  mavpun  ketentoan-
ketentuan lain vang diterapkan olch Basyarnas. Dalam hal ini maka
menurul penulis, Basvarnas masih menyesuaikan  dengan Undang -
Undang Nomor 30 Tahun 19494, karena tidsk ditemukan peraturan vang
mengatur mengenai pelaksanaan putusan {dampak hukum putusan
Basyarnas). Pasal 58 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor
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30 Tahun 1999 adalah ketentuan-ketentwan vang menentukan
mengenat pelaksanaan putusan Arbitrase nasional dan inteniasional

Berdasarkan uratan oi atas  maka  bila dicermati peraturan
prosedur Basyarnas cukup teliti dan mempunyai kekuatan bukum vang
kuat, Dikatakan teliti karena hal vang sangat detail telah diatur oleh PP
Basyarnas dikatakan kuat karcna peraturan  tersebut  merupakan
perwujudan dan Undang Undang Nomor 300 Tahun 1999 tentang
Alternatif Penvelesaian Sengketa, Akan tetapi setelab lahirnya Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama maka tentu akan
terjachi perubahan lagl terhadap PP Basyarmas yang hingga tahun ini
(2007) belum ada perbaikan

9.9 Pengadilan Wasit pada Reglement op deRechtvordering (RV)

Selain ity dalam  Reglement op deRechtvordering (RV) suatu
reglement acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa (5101847~
22 daniB49-63) untuk juga distur tentang Pengadilan Wasit vang diatur
mulai dari Pasal 615 sampai Pasal 631 RV, Dalam BV disebutkan tentang
beberapa hal vaitu:

1 Pactum de compromittendo

Menurut ketentuan Pasal 615 RV penetapan penunjukan atau
pengangkatan wasit dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisib
setelah selisih atau sengketa itu terpadi. Akan tetapi penunjukan itu
dapat pula ditetapkan dalam perjanjian bahwa apabila kelak kemudian
hari terjadi peraselisihan atau persengketaan diantara kedua belah
pinak maka keduabelah pihak telah menetapkan wasit yang diminta
untuk menyelesaikan sengketa vang terjadi terschut, Schingga dalam
hal  terakhir ini bila para pihak telah menetapkan wasit unmtuk
menvelesaikan sengketa vang mungkin terjadi kelak.
Palam praktik acara perdata hal yang pertama ini dischut dengan akta
‘kompromisedangkan . hal yang  kedua  disebut  pactum e
cotnpromittendo
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2 Jenis Wasit
Dalam hukum acsra perdata dikenal 2 macam wasit yaitu:

a,

Wasit Ad Hoc

Wasit adhoc adalah wasit yang bekerja secara insidental guna
menyelesaikan sengketa karena diminta atau ditunjuik oleh dua
belah pihak vang bersengketa. Wasit adhoc sesuai dengan
namanya maka sifatrya juga sementara dan tidak memihak.
Wasit Permanen

Wasit Permanent adalah wasit yang bekerfa secara tetap dan
dinaungi oleh satu Pengadilan resmn guna menyelesaikan
senghketa bisnis yang ada baik diminta oleh para pihak maupun
oleh Pengadilan atan bahkan negara untuk menjadi “wasit’
Pehgertian wasit disini dalam arti medistor atau pembuat
legal opiniom’

3 Penyelesaian senghketa secara damai

Penyelesaian sengketa menuret  ketentuan Pasal 316 RY adalah secara
damai untuk semua jenis perkara perdata kecuali yang secara tegas
dilarang undang-undang,

4 Syarat untuk menjadi Wasit

Menurut ketentuan Pasal 617 RV maka setuap orang dapat mengadi
wasit asalkan orang tesrbut dapat menerima dan disetupui oleh para
pihak vany bersengketa

5 Putusan Wasit
Mengenai putusan Wasit Rv mengatur beberapa hal berikut:

]

Pasal 613 menyvebutkan bahwa para wasit memberikan putusan
berdasarkan aturan hukum, kecuali jika menurut kompromi
mereka diheri wewenang untuk memutus berdasarkan keadilan
Pasal 632 menyebutkan bahwa putusan harus memuat  nama
keci! dan nama para pihak, resume tentang penjelasan para pihak,
dasar pertimbangan dan keputusan itu sendiridalam putusan
juga dicantumkan hari, tempat dan waktu putusan diterbitkan
dan di tandatangani oleh para wasit,

Pasal 631 menyebutkan bahwa bila terdapat sebagian pihak vang
menolak  menandatangani maka  wasit yang  lain harus
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menvebutkan hal tersebut  dan putusan tersebut mIEmpUnYyai
kekuatan yang sama seperu ditandatangani oleh semua wasiL.
Pasal 634 menyatakan bahwa dalam tempo 14 hari untuk Jawa dan
Madura dan maksimal 3 bulan untuk wilayah luar Jawa dan
Madura tapi masih dalam wilayah Raad van Justice di Jawa
terhitung mulai hari putusan maka surat aslinya diserahkan
kepada panitera Rasd van justice oleh  wasit atau oleh salah
searang yang dikuasakan dengan akta otentik. Ketentuan ini pada
saal ind sudah tidak dibedakan lagi antar jawa dan non gawa

Pasal 635 disebutkan bahwa wasit diwajibkan untuk menyerahkan
surat  putusan  tersebut  bersamaan  dengan  akla ali
penagngkatannya schaga wasit atau saliannya kepada panitera
pengatilan.

Pasal 636 disebutkan bahwa tidak ada perlawanan atas putsan
wasit

Pasal 638 dischutkan bahwa bila suatu perkara vang pada tingkat
pertama  diputus  oleh  pengadilan  sedangkan  pada  tngkat
banding diserahkan kepada para wasit maka hasil putusan wWasit
tersebut kelak discrabkan kembali pada panitera majelis hakim
yang memriksa perkara pada tingkat banding.

Pasal 639 menyatakan bahwa putusan wasit vang dilengkapi
dengan suart perintah dart ketua pengadilan yang berwenang
dilaksanakan menurut tatacara pelaksanaan biasa.

Pasa 644 menyebutkan babwa kematian salah satu pihak tidak
menhentikan akibat dari kompromi seperti disebutkan Pasal 614
tentang pactum de compromittendo. Dan kekuasaan para wasit
tidak menjadi berakhir dengan kemnatian terscbut. Akan tetapi
berjalannya waktu dari kompromi semula terhadap para ahli
waris ditunda sampai berakhirnya jangka wakiu untuk pencatatan
harta peninggalan dan untuk berpikir ulang.

Pasal 650 menyebutkan  bahwa tugas wasit akan berakhir bila
waktu yang dikompromikan atau yang diperpanjang oleh para
pihak  sclama perkara masih belum jelas  statusnya telal
terlampaui  maka  setelah 6 bulan  terhitung sejak har
ditandatanganinya akta penenimaan bila tidak dinyatakan dengan
tegas jangka wakiu yang lain. Dengan ditariknyva kembali para
wasit atas kesepakatan masing-masing pihak.
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Pasal 631 menyebutkan bahwa tugas wasit berakhir dengan
kematian, pemecatan, kebertan terhadap keberadaan wasit yang
bersangkutan, Apatula udak diperjanjikan sebaliknya maka  dalam hal
tersebut atau oleh para pihak atau jika diantara mereka tidak terdapat
kata sepakat atas tuntutan salah satu atau kedua pihak oleh hakim
seperti ditetapkan dalam Pasal 619 maka diangkat wasir-wasit baru
dengan tugas untuk melanjutkan pemeriksaan berdasar akta terakhir.

Putusan Wasit Dinyatakan tidak berlaku setelah terbit UL
Artatrase dan ADR
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